BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.320, 2021 KEMEN -LHK. Pengelolaan P erhutanan Sosial .
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PERHUTANAN S OSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 247 P eraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 21 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan, perlu menetapkan P eraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial ;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Neg ara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916 );

3. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
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Menetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 21 tentang

Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6635  );

5. Peratur an Presiden Nomor 92 Tahun 2 020 tentang
Kementerian  Lingkungan Hidup dan Keh utanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 20
Nomor 209);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK -II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja  Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN H IDUP DAN
KEHUTANAN  TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN
SOSIAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan
1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan

lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara
atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh
Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat
sebagai pelaku utama untuk meningkatkan
kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan  dan
dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa,
Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan

Adat dan kemitraan kehutanan
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Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah
kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola
oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahte raan desa.
Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm
adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR
adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang
dibang un oleh kelompok Masyarakat untuk
meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi
dengan menerapkan  sistem silvikultur dalam rangka
menjamin kelestaria n sumber daya hutan.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banijir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri
khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya .

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah
Masyarakat Hukum Adat

Hutan Hak adalah  hutan yang berada pada tanah yang
dibebani hak atas tanah.

Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah
yang dibebani hak milik

Pengelolaan  Perhutanan  Sosial adalah  kegiatan
pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok
Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD ,
HKm, HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada
kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau
kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk

memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan,
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memanfaatk an hasil hutan kayu dan bukan kayu ,
memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu , serta
mengolah dan memasarkan has il hutan secara optimal
dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap
menjaga kelestariannya.

Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya
disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan
hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosia l.
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah
pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang
dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk
kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan
HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada
kawasan Hut an Lindung, kawasan Hutan Produksi atau
kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
Persetujuan Pengelolaan HD adalah akses legal yang

diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa untuk

mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan
Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi .
Persetujuan Pengelolaan HKm adalah akses legal yang

diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok
tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi
Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau
memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung
dan/atau kawasan Hutan Produksi.

Persetujuan Pengelolaan HTR adalah akses legal yang
diberikan oleh Menteri kepada kelomp ok tani hutan,
gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan,
profesional  kehutanan  atau perorangan  untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan
ikutannya pada kawasan Hutan Produksi dengan
menerapkan teknik budidaya tanaman (silvikultur) yang
sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber
daya hutan.

Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan
kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan

berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang
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persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan
mit ra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada
kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.
Kemitraan Konservasi adalah kerja sama antara kepala

unit pengelola kawasan atau pemegang perizinan
berusaha pada kawasan konservasi dengan
mitra/Masyarakat S  etempat.

Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah
peraturan perundang -undangan yang ditetapkan oleh
kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama
badan permusyawaratan desa.

Lembaga Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh kepala
desa melal ui musyawarah desa sesuai dengan ketentu an
peraturan  perundang -undangan untuk  melakukan
pengelolaan HD , bagi sebesar-besarnya kesejahteraan
Masyarakat desa.

Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat
MHA adalah Masyarakat tradisional yang m  asih terka it
dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam
bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih
ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan

di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaanya
dikukuhkan dengan peraturan daerah.

Wilaya h Adat ada lah tanah adat yang berupa tanah, air,
dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di
atasnya dengan batas -batas tertentu,  dimiliki,
dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun -temurun
dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan

hidu p Masyarak at yang diperoleh melalui pewarisan dari
leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah
ulayat atau Hutan Adat

Kearifan Lokal adalah nilai -nilai luhur yang berlaku
dalam tata kehidupan Masyarakat Setempat antara lain
untuk melindungi dan m  engelola | ingkungan hidup dan
sumber daya alam secara lestari.

Wilayah Indikatif Hutan Adat adalah Wilayah Hutan Adat

yang berada pada kawasan hutan negara yang belum
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30.

31.

32.

memperoleh produk hukum dalam bentuk peraturan
daerah namun wilayahnya telah ditetapkan o leh
bupati /wali kota.

Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri

dari warga Masyarakat baik perempuan dan laki -laki
yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan

kartu tanda penduduk yang bermukim dan/atau
mengelola di dalam kawasan hutan nega ra dibuktikan
dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat
pengelolaan kawasan hutan dan bergantung pada hutan.
Gambut adalah material organik yang terbentuk secara
alami dari sisa -sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak
sempurna dengan ketebalan 5 0 (lima puluh) centimeter
atau lebih dan terakumulasi pada rawa

Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang
merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling
mempengaruhi dalam  membentuk  keseimbangan,
stabilitas, dan produktivitasnya.

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus yang
selanjutnya disingkat KHDPK adalah kawasan hutan
negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi
Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat,
dan Provinsi Banten yang pengelolaannya tidak
diserahk an kepada badan usaha milik negara bidang
kehutanan.

Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan kepada
Masyarakat/kelompok Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan
peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pendamping adalah pihak yang me miliki kompetensi
dalam melakukan Pendampingan terhadap Masyarakat
pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial,
secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau
lembaga.

Kemitraan Lingkungan adalah kerja sama yang
melibatkan berbagai pih ak secara sukar ela baik itu

pemerintah, swasta , Masyarakat, maupun Ilembaga
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lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam.
Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang
termasuk MHA atau badan hukum.

Perseorangan ad alah Warga Negara Indonesia yang cakap
bertindak menurut hukum.

Jangka Benah adalah waktu yang dibutuhkan untuk
mencapai struktur hutan dan fungsi ekosistem yang
diinginkan sesuai tujuan pengelolaan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggar akan urusan
pem erintahan di bidang kehutanan.

Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya yang
bertanggung jawab di bidang Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unit yang membidangi Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat

KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara
efisien , efektif dan lestari.

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial ya ng
selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja
provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan
peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingk at
KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok
Masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial serta MHA termasuk
kelompok tani dan/atau kelompok Masyarakat pengelola
Hutan Rakyat .

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya
disingkat KUPS adalah  kelompok usaha yang dibentuk
oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha

Rencana Kelola Perhutanan Sosial yang selanjutnya
disingkat RKPS adalah dokumen yang memuat rencana

penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan,
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rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan
evaluasi.

44. Rencana Kerja Tahunan vyang selanjutnya disingkat RK T
adalah penjabaran det ail dan tata waktu pelaksanaan

dari dokumen RKPS untuk setiap tahun

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial ;
kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial ;
Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut ;
Jangka Benah kebun rakyat;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;

- o e 0 T 9o

percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial ; dan

sanksi administratif.

(@]

BAB Il
PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SO SIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri atas:

a. HD;
b. HKm;
C. HTR;

d. Hutan Adat ;dan
e. kemitraan kehutanan

(2) Kemitraan kehutanan  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e yang dilaksanakan pada Hutan
Konservasi, di berikan dalam  bentuk Kemitraan
Konservasi .

(3) Pada Hutan Lindung dapat diberikan Persetujuan

Pengelolaan HD, H Km, dan/atau  kemitraan kehutanan
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(4) Pada Hutan Produksi dapat diberikan Persetujuan
Pengelolaan HD, HKm, HTR dan/atau kemitraan
kehutanan .

(5) Arahan areal Pengelolaan Perhutanan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f a, huruf b,
dan huruf c, ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk
PIAPS.

Pasal 4
Pelaksanaan Kemitraan Konservasi  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan di bidang konservasi

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 5
(1) PIAPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)
ditetapkan melalui  harmonisasi peta yang dimiliki oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan
peta yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah  provinsi,
Pemerintah Daerah  kabupaten/kota , lembaga swadaya
Masyarakat dan sumber lain.
(2) PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kawasan hutan yang dicadangkan untuk
Perhutanan Sosial ;
b. kawasan hutan yang sudah d ibebani Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial ; dan
c. areal KHDPK untuk kepentingan Perhutanan
Sosial .
(3) PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri , dan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali
oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bert anggung

jawab di bidang planologi kehutanan  atas nama Menteri .

Pasal 6
(1) Akses legal Pengelolaan Perhutanan Sosial  diberikan oleh

Menteri dalam bentuk persetujuan atau penetapan.
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(1)

(2)

(1)
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(1)
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Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 ) meliputi :

a. Persetujuan Pengelolaan HD;

b. Persetujuan Pengelolaan HKm;

c. Persetujuan Pengelolaan HTR; dan

d. Persetujuan kemitraan kehutanan

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk

penetapan status Hutan Adat .

Pasal 7
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat
diberikan kepada:
a. Perseorangan ;
b. kelompok tani hutan; atau
c. koperasi.
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak

kepemilikan atas kawasan hutan

Pasal 8
Persetujuan Pengelolaan HD, Persetujuan Pengelolaan
HKm, dan Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan untuk jangka
waktu 35 (tiga puluh Ilim a) tahun dan dapat
diperpanjang.
Jangka waktu Persetujuan Kemitraan Kehutanan
pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau
pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan
dengan Masyarakat Setempat disesuaikan dengan masa
berlakunya perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dan
masa berlakunya persetujuan penggunaan kawasan

hutan .

Pasal 9
Untuk membantu percepatan akses dan peningkatan
kualita s Pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat provinsi

dibentuk Pokja P PS yang ditetapkan oleh  gubernur .
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(2) Pokja P PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. sosialisasi program Perhutanan Sosial kepada
Masyarakat Setempat dan para pihak terkait ;

b. melakukan pe ncermatan terhadap PIA PS;

c. membantu fasilitasi permohonan Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial ;

d. membantu melakukan verifikasi teknis permohonan
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial ;

e. membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan
tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial

f. membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan
kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan
larangan bagi pemegang  Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial dan penetapan status Hutan
Adat ;
membantu fasilitasi penataan areal;

h. membantu fasilitasi penyusunan perencanaan
Pengelolaan Perhutanan Sosial ;

I membantu fasilitasi pengembangan usaha
Perhutanan Sosial ; dan/atau

J- membantu pelaksanaan pembinaan dan
pengendalian.

(3) Anggota Pokja P PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
a. UPT;
b. unit pelaksana teknis terkait di Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

c. Pemerintah Daerah provinsi;

d. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
kehutanan ;

e. KPH;

Pemerintah Daerah kabupaten /kota ;

—h

Masyarakat sipil;

= Q@

pelaku usaha;

kader konservasi; da n/atau

- relawan lingkungan hidup dan kehutanan.
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Masyarakat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf g meliputi akademisi, lembaga swadaya
Masyarakat dan/atau jurnalis.

Masa kerja P okja P PS selama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang.

Operasional Po kja  PPS dibiayai oleh anggaran
pendapatan dan belanja negara , anggaran pendapatan
dan belanja daerah dan/atau sumber dana lainnya yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang -undangan.

Bagian Kedua

Persetujuan Pengelolaan Hutan Des a

Paragraf 1

Subjek Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa

Pasal 10

Persetujuan Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) hurufa  diberikan kepada Lembaga

Desa.

Persetujuan Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1 ) dapat diberikan kepada 1 (satu) atau

gabungan beberapa Lembaga Desa .

Lembaga Desa dalam Pengelolaan HD  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi  ketentuan :

a. kepengurusan Lembaga Desa ; dan

b. penerima manfaat HD.

Kepengurusan Lembaga Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 3) huruf a meliputi:

a. warga desa yang memiliki ketergantungan terhadap
kawasan hutan , yang telah dan /atau akan
melakukan pengelolaan terhadap areal kawasan
hutan yang dimohon;

b. Perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang

kehutanan; dan/atau
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c. tokoh atau pelopor lo kal yang memiliki kepedulian
terhadap kelestarian hutan

Penerima manfaat HD sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b merupakan warga desa setempat dengan

ketentuan:

a. 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan
memberikan kesempatan yang sama baik | aki-laki
maupun perempuan; dan

b. belum terdaftar sebagai pemegang Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial

Penerima manfaat HD terdiri  atas:

a. penerima manfaat langsung; dan

b. penerima manfaat tidak langsung

Penerima manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf a , selain memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan
penggarap atau pengelola pada areal kerja

Dalam hal penggarap atau pengelola sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) berasal dari luar desa setempat,

dapat menjadi pene rima manfaat langsung dengan
melengkapi surat keterangan garapan dari kepala desa.

Penerima manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 6) huruf b selain memen uhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan

Masyarakat desa setempat y ang bukan penggarap atau

pengelola pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan HD,

namun secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari

hasil kegiatan pengelolaan HD.

Paragraf 2

Objek Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa

Pasal 11
Areal yang dapat diberikan untuk Persetujuan
Pengelolaan HD berupa:
a. kawasan Hutan Lindung ; dan/atau

b. kawasan Hutan Produksi ,
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®3)

(4)
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yang belum dibebani  perizinan berusaha Pemanfaatan

Hutan , persetujuan penggunaan kawasan hutan , atau

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Areal sebagaima na dimaksud pada a vyat (1) dengan

ketentuan:

a. berada didalam PIA PS;

b. berada di dalam wilayah desa atau areal hasil
kesepakatan batas pengelolaan antara desa yang
berdampingan dan dipetakan secara partisipatif oleh
Masyarakat ; dan /atau

c. berada di dalam satu k esatuan lanskap / bentang
alam dalam desa pemohon.

Dalam hal areal sebagaimana dimaksud pada  ayat (2)

berada di luar PIA PS, dapat diberikan persetujuan

dengan pertimbangan

a. arealyang sudah dikelola oleh Masyarakat desa
setempat ; dan/atau

b. areal yang mempunya i potensi untuk pemanfaatan
kawasan, jasa lingkungan , hasil hutan kayu, dan
hasil hutan bukan kayu.

Dalam hal areal yang sudah dikelola oleh Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa

tanaman sawit yang dilakukan oleh Perseorangan dan
bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan
hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus

menerus, diberikan paling luas 5 (lima) hektar per orang.

Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau

di sekitar kawasan hutan sebagaimana dimak sud pada

ayat (4) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk; atau

b. surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili
yang diterbitkan oleh kepala desa atau Iurah
setempat , yang alamatnya di dalam kawasan hutan
atau di desa /kelurahan yang be rbatasan langsung

dengan kawasan hutan
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Pembuktian  terhadap Perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 4) dan ayat ( 5) dilakukan melalui
verifikasi teknis , dan validasi data dan informasi oleh tim
terpadu yang dibentuk oleh Menteri .

Areal Persetujuan Pengelolaan HD paling luas 5.000 (lima

ribu) hektar per unitp engelolaan.

Paragraf 3
Tata Cara Permohonan Persetujuan Pengelolaan

Hutan Desa

Pasal 12
Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD diajukan
melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh:
a. ketua Lembaga Desa dan dike tahui kepala
desa/ lurah ; atau
b. ketua gabu ngan Lembaga Desa dan diketahui oleh
para ketua Lembaga Desa dan para kepala
desa/lurah atau camat setempat .
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dilengkapi dengan :

a. Perdes atau peraturan lainnya yang setara tentang
pembentukan Lembaga Desa secara musyawarah,
yang memuat pengaturan  pengelolaan HD dengan
prinsip  pengelolaan  hutan  lestari untuk
kesejahteraan warga desa , kelestarian hutan  dan
pengelolaan lingkungan hidup ;

b. keputusan kepala desa atau yang setara tentang
susunan pengurus Lembaga Desa ;

c. daftar nama pengurus Lembaga Desa dan penerima
manfaat yang diketahui oleh kepala desa setempat
atau yang setara dalam bentuk cetak dan  digital ;

d. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga

pengurus Lembaga Desa ;
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e. gambaran umum wilayah  meliputi:

1. keadaan fisik berupa topografi dan penutupan
lahan ;

2. sosial ekonomi yang menggambarkan  jumlah
penduduk, jenis kelamin, pekerjaan, dan
jumlah kepala keluarga atau demografi desa ;

3. potensi kawasan berupa jenis tanaman /hewan
yang akan diusahakan, jenis tumbuhan , dan
hewan yang ada di dalam areal usulan
biofisik areal wusulan , serta identifikasi
potensi usaha ; dan

4. pada fungsi  Ekosistem Gambut memuat
informasi usaha yang akan dimanfaatkan
sesuai dengan fungsi nya;

f. pakta integrita s bermeterai yang ditandatang ani oleh
ketua Lembaga Desa atau ketua gabungan
Lembaga Desa dan diketahui oleh kepala
desa/lurah atau camat bersangkutan ; dan

g. peta usulan areal yang dimohon dengan skala paling
kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu)
yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa
atau ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui
oleh kepala KPH atau ketua Pokja PPS dalam
bentuk cetakan dan shape file .

(3) Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagi an tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13
(1) Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Menteri ,
dengan tembusan kepada:
a. gubernur ;

b. bupati/ wali kota ;
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c. organisasi perangkat daerah  bidang kehutanan ;

d. kepala UPT; dan

e. kepala KPH.

Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:

a. manual ; atau

b. elektronik .

Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b difasilitasi oleh Pokja P PS.

Dalam hal permohonan dilakukan secara elektronik
dokumen  fisik  permohonan beserta  lampiran,
disampaikan kepada tim verifikasi teknis  pada saat

pelak sanaan verifikasi teknis.

Paragraf 4

Verifikasi Administrasi

Pasal 14
Terhadap permohonan Persetujuan Pengelolaan HD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri
menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan

verifika si administrasi untuk memeriksa kelengkapan
dan kesesuaian persyaratan admi nistrasi permohonan
Persetujuan Pengelolaan HD serta pencermatan terhadap
subjek dan objek persetujuan .

Pencermatan terhadap objek persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelaahan
peta areal yang dimohon dengan cara tumpang susun
peta permohonan dengan peta tematik terbaru meliputi :

a. peta kawasan hutan ;

b. peta hasil tata batas kawasan hutan ;

c. PIAPS;

d. petaindikatif dan Wilayah Hutan Adat ;

e. petaperizinan berusaha Pemanfaatan Hutan ;
f. peta Persetujuan Perhutanan Sosial ;

peta persetujuan penggunaan kawasan hutan ;

Q@
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h. peta persetujuan pelepasan kawasan hutan ;

I peta perubahan fungsi  kawasan hutan ;

J- peta indikatif penghentian pemberian izin baru ;

k. petaindikatif tanah  objek reforma agraria;

l. peta rencana pengelolaan hutan jangka panjang
KPH;

m. peta arah an Pemanfaatan Hutan  untuk perizinan
berusaha ;

n. petakesatuan hidrologi  Gambut;

0. petatutupan lahan ;

p. citra satelit resolusi tinggi dan/atau citra pesawat
nirawak ; dan/atau

g. peta lainnya yang terkait pada usulan Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dalam melaksanakan v erifikasi administrasi

sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) , Direktur Jenderal

menetapkan petugas verifikasi administrasi permohonan

Persetujuan Pengelolaan HD.

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam  jangka waktu 3 (tiga) hari kerja

sejak permohonan diterima.

Verifikasi  administrasi dilakukan melalui pengisian

formulir dan telaah peta dengan menggunakan format

sebagaimana  tercantum dalam Lampiran |l yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 15

Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dituangkan dalam formulir verifikasi
administrasi  yang memuat informasi:

a. permohonan memenuhi syarat; atau

b. permohonan tidak memenuhi syarat.

Hasil v erifikasi administras i permohonan dinyatakan
memenuhi syarat , jika dokumen permohonan memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 12.
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Dalam hal hasil verifikasi administrasi menyatakan
permohonan:

a. memenuhi syarat, dilanjutkan dengan verifikasi

teknis; atau
b. tidak memen uhi syarat, Direktur Jenderal
menyampaikan surat pengembalian permohonan

kepada pemohon , untuk dilakukan perbaikan
dengan tembusan kepada ketua P okja PPS dan
kepala KPH.
Pemohon melakukan perbaikan dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
surat pengembalian permohonan dan jika perbaikan
tidak dilakukan sampai jangka waktu yang telah
ditentukan, permohonan dinyatakan batal dengan

sendirinya .

Paragraf 5

Verifikasi Teknis

Pasal 16
Dalam melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana
dimaks ud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, Menteri
menugaskan Direktur Jenderal untuk  melakukan
verifikasi teknis
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), Direktur Jenderal memerintahkan kepala
UPT.
Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2)
menugaskan tim verifikasi teknis untuk melaksanakan
verifikasi teknis.
Tim ver ifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdiri atas unsur :
a. UPT,
b. organisasi pe rangkat daerah provinsi bidang

kehutanan ;
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c. unit pelaksana teknis terkait Kemente rian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

d. KPH; dan/atau

e. anggota Pokja P PS.

Direktur Jenderal dapat menugaskan personel untuk

melakukan supervisi dan/atau bantuan teknis pada

pelaksanaan verifikasi teknis

Pasal 17
Tim verifikasi teknis sebagaimana dima ksud dalam
Pasal 16 ayat (4) melakukan verifikasi teknis terhadap
a. objek persetujuan ; dan
b.  subjek persetujuan
Tim Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan tuga s dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat tugas dan dapat
diperpanjang sesuai dengan kondisi lapangan.
Dalam hal terdapat kondisi tertentu , verifikasi teknis
dapat dilakukan secara kombinasi elektronik  dan

manual .

Pasal 18
Verifikasi teknis terhadap  objek persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan
melalui:
a. telaahan peta ; dan
b. pemeriksaan lapangan
Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan terhadap objek persetujuan
dengan menggunakan alat bantu  global positioning
system dan/atau pesawat nirawak , dengan cara
mengambil titik  koordinat, meliputi :
a. kantor desa/kelurahan dan/atau | okasi diskusi;

b. batas kawasan hutan ;



®3)

(4)

1. 2021, No.320

C. batas perizinan bidang kehutanan dan perizinan
bidang lainnya;

d. batas luar areal yang dimohon sesuai petunjuk
pemohon;

e. titk ikat alam dapat berupa muara sungai,
persimpan gan jalan, dan situs ;

f. beberapa titik lokasi pengelola an di dalam arealy ang
dimohon;

g. Dbeberapa titik kondisi biofisik tutupan lahan
termasuk tutupan lahan sawit; dan /atau

h. beberapa titik potensi kawasan.

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan untuk memp eroleh fakta, data , dan

informasi:

a. letak dan batas areal yang dimohon;

b.  fungsi kawasan areal yang dimohon;

c. keberadaan perizinan  berusaha bidang kehutanan
dan perizinan lainnya pada  areal yang dimo hon;

d. keberadaan permukiman , fasilitas umum, fasilitas
sosial , dan tanama n sawit pada areal yang dimohon;

e. status areal yang dimohon pada peta PIA PS, peta
tanah  objek reforma agraria, peta indikatif
penghentian pemberian izin baru, dan peta

Ek osistem Gambut ;

f. kondisi biofisik areal yang dimohon;
g. potensi pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan
kayu, hasil hutan kayu , dan jasa lingkungan pada

areal yang dimohon ; dan
h.  aksesibilitas dan jarak dari permukiman  pemohon
ke areal yang dimohon.
Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 3) dituangkan dalam peta hasil verifikasi
teknis yang ditandatangani oleh tim verifikasi teknis,
dengan layer peta sesuai keperluan berupa :
a. batas areal yang dimohon;

b. batas areal hasil verifikasi teknis;
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c. titik koordinat hasi | pemeriksaan lapangan;

d. batas kawasan hutan ;

e. batas perizinan berusaha bidang kehutanan/non
kehutanan;

f. batas peta indikatif penghentian  pemberian izin
baru;
batas kawasan hidrologis Gambu t;

h.  batas wilayah administra  tif ; dan/atau

I rupa bumi Indonesia  berupa jaringan jalan, jaringan
sungai, dan permukiman

Verifikasi terhadap objek persetujuan  dapat diterima

apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 dengan mempertimbangkan:

a. zonasi pengelolaan kawasan hutan dalam rencana

pengelolaan hutan jan gka panjang ;

batasan administ ratif;

batas wilayah Hutan Adat ;

tutupan lahan sawit dan hutan alam primer;

areal indikatif tanah  objek reforma agraria ;

-~ ® 2 0o T

areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru ;
g. kondisi Ekosistem Gambut ; dan /atau

h. penguasaan pihak ketiga.

Penambahan luas areal Persetujuan Pengelolaan HD
dimungkinkan dengan pertimbangan penyesuaian batas
alam, batas kawasan, dan batas garapan .

Dalam hal penambahan Iluas areal sebagaimana
dimaksud pada ayat (6 ) lebih dari 5% (lima persen ),

pemohon wajib merevisi surat permohonan.

Pasal 19
Verifikasi  teknis  terhadap subjek Persetujuan
Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf b dilakukan melalui diskusi dan
wawancara dengan pengurus Lembaga Desa, perwakilan
penerima manfaat , kepala desa/lurah , tokoh Masyarakat ,

tokoh adat , dan/atau camat setempat.



)

(3)

(4)

()

(6)

3. 2021, No.320

Proses verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib dihadiri oleh s eluruh pengurus Lembaga

Desa dan perwakilan penerima manfaat.

Dalam hal terdapat pengurus Lembaga Desa yang tidak

hadir , proses verifikasi teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diwakilkan oleh ketua Lembaga Desa

dan membuat surat pernyataan

Diskusi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan untuk mengetahui dan mema stikan

fakta, dat a, dan informasi:

a. dokumen permohonan ;

b. status ke lembagaan pemohon ;

c. daftar penerima manfaat HD;

d komoditas atau jenis pemanfaatan yang telah dan
akan diusahakan pemohon; dan

e. identifikasi p otensi konflik sosial dan tenurial pada
objek persetujuan .

Pemeriksaan status kelembagaan pemohon sebagaiman a

dimaksud pada ayat ( 4) huruf b dilakukan melalui

pemeriksaan:

a. Perdes;

b. penetapan susunan pengurus Lembaga Desa dengan
surat keputusan kepala desa /lurah  atau camat
setempat ; dan

c. daftar nama pengurus Lembaga Desa berdasa rkan

kartu tanda penduduk |, n omor induk
kependudukan , kartu keluarga dan alamat
pemohon .

Subjek persetujuan yang dapat diterima apabila

memenuhi kete ntuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10.
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Pasal 20
Tim verifikasi teknis menuangkan fakta , data, dan
informa si terkait subjek dan objek persetujuan  yang
dapat atau tidak dapat dipertimbangkan ke tahap
berikutnya ke dalam berita acara verifikasi teknis yang
ditandatangani oleh tim verifikasi teknis
Ketua tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi teknis kepada
Kepala UPT.
Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Direktur
Jenderal.
Berdasarkan  hasil verifikasi  teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama
Menteri menerbitkan Keputusan  Persetujuan Pengelolaan
HD atau surat penolakan permohonan Persetujuan
Pengelolaan HD.
Berita acara verifikasi teknis  sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) disusun dengan menggunakan format

sebagaimana tercantum pada lampira n Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Bagian Ketiga

Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Paragraf 1

Subjek Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Pasal 21
Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud
dalam P asal 6 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada:
a. Perseorangan ;
b. kelompok tani ; atau

c. koperasi.
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Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan ketentuan tergabung atau membentuk
kelompok Masyarakat .

Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b  berupa kelompok tani hutan atau gabungan

kelompok tani hutan

Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dengan ketentuan koperasi setempat yang bergerak di

bidang pertanian , hortikultura, peternakan, dan/atau

kehutanan .

Anggota kelo mpok Masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan kelompok tani hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 15 (lima

belas) orang .

Dalam hal anggota kelompok sebagaimana dim aksud

pada ayat ( 5) berjumlah lebih dari 300 (tiga ratus ) orang

dapat membentuk gabungan kelompok tani hutan .

Anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5)

dan ayat (6 ) yang dapat diberikan Persetujuan

Pengelolaan HKm berasal dari :

a. Masyarakat Setempat dengan mengutamakan
pengelola pada areal y ang dimohon yang mempunyai
ketergantungan hidup pada lahan kawasan hutan ;

b. profesional kehutanan atau Perseorangan yang
memperoleh pendidikan kehutanan, atau bidang
iimu lainnya yang berpengalaman di bidang
kehutanan atau pernah sebagai Pendamping atau
penyuluh di bi dang kehutanan; dan/atau

c. Masyarakat luar desa setempat y ang sudah
mengelola areal yang dimohon secara turun temurun
atau 5 (lima) tahun terakhir berturut  -turut yang
dinyatakan dengan surat keterangan kepala desa
atau lurah setempat

Anggota kelompok yang dapat diberikan  Persetujuan

Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dengan ketentuan:
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a. 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan
memberikan kesempatan yang sama baik laki -laki
maupun perempuan; dan

b. belum terdaftar sebagai pemegang Persetuj uan

Pengelolaan Perhutanan Sosial

Paragraf 2

Objek Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Pasal 22
Areal yang dapat diberikan untuk Persetujuan
Pengelolaan HKm berupa:
a. Hutan Lindung ; dan/atau
b.  Hutan Produksi
yang belum dibebani  perizinan berusaha , persetujuan
penggunaan kawasan hutan , atau Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial
Areal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan
ketentuan:
a. beradadidalam PIA PS; dan/atau
b. areal y ang sudah dikelola oleh pemohon.
Dalam hal areal sebagaimana dimaksud pada a yat (2)
berada di luar PIA PS, dapat diberikan persetujuan dengan

pertimbangan areal yang dimaksud sudah dikelola oleh

Masyarakat .
Dalam hal areal yang sudah dikelola oleh Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanaman

sawit yang dilakukan ole h Perseorangan  dengan
ketentuan membentuk kelompok dan bertempat tinggal di

dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat
5 (lima) tahun secara terus menerus, diberik an paling
luas 5 (lima) hektar perorang .

Perseorangan yang bertempat tinggal di  dalam dan/atau

di sekitar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dibuktikan dengan:
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a. kartu tanda penduduk; atau
surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili
yang diterbitkan oleh kepala desa  /lurah atau camat
setempat, yang alamatnya di d alam kawasan hutan
atau di desa yang berbatasan langsung dengan
kawasan hutan

Pembuktian  terhadap Perseorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui

verifikasi teknis  dan validasi data dan informasi o leh tim

terpadu yang diben tuk oleh Menteri .

Areal Persetujuan Pengelolaan H Km diberikan dengan

ketentuan luasan :

a. per unit pengelolaan paling luas 5.000 (lima ribu )
hektar ; dan

b. per kepala keluarga paling luas 15 (lima belas)
hektar .

Paragraf 3
Tata Cara Permohonan Persetujuan Penge lolaan Hutan

Kemasyarakatan

Pasal 23
Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm diajukan
melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh:
a. ketua kelompok Masyarakat ;
b. ketua kelompok tani atau kelompok tani hutan ;
c. ketua gabungan kelompok tani  hutan; atau
d. ketua pengur us koperasi .
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dilengkapi dengan :
a. identitas pemo hon Persetujuan Pengelolaan  HKm
meliputi:
1. daftar nama pengurus dan anggota:
a) kelompok Masyarakat ;
b) kelompok tani atau kelompok tani  hutan;
c) gabungan kelompok tani hut  an; atau

d) koperasi,
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yang diketahui oleh kepala desa/ lurah, atau
camat setempat; dan

2. fotokopi kartu tanda penduduk dan Kkartu
keluarga,

dalam bentuk cetak, dan  digital ;

gambaran umum wilayah, dapat berupa keadaan

fisik wilayah, sosi al ekonomi, dan potensi ka wasan :

1. keadaan biofisik yang menggambarkan topografi
dan penutupan lahan ;

2. sosial ekonomi yang menggambarkan  jumlah
penduduk, jenis kelamin, pekerjaan, dan
jumlah kepala keluarga atau demografi desa ;

3. potensi kawasan berupa jenis tanaman /hewan
yang akan diu sahakan, jenis tumbuhan dan
hewan dan biofisik yang ada di dalam areal

usulan dan identifikasi potensi usaha ; dan

4. pada fungsi  Ekosistem Gambut memuat

informasi  usaha yang akan dimanfaatkan

sesuai dengan fungsi nya.
peta usulan lokasi paling kecil skala 1: 50.000 (satu
berberbanding lima puluh ribu) yang ditandatangani
oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani, ketua
kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani
hutan, atau ketua pengurus koperasi  pemohon , dan
diketahui oleh kepala KPH atau ketua Pokja PPS
berupa cetakan dan shape file;
pakta integritas ber meterai yang ditandatang ani oleh
ketua kelompok , ketua kelompok tani, ketua
kelompok tani hutan,  ketua gabungan kelompok tani
hutan, atau ketua pengurus koperasi  pemohon ; dan
surat pembentukan kelompok kelompok tani,
kelompok tani  hutan, gabungan kelompok tani

hutan, atau akta pendirian koperasi
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(3) Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana

(1)

(2)

®3)

1)

)

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24
Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Menteri ,
dengan tembusan kepada
a. gubernur ;
b. bupati/ wali kota ;
C. pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang
membidangi kehutanan
d. kepala UPT; dan
e. kepala KPH;
Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
a. manual ; atau
b. elektronik .
Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 2) huruf b difasilitasi oleh Pokja PPS.

Paragraf 4

Verifikasi Administrasi

Pasal 25

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk
melakukan verifikasi administrasi untuk memeriksa
kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi
permohonan Persetujuan  Pengelolaa n  HKm serta
pencermatan terhadap subjek dan objek per setujuan .
Pencermatan terhadap objek persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui penelaahan peta areal
yang dimohon dengan cara tumpa ng susun  peta

permohonan dengan peta tematik terbaru meliputi :
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peta kawasan hutan ;

peta hasil tata batas kawasan hutan ;
PIAPS;

peta i ndikatif dan Wilayah  Hutan Adat ;

peta perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan ;

-~ ® a o T p

peta persetujuan Perhutanan Sosial ;

peta persetujuan penggunaan kawasan hutan ;

> @

peta persetujuan pelepasan kawasan hutan ;

peta perubahan fungsi  kawasan hutan ;

J- peta indikatif penghentian pemberian izin baru ;

k. petaindikatif tanah  objek reforma agraria;

l. peta rencana pengelolaan hutan jangka panjang
KPH;

m. Peta arahan Pemanfaatan Hutan  untuk perizinan
berusaha ;

n. petakesatuan hidrologi  Gambut;

0. petatutupan lahan ;

p. citra satelit resolusi tinggi dan/atau citra pesawat
nirawak ; dan/atau

g. peta lainnya yang terkait pada usulan Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosia |.

Dalam melaksanakan v erifik asi administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) , Direktur Jenderal menetapkan

petugas verifikasi administrasi permohonan Persetujuan

Pengelolaan HKm.

Verifikasi  administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan d alam jangka waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja sejak permohonan diterim a.

Verifikasi administrasi dilakukan melalui pengisian

formulir dan telaah peta dengan menggunakan format

sebagaimana tercantum  dalam Lampiran \% yang

merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan

Menteri ini.
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Pasal 26
Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dituangkan dalam formulir verifikasi
administrasi  yang memuat informasi:
a. permohonan memenuhi syarat; atau
b. permohonan tidak memenuhi syarat.
Hasil verifikasi administrasi permohonan dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a , jika dokumen permohonan  memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 23.
Dalam hal hasil verifikasi administrasi menyatakan
permohonan:
a. memenu hi syarat, dilanjutkan de ngan verifikasi
teknis; atau
b. tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal
menyampaikan surat pengembalian permohonan
kepada pemohon , untuk dilakukan perbaikan
dengan tembusan kepada ketua P okja PPS dan
kepala KPH.
Pemohon melakukan pe rbaikan dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
pengembalian permohonan, dan apabila perbaikan tidak
dilakukan sampai jangka waktu yang telah ditentukan,

permohonan dinyatakan batal dengan sendirinya

Paragraf 5

Verifi kasi Teknis

Pasal 27
Dalam melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 26 ayat (3) h uruf a, Menteri
menugaskan Direktur Jenderal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Jenderal memerintahkan Kepala UPT.
Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menugaskan tim verifikasi teknis untuk melaksanakan

verifikasi teknis.
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Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3)

terdiri atas unsur:

a. UPT,;

b. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
kehutanan ;

C. unit p elaksana teknis terkait lingkup  Kementerian
Lingkungan Hidup dan  Kehutanan ;

d. KPH; dan/atau

e. PokjaPPS.

Direktur Jenderal dapat menugaskan personel untuk

melakukan supervisi dan/atau bantuan teknis pada

pelaksanaan Verifikasi Teknis.

Pasal 28
Tim verifikasi teknis  sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3), melaksanakan tugas verifikasi teknis
terhadap :
a. objek p ersetujuan ; dan
b. subjek persetujuan .
Tim Verifikasi Teknis  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja seja k diterbitkan surat tugas dan dapat
diperpanjang sesuai dengan kondisi lapangan.
Dalam hal terdapat kondisi tertentu , verifikasi teknis
dapat dilakukan secara kombinasi elektronik  dan

manual .

Pasal 29
Verifikasi teknis terhadap  objek persetujuan sebagaimana
dimak sud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a , dilakukan
melalui:
a. telaahan peta ; dan

b. pemeriksaan lapangan
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Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilakukan  terhadap objek persetujuan dengan

menggunakan alat bantu  global positioning s ystem

dan/ atau pesawat nirawak , dengan mengambil titik

koordinat, meliputi :

a. kantor desa/kelurahan dan/atau lokasi diskusi ;

b. batas kawasan hutan ;

Cc. batas perizinan berusaha bidang kehutanan dan
perizinan lainnya,

d. batas luar areal yang dimohon sesuai petunjuk
pemohon;

e. titik ikat alam dapat berupa muara sungai,
persimpangan jalan, dan  situs;

f.  beberapa titik lokasi pengelola an di dalam arealy ang
dimohon;

g. beberapa titik kondisi biofisik tutupan Ilahan
termasuk tutupan lahan sawit; dan /atau

h. beberapa titik potensi kawas an.

Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan untuk memp eroleh fakta, data

dan informasi:

a. letak dan batas areal yang dimohon;

b.  fungsi kawasan areal yang dimohon;

c. keberadaan perizinan berusaha bidang kehutanan
dan perizinan lain nya pada areal yang dimohon;

d. keberadaan permukiman , fasilitas umum, fasilitas
sosial , dan tanaman sawit pada areal yang dimohon.

e. status areal yang dimohon pada peta PIA PS, peta
tanah  objek reforma agraria, peta indikatif
penghentian pemberian izin baru, da n peta

ekosiste m gambut ;

f. kondisi biofisik areal yang dimohon;
g. potensi pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan
kayu, hasil hutan kayu , dan jasa lingkungan pada

areal yang dimohon ; dan /atau
h.  aksesibilitas dan jarak dari permukiman  pemohon

ke areal yang dimohon
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Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dituangkan dalam peta hasil verifikasi

teknis yang ditandatangani oleh tim verifikasi teknis,

dengan layer peta sesuai keperluan, berupa :

a. batas areal yang dimohon;

b. batas areal hasil verifikasi teknis;

c. titik koordinat hasil pemeriksaan lapangan;

d. batas kawasan hutan ;

e. batas perizinan berusaha bidang kehutanan/non
kehutanan;

f. batas peta indikatif = penghentian pemberian izin
baru ;
batas kawasan hidrologis Gambut ;

h. batas wilayah administrasi; dan/atau

I rupa bumi Indonesia  berupa jaringan jalan, jaringan
sungai, dan permukiman

Verifikasi terhadap objek persetujuan  dapat diterima

apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22, dengan mempertimbangkan:

a. zonasi pengelolaan hutan  dalam rencana
pengelolaan hutan jangka panjang ;

b. batas Wilayah Adat ;

c. kondisi tutupan la han termasuk berupa sawit
dan/atau kebun rakyat lainnya;

d. areal indikatif tanah objek reforma agraria ;

e. areal peta indikatif penghentian pemberian izin
baru ;

f. kondisi ekosistem Gambut ; dan/atau

g. penguasaan pihak ketiga.

Penambahan luas areal Persetujuan Pengelolaan HKm

dimungkinkan dengan pertimbangan penyesuaian batas

alam, batas kawasan, dan batas garapan .

Dalam hal penambahan Iluas areal sebagaimana

dimaksud pada ayat (6 ) lebih dari 5% (lima persen ),

pemohon wajib merevisi surat permohonan.
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Pasal 30
Verifikasi  teknis  terhadap subjek  persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b
dilakukan melalui pengecekan identitas pemohon
Persetujuan Pengelolaan HKm, diskusi dan wawancar a
dengan pengurus dan anggota pemohon serta kepala
desa/lurah atau camat setempat
Seluruh anggota pemohon harus menghadiri proses

verifikasi teknis dan dalam hal tidak hadir dapat

diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga atau ketua
pemohon .
Verifikasi teknis terhadap pemohon Persetujuan

Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui dan memastikan fakta,
data, dan informasi:
a. kebenaran dokumen permohonan
b. kelembagaan pemohon ;
c. kebenaran identitas pemohon meliputi :
1. nama;
2. nomo r induk kependudukan;
3. jenis kelamin ;
4. pekerjaan ; dan
5. alamat pemohon .
d. Kketergantungan  dan/atau mata  pencaharian
Masyarakat terhadap areal yang dimohon ;
e. komoditas atau jenis pemanfaatan yang telah dan
akan diusahakan pemohon ; dan
f.  potensi konflik sosial dan ten urial pada areal yang
dimohon.
Pemeriksaan kebenaran kelembagaan pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (  3) huruf b, dilakukan
melalui pemeriksaan dokumen, berupa :
a. surat pembentukan kelompok , kelompok tani,
kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani
hutan ; atau

b. akta pendirian koperasi
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Subjek persetujuan yang dapat diterima apabila
memenuhi ketetentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21.

Pasal 31
Tim verifikasi teknis menuang kan data, fakta, dan
informasi terkait objek dan subjek persetujuan  yang
dapat ata u tidak dapat dipertimbangkan ke tahap
berikutnya ke dalam berita acara verifikasi teknis yang
ditandatangani oleh  tim verifikasi teknis
Ketua tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi teknis kepada
Kepala UPT.
Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Direktur
Jenderal.
Berdasarkan  hasil  verifikasi teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama
Menteri  menerbitkan surat Keputusan Persetujuan
Pengelolaan Hkm dan/ atau surat penolakan permohonan
Persetujuan Pengelolaan HKm.
Berita acara verifikasi teknis  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum pada lampiran VI  yang
merupakan bagian tidak terpisahk an dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Keempat

Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat

Paragraf 1

Subjek Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat

Pasal 32

Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ dapat diberikan k epada:
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kelompok tani hutan;

gabungan kelompok tani hutan;

koperasi tani hutan ; atau

profesional kehutanan atau Perseorangan yang telah
memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu
lainnya yang memiliki pengalaman  sebagai Pendamping
atau penyuluh di bi dang kehutanan dengan membentuk

kelompok atau koperasi bersama Masyarakat Setempat.

Pasal 33
Persetujuan Pengelolaan HTR kepada koperasi tani hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf ¢ diberikan
kepada koperasi setempat yang b ergerak di bidang
pertanian h ortikultura, peternakan, dan/ atau
kehutanan.
Jumlah anggota kelompok tani hu tan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a paling sedikit 15 (lima
belas) orang .
Dalam hal anggota kelompok tani hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 2) berjumlah lebih dari 300 (tiga
ratus) orang dapat membentuk gabungan kelompok tani.
Kriteria a nggota pemohon Persetujuan Pengelolaan HTR
meliputi :
a. Masyarakat Setempat dengan mengutamakan

pengelola pada areal y ang dimohon yang mempunyai

ketergantungan hidup pada lahan kawasan hutan ;
b. profesional kehutanan atau Perseorangan yang
memperoleh pendidikan kehutanan , atau bidang

iimu  lainnya yang berpengalaman di bidang
kehutanan atau pernah sebagai Pendamping atau
penyu luh di bidang kehutanan

c. 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan
memberikan kesempatan yang sama baik laki -laki
maupun perempua n;

d. belum terdaftar sebagai pemegang Persetujuan

Pengelolaan Perhutanan Sosial ; dan/atau
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e. Masyarakat luar desa setempat y ang sudah
mengelola areal yang dimohon secara turun temurun
atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
berturut -turut yang dinyatakan dengan surat

keterangan kepala desa atau lurah  setempat .

Paragraf 2

Objek Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat

Pasal 34
Areal yang dapat di berikan Persetujuan Pengelolaan HTR
berup a kawasan Hutan Produksi  yang belum dibebani:
a.  perizinan berusaha ;
b.  persetujuan penggunaan kawasan hutan ; atau
c. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
Areal  Persetujuan Pengelolaan HTR  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , diberikan dengan ketentuan:
a. berad a didalam PIA PS;
b. diutamakan pada hutan produksi yang tidak
produktif; dan/atau
c. areal yang sudah dikelola oleh pemohon
Dalam hal areal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2)
berada di luar PIA PS, dapat diberikan Persetujuan
Pengelolaan HTR dengan ketentuan areal dimaksud
sudah dikelola oleh  Masyarakat .
Lokasi permohonan yang berada di luar PIAPS yang
diberikan  Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) akan dimasukan dalam revisi
PIAPS selanjutnya .
Areal Persetujuan Pengelolaan H TR diberika n dengan
ketentuan luasan:
a. per unit pengelolaan paling luas 5.000 (lima ribu )
hektar ; dan
b. per kepala keluarga paling luas 15 (lima belas)
hektar .
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Paragraf 3
Tata Cara Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan

Tanaman Rakyat

Pasal 35

Permohon an Persetujuan Pengel olaan HTR diajukan

melalui surat yang ditandatangani oleh:

a. ketua kelompok tani hutan;

b. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau

c. ketua pengurus Kkoperasi yang melaksanakan
kegiatan usaha di bidang kehutanan

Permohonan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilen gkapi dengan :

a. identitas pemohon Persetujuan Pengelolaan  HKm
meliputi:

1. daftar nama pengurus dan anggota:

a) kelompok tani hutan;

b) gabungan kelompok tani hutan; atau

c) koperasi,

yang diketahui oleh kepala desa/ lurah, atau
camat setempat; dan

2. fotokopi kartu tanda  penduduk dan kartu
keluarga,

dalam bentuk cetak dan  digital ;

b. gambaran umum wilayah, dapat berupa keadaan
fisik wilayah, sosi al ekonomi, dan potensi kawasan
berupa:

1. keadaan biofisik yang menggambarkan topografi
dan penutupan lahan;

2. sosial ekonomi yang men ggambarkan jumlah
penduduk, jenis kelamin, pekerjaan, dan
jumlah kepala keluarga atau demografi desa ;

3. potensi kawasan berupa jenis tanaman /hewan
yang akan diusahakan, jenis tumbuhan dan
hewan dan biofisik yang ada di dalam areal

usulan dan identifikasi pot  ensi usaha; dan
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4. pada fungsi ekosistem  gambut memuat
informasi usaha yang akan diman  faatkan
sesuai dengan fungsinya ,

C. peta peta usulan areal yang dimohon dengan skala
minimal skala 1. 50.000 (satu berbanding lima puluh
ribu) yang ditandatangani oleh ketua kelompok,
ketua kelompok tani hutan, ketua  gabungan
kelompok tani hutan, atau ketua pengurus koperasi
pemohon dan diketahui oleh  kepala KPH atau ketua
Pokja P PS berupa cetakan dan shape file ;

d. pakta Integritas bermeterai yang ditandatang ani
oleh ketua kelomp ok, ketua kelompok tani hutan,
ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua
pengurus koperasi pemohon ; dan

e. surat pembentukan kelompok , kelompok tani hutan,
gabungan kelompok tani hutan, atau akta pendirian
kopera si.

Permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36
Permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan kepada Menteri ,
dengan tembusan kepada
a. gubernur ;
b. bupati/ wali kota ;
C. pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang
membidangi kehutanan
d. kepala UPT ; dan
e. kepala KPH.
Permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
a. manual ; atau

b. elektronik .
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Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 2) huruf b difasilitasi oleh Pokja PPS.

Paragraf 4

Verifikasi Administrasi

Pasal 37
Terhadap p ermohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk
melakukan  verifikasi administrasi untuk memeriksa
kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi
permohonan Persetujuan  Pengelolaan HTR serta
pencermatan terhadap subjek dan objek persetujuan
Pencermatan terhadap objek persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui penelaahan peta areal
yang dimohon dengan cara tumpang susun peta
permohonan dengan peta tematik terbaru meliputi :

a. peta kawasan hutan ;

o

peta hasil tata batas kawasan hutan ;
PIAPS;
peta i ndikatif dan Wilayah ~ Hutan Adat ;

peta perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan ;

-~ o o o

peta persetujuan Perhutanan Sosial ;

peta persetujuan penggunaan kawasan hutan ;

= Q@

peta persetujuan pelepasan kawasan hutan ;

peta perubahan fungsi  kawasan hutan ;

J- peta indikatif penghen tian pemberian izin baru

k. petaindikatif tanah  objek reforma agraria;

l. peta rencana pengelolaan hutan jangka panjang
KPH;

m. peta arahan Pemanfaatan Hutan  untuk perizinan
berusaha ;

n. peta kesatuan hidrologi  Gambut;

0. petatutupan lahan ;
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p. citra s atelit resolusi t inggi dan/atau citra pesawat
nirawak ; dan/atau

g. peta lainnya yang terkait pada usulan Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dalam melaksanakan verifik asi administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal

menetapka n petugas verifikasi administrasi permoho nan

Persetujuan Pengelolaan HTR.

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja sejak permohonan diterim a.

Verifikasi administrasi dilakukan melalui pengisian

formulir dan telaah peta dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian

tidak terpis ahkan dari Peraturan  Menteri ini.

Pasal 38
Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 dituangkan dalam formulir verifikasi
adm inistrasi yang memuat informasi:
a. permohonan memenuhi syarat; atau
b. permohonan tidak memenuhi syarat.
Hasil Verifikasi administrasi permohonan dinyatakan
memenuhi syarat, jika dokumen permohonan  memenuhi
ketent uan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Dalam hal hasil verifikasi administrasi menyatakan

permohonan:

a. memenuhi syarat, dilanjutkan dengan verifikasi
teknis; atau

b. tidak memenuhi  syarat, Direktur Jenderal
menyampaikan surat pengembalian permohonan
kepada pemohon , untuk dilakukan perbaikan

dengan tembusan kepada ketua P okja PPS dan
kepala KPH.
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Pemohon melakukan perbaikan dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
pengembalian permohonan dan jika perbaikan tidak
dilakukan sampai jangka waktu yang telah ditentukan ,

permohonan dinyatak an batal dengan sendirinya

Paragraf 5

Verifikasi Teknis

Pasal 39
Dalam melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a  Menteri
menugaskan Direktur Jenderal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p ada
ayat (1) Direktur Jenderal memerintahkan kepala UPT.
Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menugaskan tim verifikasi teknis untuk melaksanakan
verifikasi teknis.
Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas unsur:

a. UPT,

b. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
kehutanan ;

c. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
d. KPH; dan/atau
e. PokjaPPS.
Direktur Jenderal dapat menugaskan personel untuk
melakukan supervisi dan/atau bantuan tekni s pada

pelaksanaan Verifikasi Teknis.

Pasal 40
Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (3) melaksanakan tugas verifikasi teknis
terhadap :
a. objek persetujuan ; dan

b. subjek persetujuan .
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Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ay at (1)
melakukan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ker;j a
sejak diterbitkan  surat tugas dan dapat diperpanjang
sesuai dengan kondisi lapangan.

Dalam hal terdapat kondisi tertentu , verifikasi teknis
dapat dilakukan secara kombinasi elektronik  dan

manua |.

Pasal 41

Verifikasi teknis terhadap  objek persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan

melalui:

a. telaahan peta ; dan

b. pemeriksaan lapangan .

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan terhadap objek persetujuan

dengan menggunakan alat bantu global positioning

system dan/atau pesawat nirawak , dengan mengambil

titik koordinat, meliputi :

a. kantor desa/kelurahan dan/atau lokasi diskusi ;

b. batas kawasan hutan ;

c. batas perizinan berusaha bidang kehutanan dan
perizinan lainnya;

d. batas luar areal yang dimohon sesuai petunjuk
pemohon;

e. titik ikat alam dapat berupa muara sungai,
persimpangan jalan, dan  situs;

f. beberapa titik lokasi pengelola an di dalam areal yang
dimohon;

g. beberapa titik kondisi biofisik tutupan lahan
termasuk tutupan lahan sawit; dan /atau

h.  beberapatiti k potensi kawasan.

Hasil pe meriksaan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan untuk memp  eroleh fakta, data

dan informasi:

a. letak dan batas areal yang dimohon;

b. fungsi kawasan areal yang dimoho  n;
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c. keberadaan perizinan berusaha bidang kehutanan
dan perizinan lainnya pada areal yang dimohon;

d. keberadaan permukiman , fasilitas umum , fasilitas
sosial , dan tanaman sawit pada areal yang dimohon.

e. status areal yang dimohon pada peta PIA PS, peta
tanah  objek reforma agraria, peta indikatif
penghentian pemberian izin baru, dan peta
Ekosistem Gambut ;

f.  kondisi biofisik areal yang ~ dimohon;

g. potensi pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan
kayu, hasil hutan kayu , dan jasa lingkungan pada
areal yang dimohon ; dan /atau

h. aksesibilitas dan jarak dari permukiman pemohon ke
areal yang dimohon.

Hasil pemeriksaan lapangan s ebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dituangkan dalam peta hasil verifikasi

teknis yang ditandatangani oleh tim verifikasi teknis,
dengan layer peta sesuai keper luan, berupa :

a. batas areal yang dimohon;

b. batas areal hasil verifikasi teknis;

c. titik koordinat hasil pemeriksaan lapangan ;

d. batas kawasan hutan ;

e. batas perizinan berusaha bidang kehutanan/non

kehutanan;
f. batas peta indikatif penghentian pemberian izin
baru ;

batas kawasan hidrologis Gambut ;

h.  batas wilayah administrasi; dan/atau

I rupa bumi Indonesia berupa j aringan jalan, jaringan
sungai, dan permukiman

Verifikasi terhadap objek persetujuan  dapat diterima

apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 dengan mempertimbangkan:

a. zonasi pengelolaan hutan  dalam rencana
pengelolaan hutan jangka  panjang ;

b. batas wilayah Hutan Adat ;



2021, No.320

(6)

(7)

(1)

)

®3)

-46-

c. kondisi tutupan lahan termasuk berupa sawit
dan/atau kebun rakyat lainnya;

d. arealindikatif tanah  objek reforma agraria;

e. areal peta indikatif penghentian pemberian izin
baru ;

f. kondisi Ekosistem Gambut ; dan /atau

g. penguasaan pihak ketiga.

Penambahan luas areal Persetujuan Pengelolaan HTR

dimungkinkan dengan pertimbangan penyesuaian batas

alam, batas kawasan, dan batas garapan

Dalam h al penambahan Iluas areal sebagaimana

dimaksud pada ayat (6 ) lebih dari 5% (lima persen ),

pemohon harus merevisi surat permohonan.

Pasal 42
Verifikasi  teknis  terhadap subjek Persetujuan
Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengecekan
identitas pemohon  Persetujuan Pengelolaan HTR, diskusi
dan wawancara dengan pengurus dan anggota pemohon
serta kepala desa/lurah atau camat setempat.
Seluruh anggota pemohon harus menghadiri proses
verifikasi teknis, dan dalam ha | tidak hadir dapat
diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga atau ketua
pemohon .
Verifikasi  teknis  terhadap subjek Persetujuan
Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui dan memastikan fakta,
data, dan informasi:
a. kebenaran dokumen permohonan
b. kelembagaan pemohon
c. kebenaran identitas pemohon meliputi :

1. nama;

2. nomor induk kependudukan ;

3. jenis kelamin ;

4. pekerjaan ; dan

5. alamat pemohon .
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d. ketergantungan  dan/atau mata  pencaharian
Masyarakat terhadap areal yang dimohon ;

e. komoditas at au jenis pemanfaatan yang telah dan
akan diusahakan pemohon ; dan

f. status kelembagaan pemohon.

Pemeriksaan kebenaran status kelembagaan pemohon

sebagaimana dimaksud pada ayat (  3) huruf b, dilaku kan

melalui pemeriksaan dokumen berupa :

a. surat pembentukan kelomp ok tani atau gabungan
kelompok tani; atau

b. akta pendirian koperasi

Subjek persetujuan yang dapat diterima jika memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan

Pasal 33.

Pasal 43
Tim verifikasi teknis menuangkan data, fakta, dan
informasi terkait objek dan subjek persetujuan yang
dapat atau tidak dapat dipertimbangkan untuk
dilanjutkan ketahap berikutnya ke dalam berita acara
verifikasi teknis yang ditandatangani oleh  tim verifikasi
teknis .
Ketua tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi teknis kepada
kepala UPT.
Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Direktur
Jenderal.
Berdasarkan hasil  verifikasi teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama
Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Pengelolaan
HTR atau surat penolakan permohonan Persetujuan

Pengelolaan HTR.
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Berita acara verifikasi teknis  sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) disusun dengan menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Bagian Kelima

Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Paragraf 1

Subjek Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Pasal 44
Persetujuan kemitraan kehutanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan
kepada pemegang p erizinan berusaha pemanfaatan
kawasan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan
kawasan hutan dengan mitra .
Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Masyarakat Setempat yang memiliki ketergantungan
langsung ter hadap areal kerja/ areal kelola pemohon
dalam bentuk
a. kelompok tani hutan ; atau

b. gabungan kelompok tani hutan ;

(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :

a. penduduk yang tinggal di desa sekitar areal
perizinan berusaha, penggunaan kawasan hutan
atau kawasan Hutan Konservasi ;

b. Masyarakat yang sudah mengelola areal yang
dimohon secara turun temurun atau 5 (lima) tahun
terakhir berturut -turut karena kedekatan akses
terhadap areal yang dimohon dalam satu kesatuan
lanskap hutan yang dinyatakan dengan sur at

keterangan dari kepala desa atau lurah  setempat ;
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c. profesional kehutanan atau Perseorangan yang telah
memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang
iImu lainnya yang pernah sebagai Pendamping atau
penyuluh di bidang kehutanan dengan membentuk
kelompok ata u koperasi bersama Masyarakat
Setempat ; dan/atau

d. Masyarakat luar desa setempat y ang sudah
mengelola areal yang dimohon secara turun temurun
atau 5 (lima) tahun terakhir berturut -turut yang
dinyatakan dengan surat keterangan kepala
desa/ lurah atau camat setempat.

Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan

ketentuan:

a. 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan
memberikan kesempatan yang sama baik laki -laki
maupun perempuan ; dan

b. belum terdaftar sebagai pemegang Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosi al.

Pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan |,

pemegang persetujuan penggunaan  kawasan hutan , atau

pengelola  Hutan Konservasi melakukan fasilitasi

pembentukan kelompok, atau kelompok tani hutan atau

gabungan kelompok tani hutan sebagai subjek
persetu juan kemitraan kehutanan/ Kemitraan
Konservasi .

Dalam melaku kan fasilitasi pembe ntukan kelompok
sebagaimana s ebagaimana dimaksud pada ayat ( 5)
kelompok, atau kelompok tani hutan atau gabungan

kelompok tani hutan  dapat dibantu oleh P okja P PS.

Paragraf 2

Objek Persetujuan Kemitraan  Kehutanan

Pasal 45
Areal yang dapat di berikan Persetujuan Kemitraan
Kehutanan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

berupa:
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a. kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung
yang telah dibebani perizinan berusaha Pemanfaatan
Hutan ;

b. kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung
yang telah dibebani persetujuan penggunaan
kawasan hutan ; atau

c. kawasan Hutan Konservasi .

Areal seba gaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

ketentuan:

a. memiliki potensi menjadi sumber p enghidupan
Masyarakat Setempat; atau

b. areal konflik atau berpotensi konflik

Dalam hal areal yang sudah dikelola oleh Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) berupa tanaman

sawit yang dilakukan oleh Perseorangan  dengan
ketentuan membentuk kelompok dan bertempat tinggal

di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan  paling

singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, diberikan

paling luas 5 (lima)  hektar per orang.

Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau

di sekitar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3 ) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk; atau

b. surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili
yang diterbitkan oleh kepala desa atau lur ah
setempat, y ang alamatnya di dalam  kawasan hutan
atau di desa yang berbatasan langsung dengan
kawasan hutan

Pembuktian  terhadap Perseorangan sebagaimana

dimaksud pada aya t (3) dan ayat (4 ) dilak ukan melalui

verifikasi teknis  dan validasi data dan informasi oleh tim

terpadu yang dibentuk oleh Menteri .

Batasan luas areal untuk Persetujuan Kemitraan

Kehutanan diatur dengan ketentuan
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a. pada areal kerja perizinan berusaha Pemanfaatan
Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan
kawasan hutan paling luas 5 (lima) hektar untuk
setiap keluarga; atau

b. dalam hal Masyarakat Setempat bermitra untuk
memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa
lingkun gan hutan , luasan areal sebagaimana
dimaksud pada huruf a tidak berlaku , diberikan
sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan
bersam a para pihak dan melampirkan peta zonasi.

(7) Areal yang dimohon setelah diberikan  Persetujuan

Kemitraan Kehutanan akan dipertimban gkan dalam
revisi PIA PS.
Pasal 46
Areal Persetujuan Kemitraan Kehutanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 memenuhi kriteria
a. memiliki potensi menjadi sumber p enghidupan Masyarakat
Setempat; dan/atau

b. areal konflik atau berpotensi konflik.

Paragraf 3

Tahapan Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Pasal 47
Persetujuan Kemitraan Kehutanan meliputi tahapan :
a. sosialisasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan ;
b. pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok; dan

c. penyusunan naskah kesepakatan kerja sama .

Pasal 48
(1) Sosialisasi Persetujuan Kemit raan Kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam P asal 47 huruf a
dilakukan kepada calon mitra oleh:
a. Direktur Jenderal;
b. organisasi perangkat daerah yang membidangi

kehutanan
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c. kepala UPT,;

d. pengelola hutan ;

e. pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan ;

dan/atau

f. pemegang persetujuan penggunaan ka  wasan.
Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibantu oleh Pokja P PS.
Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi tujuan  kemitraan, hak dan kewajiban para pihak,
Pendamping an, pengawasan, pelap oran dan
pengendalian yang akan dituangkan dalam naskah

kesepakatan kerja sama .

Pasal 49
Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok
calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal a7
huruf b dilaksanakan oleh pengelola hutan , pemegang
perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang
persetujuan penggunaan  kawasan hutan
Pembentukan dan pen guatan kelembagaan kelompok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pokja P PS.
Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga kelompok;
b. membuat rencana pemanfaatan lahan dan pemetaan
areal Persetujuan Kemitraan Kehutanan ; dan

c. pembentukan koperasi

Pasal 50
Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 huruf ¢ Dberisi kesepakatan antara
pemegang perizinan ber usaha Pemanfaatan Hutan atau
pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan

dengan kelompok Masyarakat .
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Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a.
b
c.
d
e
f.

g.
h

identitas para pihak yang bermitra;

areal kemitraan dan peta;

rencana dan objek kegiatan kemitraan;

biaya kegiatan;

hak dan kewajiban para pihak;

jangka waktu kemitraan;

pembagian hasil; dan

penyelesaian perselisihan.

Identitas

Pasal 51

para pihak yang bermitra sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) hurufa berisi:

a.

identitas pemegang perizinan berusaha pemanfaatan

hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan

meliputi:

1. nama pimp inan perizinan berusaha
pemanfaatan hutan atau persetujuan
penggunaan kawasan hutan yang

dan

menanda tangani perjanjian ;

kartu tanda penduduk/nomor induk
kependudukan ;
alamat pemegang perizinan berusaha

pemanfaatan hutan atau persetujuan
penggunaan kawasan hutan yang
menandatangani perjanjian;

nama jab atan; dan

nama pengelola atau perusahaan pemegang
perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau

persetujuan penggunaan kawasan hutan ;

identitas anggota kelompok calon mitra dan nama

pengurus .

Areal kemitraan dan petanya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b memuat informasi
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a. nama kampung, desa, kecamatan, kabupaten dan
provinsi; dan

b. Dbatas areal kerja pengelola atau =~ pemegang perizinan
berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan
penggunaan kawasan hutan, dan batas lokasi
kemitraan .

Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)

huruf b dibuat secara partisipatif dalam bentuk digital

dan cetakan.

Rencana kegiatan kemitraan  sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c berisi:

a. rencana jangka pendek meliputi kegiatan dan target
yang a kan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, lokasi
kegiatan, tata waktu, pembiayaan, pelaksana
kegiatan; dan

b. rencana jangka panjang 10 (sepuluh) tahunan
meliputi  pengembangan  kelembagaan kelompok
Masyarakat , pengembangan ekonomi Masyarakat
Setempat, tata waktu  dan peran para pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan kemitraan.

Objek kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (2) huruf c berisi:

a. membangun hutan tanaman kayu atau hasil hutan
bukan kayu melalui kegiatan penyiapan lahan,
persemaian, p embibitan, penanaman, pengadaan
sarana  produksi, pemeliharaan, @ pemanenan,
pengolahan, distribusi dan pemasaran; dan
membangun jasa lingkungan hutan sep erti
ekowisata, jasa tata air dan keanekaragaman hayati.

Biaya kegiatan sebagaiman a dima ksud dalam Pasal 50

ayat (2) huruf d ditentukan secara bersama -sama antara

para pihak yang bermitra.

Hak dan kewajiban para pihak sebagaiman a dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e disepakati bersama oleh

para pihak.
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(8) Pembagian hasil sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 50

ayat (2 ) huruf g dari keuntungan bersih setelah dikurangi

biaya modal dari masing -masing pihak , diatur:

a.

dalam hal lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan
telah ada aset atau modal pemegang perizinan
berusaha  Pemanfaatan Hutan atau pemegang
persetujuan penggunaan kawasan hutan , pembagian
hasil dari keuntungan bersih paling banyak 80%
(delapan puluh perse n) untuk pemegang perizinan
berusaha  Pemanfaatan Hutan atau pemegang
persetujuan penggunaan  kawasan hutan dan paling
sedikit 20% (dua puluh perse n) untu k Masyarakat ;
dalam hal | okasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan
telah ada aset atau modal Masyarakat , pembagian
hasil dari keuntungan bersih paling banyak 20%
(dua puluh perse n) untuk pemegang perizinan
berusaha  Pemanfaatan Hutan atau pemegang
persetujuan p enggunaan kawasan hutan dan paling
sedikit 80% (delapan puluh perse n) untuk
Masyarakat ; atau

dalam hal lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan
belum ada tanaman, pembagian hasil dari
keuntungan bersih sebesar 50% (lima puluh perse n)
untuk pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan
Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan
kawasan hutan dan 50% (lima puluh perse n) untuk

Masyarakat atau sesuai kesepakatan

(9) Penyelesaian perselisihan sebagaiman a dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2 ) huruf h berisi:

a.

uraian langkah -langk ah yang akan ditempuh dalam
hal terjadi perselisihan diantara pihak yang bermitra
pada pelaksanaan kemitraan; dan

menggunakan mediator penyelesaian perselisihan
dan dapat difasil itasi oleh Pokja P PS atau lembaga
adat atau Pemerintah atau pemerintah daerah

dengan prinsip musyawarah mufakat.
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Pasal 52
Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 vyang dibuat oleh para pihak yang
bermitra dan berisi kesepakatan antara pemegang
perizinan beru saha Pemanfaatan Hutan atau pemegang
persetujuan penggunaa n kawasan hutan dengan
kelompok Masyarakat dengan dibubuhi meterai yang
cukup, diketahui oleh kepala desa atau camat atau
lembaga adat setempat , dan disaksikan oleh pihak
lainnya .
Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat rang kap 2 (dua) dan masing -masing
mempunyai kekuatan  hukum yang sama.
Naskah  kesepakatan kerja sama  disusun dengan
menggunakan f ormat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan

(1)

)

Pasal 53

Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan diajukan

oleh pemegang perizinan berusaha  Pemanfaatan Hutan

atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan

Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan

sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan

a. naskah kesepak atan kerja sama;

b. peta areal yang dimohon untuk Persetujuan
Kemitraan Kehutanan yang ditandatangani kedua
belah pihak dalam bentuk cetak dan format shape ;

c. daftar pengurus dan anggota kelompok tani hu tan,
dan gabungan kelompok tani hutan yang
ditandatangani oleh kepala desa dalam bentuk
cetak dan digital format excel; dan

d. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu Keluarga .
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2)

disampaikan kepada Menteri , dengan tembusan kepada

a. gubernur ;

b. bupati/ wali kota ;

C. pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang
membidangi kehutanan

d. kepala UPT; dan

e. kepala KPH.

Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

secara:

a. manual ; atau

b. elektronik .

Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan secara

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (  4) huruf b

dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.

Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mengg unakan format permohonan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Xl yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Verifikasi Administrasi

Pasal 54
Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53, Menteri menugaskan Direktur  Jenderal untuk
melakukan  verifikasi administrasi untuk memeriksa
kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi
permohonan  Persetujuan Kemitraan Kehutanan serta
melakukan telaah awal terhadap naskah kesepakatan
kerja sama , peta areal yang dimohon dan subjek
Persetujuan Kemitraan Kehutanan  / Kemitraan

Konservasi .
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(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam  jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak
permohonan diterim a.

(3) Verifikasi administrasi dilakukan melalui pengisian
formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XlI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini

Pasal 55

(1) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 dituangkan dalam formulir verifikasi
administrasi yang memuat in formasi:

a. permohonan memenuhi syarat; atau
b.  permohonan tidak memenuhi syarat.

(2) Verifikasi administrasi permohonan dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurur a , apabila dokumen permohonan memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

(3) Dalam hal hasil verifikasi administrasi menyatakan

permohonan:

a. memenuhi syarat, dilanjutkan dengan verifikasi
teknis; atau

b. tidak memenuhi syarat , Direktur Jenderal
menyampaikan surat pengembalian permohonan

kepada pemohon untuk dilakukan pe rbaikan |,
dengan tembusan kepada ketua Pokja P PS setempat
dan kepala KPH setempat
(4) Pemohon melakukan perbaikan dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat
pengembalian permohonan dan apabila perbaikan tidak
dilakukan sampai  jangka waktu yang telah ditentukan,

permohonan dinyatakan batal dengan sendirinya
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Paragraf 6

Verifikasi Teknis

Pasal 56

Dalam melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 55 ayat (3) huruf a Menteri
menugaskan Direktur Jenderal.
Dalam mel aksanakan tugas s ebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Direktur Jenderal memerintahkan kepala UPT.
Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menugaskan tim verifikasi teknis untuk melaksanakan
verifikasi teknis.
Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud p ada ayat ( 3)
terdiri dari atas:
a. UPT,;
b. organisasi perangkat daerah provinsi bidang

kehutanan ;
c. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
d. KPH; dan/atau
e. PokjaPPS.
Direktur Jenderal dapat menugaskan personel untuk
melaku kan supervisi dan/atau b  antuan teknis pada

pelaksanaan verifikasit eknis.

Pasal 57
Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (3) bertugas melakukan verifikasi teknis
terhadap :
a. subjek persetujuan ;
b. objek persetujuan ; dan
c. naskah kesepakatan ker ja sama.
Tim verifikasit eknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

sejak diterbitkan  surat tugas dan dapat diperpanjang
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sesuai dengan kondisi lapangan dengan surat tugas
perpanjangan dari pemberi tugas
Dalam kondisi tertentu verifikasi teknis dapat dilakukan

dengan kombinasi elektronik dan manual .

Pasal 58

Verifikasi teknis terhadap  objek persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dilakukan

melalui studi literatur ~dengan cara tumpang susun peta

areal yang dimohon dengan

a. peta perizinan berusaha  Pemanfaatan Hutan atas
nama pemohon ; atau

b. peta wilayah kerja hutan konservasi atas nama
pemohon .

Hasil telaahan pemetaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan untuk melakukan pemeriksaan di

lapangan terhadap areal yang dimohon menggunakan

alat bantu global positioning s ystem dan/atau pesawat

nirawak dengan mengambil titik -titik koordinat, = meliputi :

a. batas areal yang dimohon dalam areal kerja/areal
kelola pemohon.

b. titik ikat alam  seperti muara s ungai, persimpangan
jalan, dan/atau situs .

c. beberapa sample lokasi penggarapan di dalam areal
yang dimohon;

d. beberapa sample kondisi biofisik tutupan lahan
termasuk tutupan lahan sawit; dan

e. beberapa sample potensi kawasan

Hasil pemeriksaan lapangan sebagaim ana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan untuk memp eroleh fakta, data

dan informasi:

a. letak dan batas areal yang dimohon;

b. fungsi kawasan areal yang dimohon;

c. keberadaan areal yang dimohon pada areal
kerja/areal kelola pemohon

d. keberadaan permukiman , fasilitas um um, fasilitas

sosial , dan tanaman sawit pada areal yang dimohon ;



(1)

(2)

®3)

1. 2021, No.320

e. masuk atau tidaknya areal yang dimohon pada peta
tanah objek reforma agraria  dan peta ekosistem
gambut;

f. kondisi biofisik areal yang dimohon;

g. potensi pemanfaatan kawasan,  hasil hutan bukan
kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan pada
areal yang dimohon; dan

h.  aksesibilitas dan jarak dari permukiman pemohon

ke areal yang dimohon.

Pasal 59

Verifikasi teknis terhadap subjek Persetujuan Kemitraan
Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(1) huruf a dilakukan melalui diskusi dan wawancara
dengan pemohon dan subjek Persetujuan Kemitraan
Kehutanan .
Seluruh  pengurus dan anggota kelompok  subjek
Persetujuan Kemitraan Kehutanan harus hadir pada
verifikasi teknis, dan dalam hal tidak hadir dapat
diwaki lkan oleh salah satu anggota keluarga atau ketua
kelompok .
Diskusi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan
fakta, data , dan informasi
a. kebenaran surat permohonan ;
b. kebenaran naskah kesepakatan kerja sama ;
c. kelembagaan subjek Persetujuan Kemitraan

Kehutanan ;
d. kebenaran identitas subjek Persetujuan Kemitraan

Kehutanan meliputi :

1. nama pemohon ;

2. nomor induk kependudukan ;

3. jenis kelamin ;

4. pekerjaan ; dan

5. alamat pemohon .
e. ketergantungan atau mata pencaharian Masyarakat

terhadap hutan;
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f. komoditas atau jenis pemanfaatan yang telah dan
akan diusahakan Persetujuan Kemitraan

Kehutanan ;

potensi areal yang dimohon; dan
h. potensi konflik sosial dan tenurial pada areal yang

dimohon .
Dalam hal naskah kesepakatan kerja sama dipandang
belum mencerminkan kesetaraan hak dan kewajiban,
serta keadilan dalam bagi hasil , tim verifikasi melakukan
fasilitasi untuk perbaikan naskah kesepakatan kerja
sama.
Pemeriksaan kebenaran kelembagaan subjek Persetujuan
Kemitraan Kehutanan  sebagaimana dimaksu d pada ayat
(2), dilakukan melalui pemeriksaan dokumen
pembentukan  kelompok , berupa surat pembentukan

kelompok tani atau gabungan kelompok tani

Pasal 60
Tim verifikasi teknis menuangkan data, fakta dan
informasi terkait subjek dan objek persetujuan  yang
dapat at au tidak dapat dipertimbangkan ke tahap

berikutnya ke dalam berita acara verifikasi teknis yang

ditandatangani oleh tim verifikasi teknis.

Ketua tim ve rifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi teknis kepada

kepala UPT .

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Direktur

Jenderal

Berdasarkan hasil  verifikasi teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) , Direktur Jenderal atas nama

Menteri menerbitkan :

a. keputusan Persetujuan Kemi traan Kehutanan ;
dan/ atau

b. penolakan permohonan Persetujuan Kemitraan

Kehutanan .
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(5) Berita acara verifikasi teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan menggunakan for  mat
sebagaimana tercantum pada Lampiran  XllI  yang
merupakan bagian tidak terpis ahkan dari  Peraturan

Menteri ini

Paragraf 7

Pelaksanaan Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Pasal 61
Menteri dapat mem berikan insentif kepada Pemegang
perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang
persetujuan penggunaan kawasan hutan yang telah
melaksanakan  Persetujuan Kemitraan Kehutanan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Penetapan Status Hutan Adat

Paragraf 1

Umum

Pasal 62
(1) Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3) dapat berasal dari:
a. hutan negara; dan/atau
b.  bukan hutan negara
(2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi pokok:
a. konservasi;
b. lindung; dan/atau
c.  produksi.
(3) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola
oleh MHA.
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Pasal 63
(1) MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3)
harus memenuhi  ketentu an:
a. ditetapkan dengan peraturan daerah , Jika MHA
berada dalam kawasan hutan negara; atau
b. ditetapkan dengan peraturan daerah atau
keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya , jika MHA berada di
luar kawasan hutan negara.
(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf a dapat berupa:
a. peraturan daerah yang memuat substansi
pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau
b. peraturan daerah yang memuat substansi penetapan
pengukuhan, pengakuan, dan pe  rlindungan MHA.
(3) Dalam hal peraturan daerah hanya memuat substansi
pengaturan dimaksud pada ayat (  2) huruf a, keberadaan
MHA yang wilayahnya berada dalam kawasan hutan
negara ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia oleh
bupati/ wali kota untuk melakukan identifikasi dan
pemetaan Wilayah Adat dan hasilnya ditetapkan dengan

keputusan pengakuan MHA oleh bupati/ wali kota .

Pasal 64

Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 dilakukan dengan kriteria:

a. MHA masih dalam bentuk paguyuban;

b. terdapat kelembagaan pengelola dalam bentu  k perangkat
penguasa adatnya;

c. terdapat batas Wilayah Adat yang jelas;

d. terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya
sanksi adat yang masih ditaati; dan

e. masih mengadakan pemun gutan hasil hutan oleh MHA di
wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutu han

hidup sehari -hari .
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Paragraf 2

Penetapan Status Hutan Adat

Pasal 65

Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria:

a. beradadidalam Wilayah Adat ;

b. merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas
dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang
bersangkutan ;

Cc. Dberasal dari kawasan hutan negara atau di luar
kawasan hutan negara; dan

d. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh
MHA di wilayah hutan di sekitarnya untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari -hari.

Dalam hal Wilayah Adat berada di dalam kawasan hutan

negara dan bukan berupa hutan, dapat dimasukkan

dalam peta penetapan Hutan Adat dengan legenda
khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/pemanfaatan

lahannya .

Pasal 66
Penetapan status Hutan Adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 dilakukan melalui permohonan kep ada
Menteri oleh pemangku adat dengan tembusan kepada :
a. bupati/ walikota ;
b. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
c. organisasi perangkat daerah kabupaten /kota yang
membidangi lingkungan hidup; dan
d. unit pelaksana tek nis terkait Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan persyaratan:
a. identitas MHA berupa  kartu tanda penduduk yang
memuat :
1. nama MHA;

2. nama ketua MHA; dan



2021, No.320

®3)

(4)

(1)

)

®3)

-66 -

3. alamat domisili ketua MHA,

b. peta Wilayah Adat yang ditandatangani ketua MHA;

C. peraturan daerah dan/atau keputusan
gubernur /bupati/ wali kota tentang pengukuhan
MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1); dan

d. surat pernyataan yang ditandatangani ketua MHA
yang memuat:

1. penegasan bahwa areal yang diusulkan berada
dalam Wilayah Adat pemohon; dan

2. persetujuan penetapan fungsi Hutan Adat yang
diusulkan sesuai deng an ketentuan peraturan
perundang -undangan .

Surat pernyataan sebagaimana dimkasud pada ayat (2)

huruf  d, disusun dengan  menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Surat permohonan penetapan status Hutan Adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
menggunakan format sebagaimana tercant um dalam

Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67
Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 Menteri menugaskan Direktur Jenderal  untuk
melakukan validasi administrasi terhadap kelengkapan
persyaratan dan kebenaran dokumen permohonan
Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat
berupa :
a. persyaratan lengkap dan benar; atau
b. persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
Dalam hal :
a. persyaratan lengkap dan benar ; atau
b. persyaratan belum dilengkapi dengan peraturan

daerah pengukuhan keberadaan MHA dan/atau
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keputusan gubernur /bupati/ wali kota , namun
Wilayah Adat nya telah ditetapkan oleh bupati/ wali
kota ,
Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan.
Dalam hal persyaratan tidak lengkap dan/a tau tidak
benar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf b ,
Direktur Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja
mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk
dilengkapi atau diperbaiki .
Berdasarkan  pengembalian permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), pemohon dalam jangka waktu
paling lama 18 O (seratus delapan puluh) hari melengkapi
persyaratan d an menyampaikan kembali kepada Menteri .
Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) pemohon tidak melengkapi persyaratan,
permohonan ditolak.
Hasil validasi dokumen permohonan penetapan status
Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peratu ran Menteri ini.

Pasal 68

Verif ikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

67 ayat (3) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian

antara data dengan fakta lapangan.

Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan membentuk tim

terpadu.

Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas unsur:

a. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di
bidang perhutanan sosial dan kemitraan
lingkungan ;

b. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di

bidang planologi kehutanan ;
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C. unit kerja eselon | t erkait lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

d. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

e. organisasi perangkat daerah  kabupaten / kota bidang
lingkungan hidup;

f. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kemente rian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
pengelola kawasan di tingkat tapak;

h. Pokja PPS atau lembaga swadaya masyarakat ;
dan/atau

I perguruan tinggi/lembaga/badan yang membidangi
penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.

Ketua tim terpadu sebagaimana di  maksud pada ayat (3)

dapat berasal dari unsur

a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

b. peneliti lembaga ilmu pengetahuan  Indonesia ;
perguruan tinggi negeri  ; atau

d. lembaga/badan yang membidangi  penelitian
lingkungan hidup dan/atau kehutanan.

Tim terpadu  sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

bertugas memastikan:

a. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen
permohonan penetapan status ~ Hutan Adat ;

b. letak dan fungsi calon  Huta n Adat ;
kondisi tutupan lahan calon Hutan Adat ;

d. keberadaan calon Hutan Adat dalam rencan a tata
ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan

e. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan
statusnya menjadi  Hutan Adat .

Tim terpadu sebagaimana dimaksud p ada ayat (3)

melaksanakan verifikasi lapangan dan menyampaikan

laporan hasil verifikasi se rta rekomendasi paling lambat

60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat

perintah tugas dari Direktur Jenderal
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Pasal 69

Verifikasi keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen

permohonan penetapan status Hutan Adat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a dilakukan
melalui pertemuan langsung dengan pihak pemohon dan
disaksikan oleh kepala desa atau sebutan lainnya.

Verifikasi letak dan fungsi calon Hutan Adat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b dilakukan

dengan cara:

a. tumpang susun peta Wilayah Adat yang dimohon
dengan peta kawasan hutan dan/atau peta
pengelola  hutan atau peta pemegang izin
Pemanfaatan Hutan ; dan

b. mencocokan batas objek Hutan Adat yang dimohon
di peta dengan batas di lapangan yang memenuhi
kriteria sebagai Huta n Adat .

Verifikasi kondisi tutupan lahan calon Hutan Adat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf c

dilakukan dengan melihat secara visual areal:

a. berhutan; atau

b. tidak berhutan.

Verifikasi keberadaan calon Hutan Adat dalam rencana

tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf d

dilakukan dengan  tumpang susun peta Wilayah Adat

yang dimohon dengan peta pola ruang rencana tata
ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Verifikasi  kelayakan area | yang dimohon untuk

ditetapkan menjadi  Hutan Adat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 68 ayat (5) huruf e dilakukan dengan

mencocokkan kriteria Hutan Adat dengan kondisi di

lapangan.

Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 ayat (6) dituangkan dalam berita acara dan

laporan hasil verifikasi Hutan Adat paling sedikit

memuat:

a. Identitas pemohon;
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letak dan luas calon Hutan Adat ;
keabsahan pemohon dan areal yang dimohon;

kondisi tut upan lahan;

® 2 o o

luas calon Hutan Adat yang berasal dari kawasan

hutan negara dan diluar kawasan hutan negara;

dan
f. rekomendasi luas permohonan yang akan ditetapkan
sebagai Hutan Adat

(7) Berita acara dan laporan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh ketua tim,
anggota tim, dan pemohon.

(8) Berita acara dan laporan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Direktur
Jenderal.

(9) Berita acara verifikasi Hutan Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampira n XVil
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 70
Berdasarkan berita acara dan laporan hasil verifikasi
lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (8)
Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja menerbitkan keputusan penetapan

status Hutan Adat .

Paragraf 3
Penetapan Wilayah Indikatif =~ Hutan Adat

Pasal 71
(1) Dalam hal verifikasi lapangan dilakukan terhadap
permohonan yang belum dilengkapi dengan peraturan
daerah  pengukuhan keberadaan MHA dan/atau
keputusan gubernur /bupati/ wali kota tentang
pengukuhan MHA, namun Wilayah Adat nya telah

ditetapkan oleh bupati/  wali kota , Direktur Jenderal atas
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nama Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja menetapkan Wilayah Indikatif Hutan Adat .

(2) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaku kan secara parsial dan menjadi persetujuan prinsip
penetapan status Hutan Adat .

(3) Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditetapkan statusnya menjadi Hutan
Adat setelah memenuhi persyar atan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) hurufc .

(4) Berdasarkan persetujuan prinsip penetapan status
Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MHA
dapat menyusun rencana pengembangan pengelolaan
Hutan Adat sesuai dengan fungsinya.

(5) Penetapan fungsi Hutan Adat dilakukan dengan
memperhatikan fungsi sosial, ekonomi , dan budaya MHA
dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan
kriteria penetapan fungsi hutan.

(6) Ketentuan mengenai kriteria penetapan fungsi hutan
serta p erubahan fungsi kawasan hutan yang telah
ditetapkan statusnya menjadi Hutan Adat dilakukan

sesuai ketentuan pera turan perundang -undangan .

Pasal 72
(1) Dalam hal Wilayah Indikatif = Hutan Adat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 berada di:

a. dalam areal persetujuan penggunaan kawasan
hutan atau perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan ,
pemegang persetujuan atau perizinan berusaha
berkoordinasi dengan pemangku adat; atau

b. luar areal persetujuan penggunaan kawasan hutan
atau perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan , tidak
dapat diterbitkan izin baru

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan dengan prinsip Kearifan Lokal .
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Paragraf 4

Fasilitasi Identifikasi dan Pemetaan Wilayah MHA

Pasal 73

Dalam hal permohonan penetapan Hutan Adat belum

dilengkapi dengan peta Wilayah Adat sebagaimana

dim aksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Menteri dapat

memfasilitasi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan

Wilayah Adat .

Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

tim terpadu yang dibentuk dan dite tapkan oleh Direktur

Jenderal.

Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas unsur:

a. direktorat jenderal bidang perhutanan sosial dan
kemitraan lingkungan ;

b. unit kerja eselon | terkait lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

c. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

d. organisasi perangkat daerah  kabupaten /kota bidang
lingkungan hidup;

e. unit pelaksana teknis terkait Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

f. pengelola kawasan di tingkat tapak;
lembaga swadaya masyarakat ; dan/atau

h.  perguruan tinggi/lembaga/badan yang membidangi
penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.

Ketua tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat berasal dari unsur

a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana n;

b. peneliti lembaga ilmu pengetahuan Ind  onesia;

C. perguruan tinggi negeri; atau

d. lembaga/badan yang membidangi  penelitian

lingkungan hidup  kehutanan.
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Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertugas memastikan:
a. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen
permohonan penetapan status Hutan Adat ;
b. letak dan fungsi calon  Hutan Adat ;
kondisi tutupan lahan calon Hutan Adat ;
d. keberadaan calon Hutan Adat dalam rencana tata
ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
e. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetap kan
statusnya menjadi  Hutan Adat .
Hasil kegiatan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
kepada gubernur /bupati/ wali kota  sebagai dasar
penerbitan keputusan pengukuhan keberadaan MHA
dan/atau penetapan Wilayah Adatnya sebagai dasar

penetapan status Hutan Adat .

Pasal 74
Keputusan Penetapan Status Hutan Adat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 dan Wilayah Indikatif Hutan
Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)
ditetapkan dalam :
a. peta status Hutan Adat ; dan
b. Wilayah Indikatif Hutan Adat .
Peta status Hutan dan Wilayah Indikatif Hutan Adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara
periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan

dan bersifat kumulatif.

Pasal 75
Wilayah Adat vyang telah ditetapkan dala m Keputusan
Penetapan Status Hutan Adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 dan/atau Pasal 73 ayat (6) dikeluarkan
dari hutan negara .
Wilayah Adat yang telah dikeluarkan dari hutan negar a
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan kriteria

berhutan ditetap kan statusnya sebagai Hutan Adat .
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Wilayah Adat yang telah dikeluarkan dari hutan negara
sebagaimana dim aksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta penetapan status Hutan Adat sesuai dengan kondisi

penutupan dan penggunaan lahannya.

Paragraf 5
Hutan Hak

Pasal 76

Penetapan  status Hutan Hak dilakukan  melalui
permohonan kepada Menteri oleh pemegang hak atas
tanah .
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan persyaratan:
a. memiliki bukti hak atas tanah yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perun dang-undangan;
b. memilikip eta lokasi areal yang dimohon;

mendap at rekom endasi dari bupati/  wali kota ; dan
d. adanya s urat pernyataan dari pemegang hak yang

memuat:

1. penegasan bahwa areal yang diusulkan

merupakan tanah milik pemohon; dan
2. persetujuan penetapan fu ngsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan .

Surat permo honan penetapan Hutan Hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampi ran XVII|
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per aturan
Menteri ini.
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d disusun dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran  XIX vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Pasal 77

Berdasarkan permohonan sebaga imana dimaksud dalam

Pasal 76 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan validasi

dan verifikasi.

Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap kelengkapan dokumen permohonan Hutan Hak.

Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

dokumen permohonan diterima.

Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

berupa permohonan :

a. belum memenuhi kelengkapan persyaratan; a tau

b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan.

Dalam hal hasi | validasi :

a. belum memenuhi kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,
Direktur Jenderal  dalam waktu 3 (tiga) hari kerja
mengembalikan  berkas  permohonan kepada
pemohon unt uk dilengkapi ; atau

b. telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud
pada ayat (4) huruf b, Direktur Jenderal melakukan
verifikasi lapangan.

Formulir validasi dokumen permohonan Hutan Hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 78

Verifikasi lapangan  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (5) huruf b dilaksanakan oleh tim verifikasi
yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal .
Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ay at (1) terdiri
atas unsur:
a. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di

bidang perhutanan sosial dan kemitraan

lingkungan ;
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b. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di
bidang planologi kehutanan ;
Cc. unit kerja eselon | terkait lingkup kementerian
lingkungan hidup dan kehutanan ;
d. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
e. organisasi perangkat daerah  kabupaten /kota bidang
lingkungan hidup;
f. unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan terkait ;
g. pengelola kawasan di tingkat tapak;
h. Pokja PPS atau lembaga swadaya masyaraka t;
dan/atau
I perguruan t inggi/lembaga/badan yang membidangi
penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
(3) Ketua tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berasal dari unsur
a. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di
bidang perhutanan sosial dan kemitraan
lingkungan ;
b. penelitilembaga ilmu pengetahuan Indonesia ;
C.  perguruan tinggi negeri , atau
d. lembaga/badan yang membidangi  penelitian
lingkungan hidup dan kehutanan.
(4) Tim verif ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertugas untuk memastikan:
a. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen
permohonan Hutan Hak;
b. keberadaan dan keabsahan Hutan Hak yang
dimohon;
c.  kondisi tutupan lahan Hutan Hak yang dimohon;
d. keberadaan Hutan Hak dalam rencana tata ruang
wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
e. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan
menjadi Hutan Hak.
(5) Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan verifikasi dan menyampaikan Ilaporan
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hasil verifikasi serta  rekomendasi paling lambat 60 (enam
puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah

tugas dari Direktur Jenderal.

Pasal 79

Verifikasi keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen

permohonan Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pertemuan

langsung dengan pihak pemohon dan disaksikan oleh

kepala desa atau sebutan lainnya.

Verifikasi kebera daan dan keabsahan Hutan Hak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf b

dilakukan dengan cara:

a. tumpang susun peta objek Hutan Hak yang dimohon
dengan peta kawasan hutan dan/atau peta
pengelola hutan  atau peta pemegang perizinan
berusaha Pemanfaatan Hutan ; dan

b. mencocokan batas objek Hutan Hak yang dimohon
di peta dengan batas di lapangan yang memenuhi
kriteria sebagai Hutan Hak.

Verifikasi kondisi tutupan lahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78 ayat (4) huruf ¢ dilakukan dengan

melihat secara visual areal:

a. berhutan; atau

b. tidak berhutan.

Verifikasi keberadaan Hutan Hak dalam rencana tata

ruang wilayah provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf d dilakukan
dengan tumpang susun peta objek Hutan Hak yang
dimohon dengan peta pola ruang rencana tata ruang
wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Verifikasi  kelayakan areal yang dimohon untuk

ditetapk an menjadi Hutan Hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78 ayat (4) huruf e dilakukan deng an

mencocokan kriteria Hutan Hak dengan kondisi di

lapangan.
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Pasal 80

Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil
verifikasi Hutan Hak.
Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas pemohon;
b. letak dan luas Hutan Hak;
o keabsahan pemohon dan areal yang dimohon;
d. kond isi tutupan lahan; dan
e luas Hutan Hak yan g masuk kawasan hutan dan di

luar kawasan hutan
Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditandatangani oleh ketua tim dan disetujui oleh
pemohon.
Selain substansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2)
laporan hasil pelaksanaan ver ifikasi lapangan paling
sedikit memuat rekomendasi luas permohonan yang akan
ditetapkan sebagai Hutan Hak.
Lapora n hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditandatangani oleh ketua dan semua anggota tim
verifikasi.
Berita acara verifikasi sebag aimana dimaksud pada
ayat (2) dan laporan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Direktur
Jenderal.
Berdasarkan berita acara dan laporan hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (  6) Direktur Jenderal
atas nama Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari kerja menetapkan status dan fungsi Hutan Hak.
Berita acara verifikasi Hutan Hak sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 7) disusun dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Xl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Pasal 81
Hutan Hak yang berfungsi konservasi dan lindung dapat
diubah statusnya menjadi hutan negara berdasarkan
kesepakatan antara pemilik dan Pemerintah.
Dalam hal Hutan Hak ditetapkan menjadi hutan negara
dengan fungsi konservasi atau fungsi lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
Pasal 82
Perubahan fungsi Hutan yang telah ditetapkan statusnya

sebagai Huta n Adat atau Hutan Hak harus mendapat
persetujuan Menteri .

Peralihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai
Hutan Hak tidak da pat mengubah fungsi h utan tanpa
persetujuan Menteri .

Perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakuk an sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan mengenai perubahan

peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Pasal 83

Penetapan Status Hutan Adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 serta penetapan Hutan Hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7) dilakuk an dengan
memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Dalam hal rencana tata ruang wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) belum menampung keberadaan
Hutan Adat dan Hutan Hak, kawasan Hutan Adat dan
Hutan Hak diintegrasikan dalam revisi rencana tata

ruang wilayah berikutnya .
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Paragraf 6
Hutan Rakyat

Pasal 84

(1) Gubernur melakukan identi fikasi, inventarisasi dan
registrasi terhadap Hutan Rakyat.

(2) Hasil identifikasi, inventa risa si dan  registrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
daftar Hutan Raky at provinsi.

(3) Gubernur melaporkan kepada  Menteri daftar Hutan
Rakyat yang sudah diregistrasi pada masing -masing
provinsi.

(4) Pemilik Hutan Rakyat yang terdaftar dapat memperoleh
bantuan berupa sarana produksi dan/atau

Pendamping an.

Pasal 85
Dalam rangka menjamin kecu  kupan tutupan  hutan di wilayah
provinsi, gubernur menyampaikan | aporan luas H utan Rakyat

yang telah di registrasi kepada Menteri .

Bagian Ketujuh
Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

kepada Gubernur

Pasal 86

(1) Dalam keadaan tertentu, pemberian Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilimpahkan oleh
Menteri kepada gubernur .

(2) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Persetujuan
Pengelolaan HD dan Persetujuan Pengelolaan HKm.

(3) Kriteria k eadaan terte ntu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. daerah provinsi  yang bersangkutan te lah
memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana

pembangunan jangka menengah daerah ;
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b. memiliki peraturan daerah tentang Perhutanan
Sosial; dan

c. memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah
paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen)  dari total
anggaran bidang kehutanan untuk Perhutanan
Sosial .

Berdasarkan hasil penilaian kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan p elimpahan

pemberian Persetujuan Penge lolaan Perhutanan Sosial

kepada gubernu .

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4)

dilakukan melalui koordinasi dengan

kementerian /lembaga terkait.

Menteri melakukan pengendalian terhadap pendelegasian

yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana

dimak sud pada ayat (1).

Pasal 87
Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
kepada gubernur diajukan oleh pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) mengacu kepada
PIAPS dengan tembusan kepada:
a. Menteri ;
b. bupati/ wali kota ;
c. kepala UPT; dan
d. kepala KPH.
Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dapa t disampaikan secara manual

dan/ atau elektronik .

Pasal 88
Terhadap permohonan Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86, gubernur melakukan verifikasi kelengkapan syarat
administrasi
Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), gubernur dapat menugaskan pimpinan
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organisasi  perangkat daerah yang membidangi
kehutanan.

Pimpinan organisasi perangkat daerah  yang membidangi
kehutanan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1)
melakukan verifikasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari
kerja sejak permohonan diterima

Dalam hal kelengkapan syarat administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dalam jangka
waktu 2 (dua) hari kerja, pimpinan orga nisasi perangkat
daerah yang membidangi kehutanan mengembalikan
permohonan kepada pemohon.

Berdasarkan  pengemba lian permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Pokja PPS dapat melakukan
Pendamping an perbaikan permohonan dengan
melengkapi persyaratan admi nistrasi paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.

Dalam hal persyaratan administrasi t elah dipenuhi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan
diajukan kembali kepada pimpinan organisasi perangkat
daerah yang membidangi kehutana n dengan tembusan
gubernur .

Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ay at (5) dinyatakan lengkap, pimpinan
organisasi  perangkat daerah yang  membidangi
kehutanan  melakukan verifikasi teknis paling lambat
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari  kerja.

Dalam pelaksanaan verifik asi teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) pimpinan organisasi perangkat
daerah yang membidangi kehutanan dapat dibantu oleh
Pokja PPS, kepala UPT atau kepala  unit pengelolaan
teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu tanan

terkait di daerah provinsi dan kepala KPH.

Pasal 89
Dalam hal hasil verifikasi teknis telah memenuhi
persyaratan, pimpinan organisasi perangkat daerah yang

membidangi kehutanan  menyampaikan :
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a. hasil verifikasi kepada gubernur dengan tembusan
kepada Direktur J enderal ; dan

b. konsep keputusan gubernur tentang pemberian
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial ,

paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja

sejak hasil verifikasi teknis diterima.

Berdasarkan hasil  verifikasi  teknis sebagaimana

dimaksud p ada ayat (1) gubernur menerbitkan

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial paling lambat

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep

keputusan diterima.

Dalam hal gubernur tidak menerbitkan pemberian

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) , Direktur Jenderal atas nama

Menteri dapat menerbitkan Persetujuan Pengelolaan

Perhutana n Sosial.

Bagian Kedelapan

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 90
Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan HTR,
berhak:
a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan

pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara
sepihak oleh pihak lain;

mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan
HD, HKm dan HTR, sesuai dengan Kearifan Lokal dapat
berupa sistem usahatani terpadu;

mendapat manfaa tdari sumber daya genetik yang ada di
dalam Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan HTR,;
mengembangkan ekonomi produktif berbasis
kehutanan;

mendapat Pendamping an dalam Pengelolaan HD, HKm,
dan HTR serta penyelesaian  konflik;

mendapat Pendamping an kemitraan d alam

pengembangan usahanya;
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mendapat Pendamping an penyusunan rencana Kelola
Perhutanan Sosial , rencana kerja usaha, dan rencana
kerja tahunan; dan

mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender

ataupun bentuk  lainnya.

Pasal 91

Pengelola atau pemegang Persetujuan Kemitraan

Kehutanan berhak:

a. melaksanakan kegiatan pengelola hutan atau
kegiatan usaha pengelolaan hutan atau kegiatan
Pemanfaatan Hutan sesuai dengan peraturan
perundang -undangan; dan

b. mendapat perlindungan dari perusakan lingkungan
hidup dan hutan.

Mitra d alam kegiatan Persetujuan Kemitraan Kehutanan

berhak:

a. mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil
kegiatan Persetujuan Kemitraan Kehutanan sesuai
dengan naskah kesepakatan kerja sama; dan

b. mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan
atau pemegang perizinan berusaha pemanfaatan
hutan atau persetujuan penggunaan kawasan

hutan .

Pasal 92
MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan
diakui keberadaannya berhak melakukan:
a. pemanfaatan kawasan;
b. pemanfaatan jasa lingkungan;
c. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu;
d. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan
kayu;
e. kegiatan pengelolaan h utan berdasarkan hukum
adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang -und angan; dan
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f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka
meningkatkan kesejaht eraannya.

(2) Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari -hari
dan sesuai dengan Kearifan Lokal MHA yang

bersangkutan.

Pasal 93
(1) Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan HTR,
wayjib :

a. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan
prinsip pengelolaan hutan lestari

b. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran
lingkungan;

c. memberi tanda batas areal kerjanya;

d. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana
kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta
menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada
pemberi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial ;

e. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di
areal kerjanya;

f. melaksanak an penatausaha an hasil hutan;

g. membayar penerimaan negara bukan pajak dari
hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai
dengan ketentu an peraturan perundang -undangan ;
dan

h.  melaksanakan perlindungan hutan.

(2) Pemegang persetujuan p engelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang:

a. memindahtangankan Persetu juan Pengelolaan
Perhutanan Sosial ;

b. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial;

Cc. mengagunkan areal Persetujuan  Pengelolaan

Perhutanan Sosial ;
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menebang pohon pada  areal Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial  dengan fungsi hutan
lindung;

menggunakan peralatan mekanis pada areal
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan
fungsi hutan lindung;

membangun sarana dan prasarana yang mengubah
bentang alam pada areal Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial dengan fungsi hu tan lindung;
menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial ; dan

menggunakan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan

Sosial untuk kepentingan lain.

Pasal 94

Pemegang penetapan Hutan Adat wajib:

a.
b.

-~ o o o

menjalankan prinsip pengelolaan hutan lestari;
memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan Kearifan
Lokal nya;

mempertahankan fungsi  Hutan Adat ;

memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya;
memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan; dan
melakukan pengamanan dan pe rlindungan terhadap
Hutan Adat , berupa pe rlindungan dari kebak aran

hutan dan lahan.

Pemegang penetapan Hutan Adat dilarang:

a.
b.

C.

menyewakan areal Hutan Adat ;

mengubah status dan fungsi Hutan Adat ;

menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan
fungsi hutan lindung;

menggunakan peralatan mekanis pada areal Hutan
Adat dengan f ungsi hutan lindung;

membangun sarana dan prasarana yang mengubah
bentang alam pada areal Hutan Adat dengan fungsi
hutan lindung ; dan

menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat .
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Pasal 95

(1) Pengelola atau pemegang  perizinan  berusaha

Pemanfaatan Hutan dalam Persetuju an Kemitraan

Kehutanan wajib:

a.

melaksanakan pemberdayaan = Masyarakat Setempat
melalui Persetujuan Kemitraan Kehutanan ;
membayar penerimaan negara bukan pajak dari
kegiatan Persetujuan Kemitraan Kehutanan ; dan
melindungi mitranya dari gangguan perusakan

lingk ungan hidup dan  kehutanan.

(2) Mitra dalam kegiatan  Persetujuan Kemitraan Kehutanan

(1)

)

wajib:

a.
b.

mentaati naskah  kesepakatan kerja sama;
menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama
mitranya; dan

membayar penerimaan negara bukan pajak dari
kegiatan Persetujuan Kem itraan Kehutanan kecuali
pengelola atau pemegang perizinan berusaha
Pemanfaatan Hutan bersedia membayar

penerimaan negara bukan  pajak.

Bagian Kesembilan

Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 96

Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR dan kemitra an

kehutanan dapat dilakukan perubahan dalam hal :

a.

terjadi perubahan pengurus dan/atau keanggotaan
pemegan g persetujuan ;

terjadi perubahan areal kerja; dan/atau

terjadi perubahan naskah kesepakatan kerja sama

untuk Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Perubahan pengurus dan/atau keanggotaan pemegang

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan jika pengurus dan/atau anggota

a.
b.

meninggal dunia ;

pindah domisili;
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c. mengundurkan diri ; dan/atau

d. tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan
dalam Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Perubahan areal kerja sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf b  dilakukan apabila terdapat

a. perubahan fungsi kawasan hutan ;

b perubahan peruntukan kawasan hutan ;

c. penyelesaian konflik tenurial; atau

d. tumpang tindih dengan pe rizinan dan persetujuan

lain.

Pasal 97
Dalam hal pada areal Persetujuan Perhutanan Sosial
ditetapkan menjadi proyek strategis nasional, Menteri
melakukan perubahan Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial.
Pemerintah memberikan fasilitasi kepada Pemegang
Persetu juan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal

terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 98
Permohonan  perubahan  Persetujuan  Pengelolaan
Perhutanan Sosial dapat diusulkan oleh pemegang
Persetujuan Pengelolaan Perh utanan Sosial, Pemerintah,
pemerin tah daerah .
Dalam hal terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan
atas pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan
sosial, pihak ketiga dapat mengajukan inisiatif
perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
kepada Menteri.

Pemegang Persetujuan Pe ngelolaan HD, HKm, HTR dan

k emitraan kehutanan mengajukan permohonan
perubahan  persetujuan kepada Menteri dengan
dilengkapi:

a. daftar nama, nomor induk kependudukan , dan

alamat perubahan anggota ditandatangani oleh

ketua dan diketahui oleh kepala desa/lurah yang
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disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan
kartu keluarga ;

b. peta areal kerja perubahan paling kecil skala
1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) berupa
cetakan yang ditandatangani oleh ketua dan
diketahui oleh k epala KPH atau Pokja P PS serta
dalam bentuk shape file; atau

c. naskah kesepakatan kerja sama hasil perubahan
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(4) Permohonan  perubahan Persetujuan  Pengelolaan
Perhutanan  Sosial karena  kondisi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a diaj ukan
paling cepat 1 (satu) tahun sejak terjadi perubahan.

(5) Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
dapat dilakuka n secara:

a. manual ; atau

b. elektronik.

(6) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal menugaskan tim untuk me  lakukan
evaluasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.

(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) melibatkan
unsur:

a. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di
bidang perhutanan sosial dan kemitraan
lingkungan ;

b. UPT;

C. unit pelaksana teknis terk ait lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

d. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
kehutanan ;

e. KPH setempat; dan/atau

f. pokja P PS.

(8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6)
dituangkan dalam berita acara evaluasi yang
ditandatangani ol eh tim dan disampaikan kepada

Direktur Jenderal
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Berdasarkan berita acara evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 8) Direktur Jenderal atas nama
Menteri menerbitkan atau menolak penetapan perubahan

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial .

Bagian Kese pu luh

Perpanjangan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 99

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

dapat melakukan permohonan perpanjangan Persetujuan

Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Menteri paling

lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka wak tu Persetujuan

Pengelolaan Perhutanan Sosial  berakhir.

Berdasarkan  permohonan  perpanjangan, Direktur

Jenderal atas nama Menteri menugaskan tim untuk

melakukan evaluasi kepatuhan pemegang Persetujuan

Pengelolaan Perhutanan Sosial terhadap ketentuan

kewajiba n dan larangan

Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan kewajiban dan

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai

dengan Pasal 95 .

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam b erita acara yang menyatakan:

a. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sosial mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; atau

b. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sosial tidak mematuhi ketentuan kewajiban dan
lar angan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Dalam hal :

a. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sosial mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur

Jenderal atas nama Menteri menetapkan
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perpanjangan Persetujuan Pen gelolaan Perhutanan
Sosial ; atau

b. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sosial tidak mematuhi ketentuan kewajiban dan
larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Direktur Jenderal atas nama Menteri menolak
perpanjangan Persetujuan Pengelolaan Perhutan an
Sosial .

(6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
a diberikan untuk jangka waktu 3 5 (tiga puluh lima)

tahun.

BAB Il
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 100
Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan melalui :
a. penataan areal dan penyusunan rencana;
b. pengembangan usaha;

c. penanganan konflik tenurial;

Q

Pendamping an; dan

®

Kemitraan Lingkungan

Bagian Ke dua

Penataan Areal dan Penyusunan Rencana

Paragraf 1

Penataan Areal

Pasal 101
(1) Kegiatan Penataan Areal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 hurufa meliput i:
a  penandaan batas areal Persetujuan Pengelolaan

Perhutanan Sosial ;
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b. inventarisasi potensi ;
¢ pembuatan ruang areal Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial ;
d  pembuatan andil garapan areal Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial ; dan
e.  pemetaan hasil penataan areal .
(2) Penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. batas persetujuan areal hasil kegiatan penandaan
batas; dan
b. titik koordinat tanda batas
(3) Inventarisasi potensi sebagiamana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. kondisi kawasan hutan;
b. jenis dan seba ran potensi hasil hutan kayu;
Cc. jenis dan sebaran potensi hasil hutan bukan kayu;
dan
d. jenis dan sebaran potensi jasa lingkungan
(4) Pembuatan ruang sebagaimana dimasud pada ayat (1 )
huruf ¢ meliputi:
a. lokasi, luas dan batas ruang perlindunga n; dan
b. lokasi, luas dan batas ruang pemanfaatan
(5) Pembuatan andi | garapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi:
a. data penggarap; dan
b. batas dan luas andil garapan .
(6) Hasil pembuatan andil garapan  sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dibuat dalam p eta tersendiri.

Pasal 102
(1) Penandaan batas areal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 huruf a dilak sanakan oleh KPS untuk
memperoleh kepastian mengenai batas areal kerja
(2) Kegiatan penandaan batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan tahapan :
a. rapat kesepakatan batas;

b. pembentukant im;
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c. pelaksanaan penandaan batas; dan
d. pembuatan berita cara hasil penandaan batas.
Rapat kesepakatan batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a , berupa kegiatan pertemuan yang
dihadiri oleh pihak terk ait yang berkepentingan langsung
terhadap batas kawasan areal Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial
Tim penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b terdiri  atas unsur :
a. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan

Sosial;
b. organisasi per angkat daerah provinsi bidang
kehutanan ;
KPH;
Pendamping ;

pemerintahan desa/kelurahan; dan /atau

-~ o o o

pemegang perizinan lainnya yang arealnya

bersinggungan dengan batas areal Persetujuan

Pengelolaan Perhutanan Sosial

Tim penandaan batas sebagaimana dimaksud pa da ayat

(4) bertugas :

a. membuat kesepakatan  yang memuat:

1. Dbatas areal Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan  Sosial dengan areal la in yang
lokasinya bersinggungan ; dan

2. informasi mengenai keberadaan hak
pengelolaan, persetujuan penggunaan kawasan
hutan atau perizinan berusaha di areal
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan ;

b. menetapkan batas areal Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial dengan cara menyusuri dan
menandai  dengan tanda batas pada areal
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial  ; dan

c. membuat berita acara penandaan batas areal

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
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Penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hu ruf c, dilak sanak an dengan tahapan

a. menentukan titik ikat dan titik indikati f tanda
batas, yang diplotkan pada peta areal Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial ;

b. titik indikatif tanda batas dibuat pada setiap
lekukan polygon batas  areal Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial pada peta dan untuk
titik indikatif ~ tanda batas pa da batas areal yang
lurus, dibuat setiap paling jauh  asumsi jarak
lapangan 100 (seratus) meter;

c. titik indikatif pada batas yang berpotensi konflik
antara lain dekat dengan permukiman , jalan, areal
perizinan yang lain, area persetujuan Perhutanan
Sosial yang lain ;

d. menentukan koordinat geografis titik ikat dan titik
indikatif tanda batas;

e. mencari titik indikatif tanda batas di lapangan
dengan menggunakan global positioning  system,
kemudian diberi tanda dengan tanda batas
sederhana atau batas alami yang disepa kati ; dan

f. dalam hal titik indikatif tanda batas sebagaimana
dimaksud pada huruf e pada peta sulit dicari di

lapangan, titik tanda batas dapat digeser tetapi

tetap masih dalam garis polygon batas areal
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial ; dan
g. dalam hal areal Persetujuan  Pengelolaan

Perhutanan Sosial berada pada batas luar atau
batas fungsi kawasan hutan , pemberian tanda
batas dilaksanakan dengan melibatkan unit
pelaksana teknis yang membidangi pemantapan
kawasan hutan
Pembuatan berita acara penandaan batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, d isertai dengan peta
hasil penandaan batas areal Persetujuan Pengelolaan

Perhutanan Sosial
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Dalam hal terdapat perubahan batas hasil penandaan
batas dengan peta Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sosial, batas areal Kkerja Persetujuan Pengelolaan

Perhutanan Sosial mengikuti hasil penandaan batas.

Pasal 103
Berdasarkan hasil penandaan batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dilakukan pe mbuatan
dan pemberian tanda batas ruang areal Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 huruf c.
Pembuatan ruang areal  Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merujuk pada hasil inventarisasi potensi  sebagiamana
dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dan kondi si
biogeofisik serta penetapan batasnya dapat mengacu
pada batas petak dan/atau anak petak.
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ruang perlindungan ; dan/atau
b. ruang pemanfaatan.
Kriteria areal yang ditetapkan sebagai ruang
perlindungan berupa:

a. hutan alam;

o

sempadan sungai;
sempadan pantai;
sempadan danau;

sekitar mata air;

-~ o o o

areal dengan lereng lebih dari 40% (empat puluh

persen);

g. areal dengan ketinggian tempat lebih dari 2.000 (dua
ribu) meter di atas permukaan laut

h.  areal gambut dalam;

I areal yang me mpunyai nilai konservasi tinggi; dan

- situs budaya .

Areal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah

ditetapkan sebagai ruang perlindungan , diberikan tanda

batas sederhana atau alami sesuai kesepakatan.
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Pasal 104
(1) Pembuatan andil garapan areal Persetuj uan Pengelolaan
Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101 huruf d untuk mengurangi potensi terjadinya konflik
tenurial .
(2) Pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan  KPS.

(3) Pengukuran lapangan dalam rangka pembuatan and il
garapan dilaksanakan secara  partisipatif serta
menggunakan metode dan alat sederhana atau

menggunakan smartphone serta dibuatkan tanda batas
andil sesuai kesepakatan

(4) Data dan peta andil garapan setiap anggota kelompok
merupakan kelengkapan data anggota pada Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial

(5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat
digunakan sebagai informas 1 dalam pengajuan akses
permodalan  dan perhitungan  pembagian hasil

Pemanfaatan Hutan

Pasal 105
Pemetaan hasil penataan areal sebagaimana dima ksud dalam
Pasal 101 huruf e dituangkan dalam bentuk peta mengacu
pada peta areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
yang berisi:
a. hasil penandaan batas;
b. hasil inventarisasi potensi; dan

c. hasil pembuatan ruang

Paragraf 2

Penyusunan Rencana

Pasal 106
Penyusu nan  rencana  Perhutanan Sosial sebagaimana
dimaksu d dalam Pasal 100 hurufa dilaksanakan pada
a. Persetujuan Pengelolaan HD;

b.  Persetujuan Pengelolaan Hkm;
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Persetujuan Pengelolaan HTR;
Penetapan Status Hutan Adat ; dan

Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Pasal 107
Penyusu nan rencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 meliputi :
a. penyusunan RKPS untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun ; dan
b. penyusunan RKT untuk jangka waktu 1 (satu)
tahu n.
Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat kegiatan
a. penguatan kelemba gaan;
b. pengelolaan hutan meliputi :
1. penataan areal ;
2. Pemanfaatan Hutan ;
3. rehabilitasi hutan ; dan
4. perlindungan dan pengamanan hutan ;
c. pengembangan kewirausahaan ;dan
d. monitoring dan evaluasi
Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dengan memperhatika n Kearifan Lokal , potensi hutan,
peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender  serta
mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka

panjang .

Pasal 108
RKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1)
huruf a memuat :
a. gambaran umum;
b. rencana kegiatan; dan
c. peta rencana kelola.
Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a memuat informasi:
a. letaklokasi yang di dasarkan batas administrasi dan

fungsi kawasan,;
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b. keadaan fisik wilayah , meliputi  kondisi tutupan
lahan, topografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis
pohon dominan,;

c. keadaan sosial ekonomi , meliputi demografi
kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan,
sarana dan prasarana kes ehatan, infrastruktur
wilayah; dan

d. potensi kawasan.

(3) Data dan informasi gambaran umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) , dapat diperoleh dari dokumen
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial , monografi
desa, hasil penataan areal, dan data perencanaan KPH.

(4) Rencana kegiatan sebagaimana pada ayat (1) huruf b
meliputi :

a. rencana penguatan kelembagaan  berupa:

1. pembentukan KU PS; dan

2. penguatan KU PS berupa sekolah lapang, studi
banding , penyusunan anggaran
dasar/anggaran rumah tangga , pelatihan, dan
penyusunan administrasi kelompok

b. rencana Pemanfaatan Hutan , meliputi :

1. pemanfaatan kawasan;

2. pemanfaatan jasa lingkungan;

3. pemanfaatan da n pemungutan hasil hutan
kayu; dan

4. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan
bukan kayu

C. rencana pengembangan usaha dan/atau pemasaran ,
meliputi:

1. jenis produk dan/atau | asa yang akan
diusahakan;

bentuk produk yang akan dipasarkan;

sertifikasi produk

promosi;

pemasaran;

pengembangan jejaring usaha;

S A S A A

akses permodalan; dan
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8. kelembagaan u saha.

(5) Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf ¢, disusun berdasarkan:

a. potensi areal;

b. kebutuhan Masyarakat /kelompok ; dan
c. kebutuhan pasar produk dan/ atau jasa.

(6) Peta RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ ,
berisi kegiatan Pemanfaatan Hutan dan kegiatan
pengembangan usaha.

(7) Dokumen RKPS sebagaimana dimaksu d pada ayat (1)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 109

(1) Penyusunan RK PS dilakukan oleh K PS bersama
dan/atau  didampingi oleh  penyuluh dan/atau
Pendamping .

(2) Penilaian RKPS dilakukan oleh Kepala KPH .

(3) Pengesahan RK PS dilakukan oleh Kepala UPT atau
pejabat yang ditunjuk

(4) Dalam hal diperlukan revisi RKPS dapat diajukan kepada
Kepala UPT, dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dan ayat ( 3).

Pasal 110
Penyusunan RKPS dapat dilakukan secara manual atau

secara elektronik .

Pasal 111
Penyusunan RKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
dapat difasilitasi oleh:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah daerah ;
c. lembaga swadaya Masyarakat ;
d. Pendamping / penyuluh /penyuluh kehutanan swadaya

Masyarakat ;
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Pokja P PS; dan /atau
pemegang perizinan berusaha  Pemanfaatan Hutan atau

pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan

Pasal 112
RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1)
huruf b disusun b erdasarkan RKPS.
Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh K PS didampingi oleh penyuluh dan/atau
Pendamping .
RKT memuat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 ayat (4) .
RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
penilai an dan pengesahan oleh Kepala KPH .
Dalam hal diperlukan revisi, RKT dapat diajukan kepada
Kepala KPH, dan proses s elanjutnya mengikuti ketentuan
pada ayat ( 2) dan ayat (4).
Dokumen RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan menggunakan format se bagaimana
tercantum dalam Lampiran XXIIl yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengembangan Usaha

Paragraf 1
Umum
Pasal 113
Kegiatan  pengembangan usaha Perhutanan  Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b
meliputi:

a. penguatan kelembagaan ;

b. Pemanfaatan Hutan ;

c. pengembangan kewirausahaan ; dan
d. kerja sama pengembangan usaha

Kegiatan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan , kementerian /lembaga, dan dinas

provinsi terkait .

Paragraf 2

Penguatan Kelembagaan

Pasal 114
Kegiatan Penguatan Kelembagaan KPS sebagaima na
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) hurufa meliputi :
a. pembentukan KUPS;
b. klasifikasi KU PS;
C. peningkatan kelas KUPS; dan

d. penguatan kapasitas kelembagaan KUPS.

Pasal 115

(1) Pembentukan KU PS sebagaimana dimaksud dalam  Pasal
114 huruf a dilakukan untuk pengembangan usaha
Perhutanan Sosial

(2) Dalam hal K UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki potensi usaha lebih dari satu, dapat dibentuk
beberapa KU PS sesuai dengan potensi usahanya.

(3) Penetapan KU PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh kepala KPH.

(4) Dalam hal penetapan KU PS sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak dilakukan oleh Kepala KPH dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka
penetapan KU PS dilakukan oleh Kepala UPT.

(5) Penetapan KU PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan menggunaka n format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran  XXIV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
Pasal 116
(1) Kilasifikasi KU PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

114 huruf b , meliputi :

a. biru atau blue;
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b. perak atau silver;

c. emas atau gold; dan

d. platin a atau platinum .

Klasifikasi KU PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada kemampuan KU PS untuk

melaksanakan RKPS, yang meliputi  kelola kawasan,

kelola kelembagaan, dan kelola usaha.

Klasifikasi kemampuan KU PS biru atau blue

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dengan ketentuan:

a. sudah ditetapkan sebagai KU PS; dan

b.  potensi usaha sudah teridentifikasi

Klasifikasi kemampuan KU PS perak atau silver

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

dengan ketentuan:

a. sudah memenuhikri teria KU PS biru atau blue;

b. sudah memiliki RKPS; dan

c.  sudah memiliki unit usaha

Klasifikasi kemampuan KU PS emas atau gold

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan

dengan ketentuan:

a. sudah memenuhi kriteria KU  PS perak atau silver;

b. sudah memiliki p roduk atau sarana wisata alam
yang dipasarkan;

c. sudah memiliki akses modal yang berasal dari
swadaya, hibah dan/atau pinjaman ; dan

d. sudah memiliki pasar atau wisatawan lokal.

Klasifikasi kemampuan KU PS platina atau platinum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan

dengan ketentuan:

a. sudah memenuhi kriteria KU PS emas atau gold;

b. sudah memiliki akses modal yang berasal dari
swadaya, hibah dan/atau pinjaman ; dan

c. sudah memiliki pasar atau wisatawan nasional,
regional /internasional

Dalam hal KU PS memili ki kemampuan berdasarkan

kriteria kelas s ebagaimana dimaksud pada ayat ( 3)
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sampai dengan ayat (6) dapat langsung ditetapkan kelas
KUPS sesuai dengan kemampuan KU PS tanpa harus
mengikuti tahapan urutan dari kelas sebelumnya.
Berdasarkan usulan Kepala UPT, Direktur Jenderal
menetapkan kelas KU PS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Pasal 117
Peningkatan kelas KUPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Peningkatan kelas KU PS sebagaimana di maksud pada
ayat (1) dilakukan 2 (dua ) kali dalam 1 (satu) tahun.
Khusus untuk peningkatan KU PS emas atau gold
menjadi platina atau platinum dilakukan verifikasi
tentang akses modal yang berasal dari swadaya, hibah
dan/atau pinjaman dan pasar ekspor atau wisatawan
regional.
Terhadap progres upaya peningkatan kategori KU PS
dilakukan monitoring dan hasilnya dimasukkan ke
dalam sistem aplikasi database.
Terhadap rangkaian kegiatan peningkatan kategor i atau
kelas KU PS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh UPT
sesuai wilayah kerjanya.
Kegiatan moni toring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan dinas yang
membidangi kehutanan provinsi , KPH, dan/atau pokja
PPS.
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) disamp aikan secara elektronik dan/atau

manual kepada Direktur Jenderal

Pasal 118

Penguatan  kapasitas kelembagaan @ KUPS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 114 hurufd, meliputi:

a.
b.

pembentukan KU PS yang berbasis komoditas ;
keanggotaan KU PS dan pembuatan aturan internal
KUPS;



2021, No.320 104-

sekolah lapang;
studi banding ;

pelatihan pe nguatan kelembagaan; dan/atau

~ o o o

peningkatan status badan usaha KUPS dapat berupa

pembentukan koperasi atau badan usaha milik desa

Paragraf 3

Pemanfaatan Hutan

Pasal 119

(1) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
113 ayat (1) huruf b pada areal kerja Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi :

a. Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung ; dan
b. Pemanfaatan Hutan pada hutan produksi .

(2) Pemanfaatan Hutan pada areal kerja Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilaksanakan
dengan pola agroforestry atau w ana tani , silvopastura
atau wana ternak, silvofishery atau wana mina , dan
agrosilvopastura atau wana tani ternak sesua i dengan

fungsi hutan dan jenis  ruang nya.

Pasal 120

(1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a dil aksanakan
pada ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan .

(2) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung pada ruang
perlindungan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan
a. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
b.  pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(3) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung pada ruang
pemanfaatan, meliputi kegiatan
a. pemanfaatan kawasan;

b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan

c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
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Pasal 121
Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) hurufa, meliputi kegiatan:

a. pemanfaatan air untuk kebutuhan  Masyarakat setempat;

b. pemulihan lingkungan  berupa rehabilitasi hutan pada
areal terbuka ; dan/atau

C. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 122
Kegiatan p emungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana
dimaksud da lam Pasal 120 ayat (2) huruf b, meliputi :
madu;

getah;

a

b

c. buah;
d. biji;

e. jamur,;

f.  daun;

g. bunga; dan /atau
h

sarang burung walet.

Pasal 123
(1) Kegiatan pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 120 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui
kegiatan:
a. budidaya tanaman obat;
b. budidaya tanaman hias;
budidaya jamur;
budidaya lebah;

budidaya hijauan makanan ternak;

-~ o o o

budidaya buah -buahan dan biji -bijian;

budidaya tanaman atsiri;

= Q@

budidaya tanaman nira;
I penangkaran satwa liar; dan/atau
- rehabilitasi satwa.

(2) Pemanfaatan pada hutan lindung dapat menggunakan
jenis tanaman berkayu yang berumur panjang, perakaran

dalam, dan evapotranspirasi rendah diutamakan jenis
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tanaman hasil hutan bukan kayu yang menghasilkan
getah/kulit/buah, dan/atau jenis tanaman kayu -kayuan.

(3) Pemanfaatan pada hutan lind ung tidak diperbolehkan
untuk menanam tanaman umbi -umb ian dan tanaman
lainnya yang menyebabkan kerusakan tanah.

(4) Pemanfaatan kawasan berupa penangkaran satwa liar
dan rehabilitasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i dan huruf j, dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang -undangan.

Pasal 124

(1) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf b, meliputi
kegiatan:

a. pemanfaatan jasa aliran  air;

b pemanfaatan air;

Cc. wisata alam;

d pembangunan sarana prasarana wisata alam;
e perlindungan keanekaragaman hayati;

f. pemulihan lingkungan; dan/atau

g. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

(2) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 125
Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf c, meliputi :

a.

o

-~ o o o

= Q@

rotan;

madu;

getah;

buah;

biji;

jamur,;

daun;

bunga; dan/atau

saran g burung walet .
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Pasal 126
Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b dilaksanakan
pada ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan
Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi pada ruang
perlindungan, meliputi kegiatan:
a. pemanfaatan kawasan;
b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
c. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan buk an
kayu.
Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi pada ruang
pemanfaatan, meliputi kegiatan
a. pemanfaatan kawasan;
b. pemanfaatan jasa lingkungan;
c. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu;
dan
d. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan

kayu.

Pasal 127
Pemanfaatan Hutan dapat menggunakan alat mekanis
dalam hal pada areal persetujuan Perhutanan Sosial di
Hutan Produksi terdapat bekas galian tambang , tambak,
atau areal lainnya yang telah berubah bentang alamnya
Penggunaan alat mekanis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertujuan untuk memperbaiki kondis i ekosistem .

Pasal 128

Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

126 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

a.
b.

-~ o o o

Q

budidaya tanaman obat;

budidaya tanaman hias;

budidaya jamur;

budidaya lebah;

budidaya buah -buah an dan biji -bijian;
budidaya hijauan pakan ternak;  dan/atau

budidaya tanaman penghasil nira .
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Pasal 129
Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
pemanfaatan jasa aliran air;

pemanfaatan air;

a
b

Cc. wisata alam;
d perlindungan keanekaragaman hayati;
e pemulihan lingkungan; dan/atau

f.

penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 130
(1) Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf c,

meliputi :

a. rotan;

b. sagu;

c. nipah;

d. aren;

e. madu;

f. bambu;

g. getah;

h. daun; dan/atau

I buah atau biji.

(2) Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
peng kayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan,

pengolahan, dan/atau pemasaran.

Pasal 131
(1) Pemanfaatan kawasan sebag aimana dimaksud dalam
Pasal 126 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
a. budidaya tanaman obat;
b. budidaya tanaman hias;
budidaya jamur;
d. budidaya lebah;

e. budidaya sarang burung walet;



(2)

(1)

)

(1)

109 2021, No.320

—h

rehabilitasi satwa;

budidaya hijauan makanant  ernak;

= Q@

budidaya buah -buahan dan biji -bijian;

budidaya tanaman atsiri;

J- budidaya tanaman nira;

k.  budidaya serat;

l. budidaya tanaman penghasil biomassa atau
bioenergi;

m. budidaya tanaman panga n dalam rangka ketahanan
pangan; dan/atau

n. penangkaran satwa liar

Pemanfaatan kawasan berupa penangkaran satwa liar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 132
Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf b, berupa :
a. pemanfaatan jasa aliran air;

b. pemanfaatan air;

Cc. wisata alam;

d. pembangunan sarana prasarana wisata alam;

e. perlindungan keanekaragaman hayati;

f. pemulihan lingkungan;

g. penyera pan dan/atau penyimpanan karbon ;

dan/atau
h. jasalingkungan la innya.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana

dima ksud pada ayat (1), dilakukan  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 133
Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf c,
meliputi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang
berasal dari :

a. tanam an sendiri ; dan
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b. tanaman yang dihibahkan.

(2) Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu yang
berasal dari tanaman sendiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufa , meliputi kegiatan:

penyiapan lahan;

pembibitan;

penanaman;

pemeliharaan;

pengamanan;

-~ ® a0 T p

pemanen an;
g. pengolahan; dan
h. pemasaran.

(3) Penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan dengan ketentuan:
a. dilakukan secara manual dan dapat me nggunakan

peralatan mekanis;

b. dilakukan tanpa pembakaran; dan

c. mempertahankan pohon komersil untuk dipel ihara.

Pasal 134
(1) Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu

sebagaimana dimak sud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf d,

meliputi :

a. rotan;

b. sagu;

c. nipah ;

d. aren;

e. madu;

f. bambu;

g. getah;

h.  kulit kayu ;
I daun ;

- buah atau biji ;

k. gaharu;

l. komoditas pengembangan bahan baku bahan baka r
nabati atau bioenergy ; dan/atau

m. komodi tas pengembangan tanaman pangan.
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Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
pengkayaan/penanaman, pemeliharaan, pemanenan,

pengolahan, dan/atau pemasaran.

Pasal 135
KUPS dalam melaksanakan kegiatannya dapat
membangun atau mengembangkan sarana dan
prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang -undangan.

Dalam hal pada areal persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial akan dilakukan  pemanfaatan kayu
tumbuh alami , pemanfaatannya dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 136
Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
wajib melakukan penatausahaan hasil hutan dan
membayar p enerimaan negara bukan pajak dari hasil
kegiatan Pengelolaan Per hutanan Sosial
Penatausahaan hasil hutan dan pembayaran penerimaan
negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang -undangan.

Paragraf 4

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 137

Pengembangan Kewirausah aan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 3 ayat (1) hurufc meliputi kegiatan :

a. peningkatan produksi;

b. peningkatan nilai tambah produk;

c. promosi dan p emasaran produk; dan

d. akses permodalan .
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Pasal 138

Kegiatan p eningkatan produksi  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137 hurufa meliputi :
a. kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial

Nasional / Bang PeSoNa;
b. pemberian bantuan alat ekonomi produktif ; dan
c.  bantuan ekonomi produktif lainnya.
Kegiatan peningkatan produksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diberikan kepada

a. KPS/KU PS HD;

b. KPS/KU PS HKm,;

C. KPS/KU PS HTR,;

d. KPS/KU PS Kemitraan kehutanan

e. MHA yang mendapatkan penetapan  Hutan Adat ;

f. pengelola Hutan Hak/Hutan Rakyat; dan/atau

g. kelompok Masyarakat didalam dan di luar kawasan
hutan .

Pembiayaan Kkegiatan peningkatan produksi untuk

program Perhutanan Sosial dapat berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja  negara, anggaran pendapatan
dan belanja daerah , atau sumber pembiayaan lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang -undangan.

Pasal 139

Kegiatan p eningkatan nila i tambah produk sebagaimana

dimaksud dalam  Pasal 137 huruf b bertujuan untuk

meningkatkan kualitas produk untuk nilai jual dan
membangun kepercayaan konsumen.

Peningkatan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) , dapat dilakukan melalui

a. pemb erian bantuan alat ekonomi produktif;

b. kegiatan sertifikasi produk , berupa proses sertifikasi
profesional, pelayanan, tata barang, untuk
kelayakan, kualitas atau standar, seperti . badan
pengawas obat dan makanan, pangan industri

rumah tangga, halal, dan/ata u organik;
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Cc. kegiatan pengemasan, berupa kegiatan
membungkus produk dengan tujuan menjaga
kualitas dan kondisi produk, dan memberikan daya
tarik kepada konsumen;

d. kegiatan peningkatan nilai pro duk, berupa upaya
untuk memperkuat nilai pada suatu merek
dikaitka n dengan produk tertentu; dan/atau

e. kegiatan indikasi geografis , berupa suatu tanda yang
menunjukkan daerah asal suatu barang atau
produk yang karena fa  ktor lingkungan geografis.

Pasal 140
Promosi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137

huruf ¢ dapat dilakukan  melalui:

a. temu usaha;

b. pameran;

. katalog produk;

c
d. media elektronik; dan /atau
e

. media sosial.

Pasal 141

(1) Akses Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

137 huruf d dapat di peroleh melalui :

a.
b.

e.

f.

bantuan pemerintah/lembaga;

pinjaman lembaga perbankan dan lembaga
keuangan lai nnya;

corporate social respo nsibility badan usaha milik
negara, badan usaha milik swasta, atau pihak lain;
bantuan modal usaha badan usaha milik negara
atau badan usaha milik daerah ;

dana hibah ; dan/atau

lembaga filantropi

(2) Persiapan yang perlu dilakukan oleh KU PS sebelum

mengakses berbagai peluang permodalan meliputi :

a.
b.

C.

menyediakan dokumen legalitas KU PS;
menyediakan dokumen RKPS dan RKT ;

menyediakan dokumen pendukung lain seperti buku



2021, No.320

-114 -

rekening atas nama KU PS, nomor pokok wajib pajak
dan lain -lain;
d. lokasi areal usaha tidak sedang berkonflik ; dan

e. usaha produk ataupun jasa sudah beroperasi.

Paragraf 5

Kerja sama Pengembangan Usaha

Pasal 142
Kerja sama pengembangan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 3 ayat (1) hurufd meliputi :
a. kerja sama usaha; dan

b. kerja sama para pihak.

Pasal 143
Kerja sama usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 2 hurufa dilakukan berdasarkan prinsip :
a. KUPS sebagai pelaku utama dalam usaha , bukan hanya
sebagai objek ; dan
b. kesetaraan, keadilan, kese pakatan, saling
menguntungk an, lok al spesifik, kepercayaan,

transparansi, partisipasi dan kelestarian.

Pasal 144
Mitra Usaha dalam kerja sama wusaha Perhutanan Sosial
dengan para pihak antara lain :
a. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah

atau badan usaha milik swasta ;

b.  perguruan tinggi;

c. koperasi;

d. badan usaha milik desa ;

e. lembaga swadaya Masyarakat /lembaga donor;
f. kelompok Masyarakat lainnya; dan /atau

Q@

perorangan.
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Pasal 145

Calon mitra usaha Perhutanan Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 44 harus memenuhi persyaratan

paling sedikit :

a. mempunyai legalitas usaha;

b.  mempunyai usaha pokok;

c. mempunyai kompetensi teknis usaha yang akan
dimitrakan;

d. mempunyai pasar yang kuat;

e. mempunyai komitmen jangka panjang dengan
Masyarakat dengan pola agroforestr y, silvopastura,
agrosilvopastura , dan/atau silvofisher y;

f.  siap menjalankan prinsip keseimbangan sosial,
ekologi dan ekonomi;

g. siap melakukan transfer pengetahuan,
keterampilan, dan manajemen; dan

h.  menyediakan pembiayaan usaha.

Selain p ersyaratan sebagaimana d imaksud pada ayat (1),

calon mitra usaha Perhutanan Sosia | harus memenuhi

ketentuan :

a. bagi calon mitra usaha dari perorangan mempunyai
rekening koran;

b. bagi koperasi setempat, badan usaha milik desa ,
badan usaha milik daerah , badan usaha milik
negara dan badan usaha milik swasta harus
mempunyai laporan keuangan sekurang -kurangnya
2 (dua) tahun terakhir  dengan kategori baik; dan

c. bagi calon mitra dari  pemegang perizinan berusaha
Pemanfaatan Hutan harus mempunyai rencana
kerja usaha 10 (sepuluh) tahunan dan rencana kerja

tahunan yang sudah disahkan.

Pasal 146
Kerja sama pengembangan usaha dil akukan dengan
cara:
a. mitra usaha mengajukan permohonan kerja sama
usaha ke pada KPS/KU PS;
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b. KPS/KU PS meminta per setujuan dari kepala UPT,;
dan

c. KPS/KU PS dan mitra usaha membuat naskah kerja
sama usaha .

Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)

huruf ¢ disampaikan kepada:

a. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
kehutanan dengan tembusan Kepala UPT setempat ,
jilka mitra usahanya berasal dari badan usaha milik
daerah , badan usaha milik desa , koperasi setempat |,
kelompok Masyarakat lainnya dan perorangan |,
lembaga swadaya Masyarakat ; dan

b. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
kehutanan dengan tembusan kepada Direktur
Jenderal dan Kepala UPT setempat, jika mitra
usahanya berasal dari pengelola kawasan hutan |,
badan usaha milik negara, badan usaha milik
swasta dan penanaman modal asing /lembaga

donor.

Pasal 147
Naskah Kerja sama Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 146 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a. identitas pengelola mitra usaha KPS/KU PS;

o

dasar perjanjian;
maksud dan tujuan;
persyar atan;

ruang lingkup dan pola atau skema kerja sama ;

-~ o o o

peta lokasi dan luas areal yang dikerjasama kan;

jenis kegiatan;

= Q@

hak dan kewajiban;

jangka waktu;
- sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan
hasil kesepakatan;
k. pendanaan operasionalisasi Pemanfaatan H utan ;
l. mekanisme pelaporan;

m. perpanjangan dan pengakhiran kerja sama ;
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n.  penyelesaian sengketa; dan

0. keadaan kahar atau force majeure.

Naskah kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 148

Naskah kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 147 berakhir apabila:
a. telah kadaluarsa atau lewat waktu;
b. para pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian

kerja sama ;
c. diny atakan berakhir atau batal oleh putusan

pengadilan yang telah berkekuatan tetap; atau
d. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dicabut .
Berakhirnya naskah kerja sama usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap mengikat para
pihak untuk memenuh i kewajiban.
Berakhirnya perjanjian kerja sama usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam surat
kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian kerja sama

usaha .

Pasal 149

Pelaku kerja sama usaha Perhutanan Sosial , wajib:

a.

o

-~ o o o

melakukan perlindungan dan pengamanan hutan;
melakukan penatausahaan hasil hutan;

melaksanakan sistem silvikultur;

menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama ;
memberi tanda batas areal  kerja sama ;

membayar kewajiban penerimaan negara bukan pajak
kegiatan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undang an;

melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerja sama usaha;
mempertahankan fungsi  hutan; dan

menjaga stabilitas dan kohesi sosial Masyarakat .
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Pasal 150
Dalam melakukan p engembangan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146, KPS/KU PS dapat bekerja
sama dengan :
a. kementerian /lembaga;
b.  organisasi perangkat daerah;
c. lembaga swadaya Masyarakat ; dan
d. swasta/ badan usaha milik swasta
Kementerian / lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufa berperan sebagai :
a. penyediainfo rmas i dukungan program/kegiatan;
b penyedia sarana prasarana produksi;
c. pengembangan komoditas atau produk;
d. akses permodalan ; dan/atau
e akses pasar.
Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b  berperan sebagai :
a. penyediainfo rmasi duku ngan program/kegiatan;
b. penyedia sarana prasarana produksi ;
c. pengembangan komoditas atau produk;
d. fasilitasi akses permodalan ; dan/atau
e. akses pasar.
Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ berperan sebagai :
a. Pendamping ;
b. penyedia informasi dukungan program/kegiatan ;
penyedia sarana prasarana produksi;
pengembangan komoditas atau produk;

akses permodalan ; dan/atau

-~ o o o

akses pasar.

Swasta/ badan usaha milik swasta  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d berperan sebagai
penyedia modal dan off taker .

Kerja sama para pihak  sebagai man a dimaksud pada ayat
(1) dapat difasilitasi oleh:

a. Direktur Jenderal

b. KPH;
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c. Pendamping ; dan/atau

d. pokjaP PS.

Kerja sama para pihak  sebagaiman a dimaksud pada ayat
(6) dituangkan dalam rencana aksi pengembang an usaha
yang disepakati para pihak.

Rencana aksi kerja sama para pihak sebagaiman a
dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam  Lampiran XXVI
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 151

Kerja sama para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
142 huruf b dapat dilakukan dalam bentuk

a

b
C
d
)
)

®3)

(4)

Pendamping an teknis dan kelembagaan ;
fasilitasi permodalan ;
fasilitasi pemasaran ; dan/atau

kerja sama operasional .

Pasal 152
Kerja sama Pendamping an teknis dan kel embagaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 hurufa berupa :
a. pelatihan kewirausahaan;
b. studi banding kegiatan usaha; dan /atau
c. peningkatan kelembagaan menjadi badan usaha.
Fasilitasi p ermodalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 151 hurufb berupa:
a. bagihasil ; dan/atau
b. hibah.
Dalam melaksanakan bagi hasil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, mitra usaha dapat memberikan
penyertaan modal berupa uang atau sarana prasarana
dengan nilai maksimal 50% (lima puluh persen) dari
modal pemegang Persetujuan Pengel olaan Perhutanan
Sosial.
Dalam melaksanakan  hibah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, mit ra usaha memberikan bantuan
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modal usaha kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial yang tidak mengikat dan tidak perlu
dikembalikan kepada pembe  ri hibah .
Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
151 huruf ¢ meliputi :
a. mitra usaha sebagai off taker yang membeli produk
dari KPS/KU PS;
b.  mitra usaha mendapatkan komisi dari produk
KPS/KU PS yang dijual ;
c. Pendamping an teknis pemasaran oleh mitr ~ a usaha;
dan
d. penjualan non profit yang dilakukan oleh mitra
usaha.
Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 151 huruf d merupakan  bentuk kerja sama yang
dimulai dari kegiatan Pendamping an teknis dan

kelembagaan, permodalan sampai pemasaran.

Bagian Keempat

Penanganan Konflik Tenurial

Pasal 153
Penanganan konflik tenurial kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf ¢ dapat

diselesaikan melalui  Perhutanan Sosial

Dalam hal penanganan konflik disepakati untuk
diselesaikan  melalui  skema Perhutanan  Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat
melanjutkan dengan p roses permohonan Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan skema
yang dimohonkan.

Pelaksanaan penanganan konflik dalam kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang -undangan.
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Bagian Kelima

Pendamping an

Paragraf 1

Umum

Pasal 154

Pendamping an sebagaimana dimaksud d alam Pasal 100

d huruf dapat  dilaksanakan sebelum /pra dan

sesudah / paska Masyarakat mendapatkan Persetujuan

Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pendamping an sebelum/ pra Persetujuan Pengelolaan

Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui kegiatan:

a. telaah PIA PS;

b. inventarisasi dan identifikasi terkait subjek , objek
dan konflik;

c. sosialisasi Perhutanan Sosial ;

d. pengukuran dan pemetaan partisipatif;

e. pemilihan skema Persetujuan Pengelolaan
Perhutan an Sosial ;

f. pembentukan kelembagaan;

g. penyusunan dan perbaikan berkas permohonan
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan  Sosial ;
dan/atau

h. Pendamping an  kegiatan  penyusunan naskah
kesepakatan kerja sama .

Pendamping an sesudah/ pask a Persetujuan Pengelolaan

Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

a. Pendamping an dalam tata kelola kelembagaan;

b. Pendamping an da lam tata kelola kawasan; dan

c. Pendamping an dalam tata kelola usaha.

Kegiatan Pendamping an sebagaiman a dimaksud pada

ayat ( 3) dilakukan melalui tahapan:

a. Pendamping an tahap awal;
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b. Pendamping an pengembangan pengelolaan  kawasan
hutan dan lingkungan ;

Pendamping an kerja sama ;

Pendamping an akses permodalan ;

Pendamping an akses pasar ;

~ o o o

Pendamping an pengelolaan pengetahuan ; dan

g. Pendampingan pemantauan dan evaluasi.

Pendamping an tahap awal sebagaimana dimaksud pada

ayat (4 ) huruf a dilakukan melalui kegiatan

a. sosialis asi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sosial kepada pihak internal maupun ek sternal,

b pendataan potensi areal Perhutanan Sosial ,

c identifikasi potensi dampak lingkungan,

d. penguatan kelembagaan ; dan

e peningkatan kapasitas  sumber daya manusia

Pendamping an pengembangan pengelolaan kawasan

hutan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

a. fasilitasi dan bimbingan teknis dalam penandaan
batas pada ruang kelola Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial ;

b. pembuatan dan penandaan ruang atau zonasi ; dan

c. penyusunan RK PS dan RKT .

Pendamping an kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (4 ) hur uf ¢ dilakukan melalui kegiatan:

a. kerja sama dalam rangka penguatan kelem bagaan
dan tata kelola kawasan;

b. kerja sama dalam pening katan kapasitas SDM, K PS
dan KU PS, untuk penelitian sumber daya kawasan ;
dan

c. kerjasama dalam rangka pengembangan usaha.

Pendamping an akses permodalan sebag aimana dimaksud

pada ayat (4 ) hurufd dilakukan melalui kegiatan:

a. persiapan pra akses permodalan;

b. fasilitasi peluang akses permodalan usaha ; dan
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c. fasilitasi kerja sama dengan badan usaha milik
daerah, lembaga keuangan daerah, mitra usaha , dan
pihak lain yang tidak mengikat.

Pendamping an akses pasar sebag aimana dimaksud pada

ayat (4) huruf e dilakukan me lalui kegiatan:

a. menyusun strategi mengakses pasar dan pemasaran
produk dan jasa melalui media elektronik/media
sosial ;

b. membuat daftar produk unggulan hasil Perhutanan
Sosial ; dan

c. memfasilitasi dalam pembangunan jejaring serta
dapat bekerja sama dengan para pihak terkait.

Pendamping an pengelolaan pengetahuan s ebagaimana

dimaksud pada ayat (4 ) huruf f dilakukan melalui

kegiatan pendokumentasian proses  Pendamping an mulai
dari perencanaan, implementasi atau pelaksanaan dan
pemantauan publikasi/d iseminasi dokum en
pembelajaran melalui elektronik/cetak kepada berbagai
pihak.

Pendampingan pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf g dilakukan melalui

kegiatan pemantauan kesesuaian antara pe rencanaan

dan pelaksanaan RKPS, perubahan vyang terjadi ,

hambatan, dan tantangan.

Paragraf 2

Pelaksana Pendamping an

Pasal 155
Pendamping an sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 154
dilaksanakan oleh  Pendamping .
Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil;
b. penyuluh kehutanan swadaya masyarakat ;
c.  bakti imbawan ;

d. penyuluh kementerian/lembaga terkait;
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e. penyuluh kehutanan swasta;

f. badan usaha milik negara;

g. lembaga swadaya Masyarakat ;
h.  organisasi Masyarakat;

I. praktisi;

J- akademisi; dan/atau

k. tokoh Masyarakat atau tokoh adat.

Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
k berasal dari Masyarakat setempat yang merupakan

hasil dari kaderisasi dan kepeloporan.

Pasal 156
Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155
ayat (2) dibagi dalam 2 (dua) kategori :
a. Pendamping pemerintah; dan
b. Pendamping mandiri.
Pendamping pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan Pendamping yang direkrut
oleh kementerian dan/atau Pemerintah daerah
Dalam hal Pendamping pemerintah  berasal dari
kementerian /lembaga lain dan/atau Pemerinta h daerah
pelaksanaannya dikoordinasikan dan ditetapkan dengan
keputusan kepala UPT.
Pendamping mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan Pendamping yang direkrut oleh
lembaga swadaya Masyarakat disetujui oleh kelompok
dan dikoordinasika n oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
Pendamping mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) ditetapkan dengan keputusan kepala UPT.

Pasal 157
Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam  Pasal
156 ayat (1) hurufa memenuhi kriteria :
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manaj erial; dan

c. kompetensi umum.
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(2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. pengetahuan kehutanan, pe rtanian, perikanan,
peternakan ;

b. pengembangan usaha baik mikro, kecil dan
menengah ; dan

Cc. pemberdayaan Masyarakat.

(3) Kompetensi manaj erial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berupa  kemampuan berkomunikasi,
koordinasi, dan  kemampuan adaptasi tinggi terhadap
kondisi sosial di lokasi  pendampingan .

(4) Kompetensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berupa :

a. kemampuan mengoper asikan komputer ;dan
b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah
sekolah menengah tingkat atas /sederajat, dan

diutamakan strata satu.

Pasal 158
Pendamping an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 7
dilakukan berdasarkan prinsip
a. transparan;
b. akunt abel;

. tidak diskriminatif;

o O

. partisipatif; dan

. keterbukaan.

0]

Paragraf 3

Penetapan Pendamping

Pasal 159
(1) UPT dapat menetapkan tenaga Pendamping sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dalam melaksanakan
Pengelolaan Perhutanan Sosial
(2) Penetapantenaga Pendamping sebagaiman a dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala UPT.
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Dalam hal penetapan tenaga Pendamping sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dinas yang membidang i
kehutanan tingkat provinsi atau KPH dapat mengusulkan
tenaga penyuluh kehutanan dan/a tau penyuluh
kehutanan swadaya Masyarakat sebagai Pendamping .
Keputusan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mencantumkan hak dan kewajiban
Pendamping .

Dalam hal Pendamping tidak melaksanakan tugas,
kewajiban , melanggar kode etik Pendampin g dan/atau
terkena masalah hukum lain Kepala UPT dapat
membatalkan keputusan .

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) terlebih
dahulu  mendapatkan pertimbangan dari dewan etk
Pendamping dan  melakukan koordinasi dengan
organisasi perangkat daerah prov  insi bidang kehutanan .
Dewan etik Pendamping sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 160
Peningkatan kapasitas Pendamping diselenggarakan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan peningkatan kapasitas Pendam ping
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berkolaborasi
dengan kementerian /lembaga , pemerintah  daerah
dan/atau para pihak.
Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam bentuk:
a. pelatihan;
b.  bimbingan teknis;
c.  forum diskusi;
d. peningkatan kompetensi; atau

e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

Pasal 161
Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155

dikategorikan secara be rjenjang berdasarkan kompetensi
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(2) Jenjang kategori Pendamping sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas :
a. Pendampi ng pemula;
b. Pendamping lanjutan; dan

c. Pendamping utama.

Pasal 162

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 159 ayat (2)
bekerja berdasarkan kode etik  berupa :
a. disiplin;
b tidak memihak;
c. profesional; dan
d tidak menjanjikan memberi, meminta, atau menerima

sesuatu d alam bentuk apapun yang berhubungan

dengan pelaksanaan Pendamping an.

Pasal 163
Dalam rangka pengelolaan Persetujuan  Pengelolaan
Perhutanan Sosial , Pokja PPS dapat melakukan fasilitasi
Pendamping an.

Pasal 164

Pendamping harus menyusun dan menyampaikan laporan
progres Pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah kerjanya
secara manual dan elektronik kepada kepala UPT melalui

sistem informasi yang telah ditetapkan.

Pasal 165
(1) Pendamping berhak mendapatkan insentif atas kinerj a
pelaksanaan  Pendamping an Pengelolaan Perhutanan
Sosial .
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
areal kelola percontohan atas persetujuan kelompok yang

hasilnya untuk operasional Pendamping an.
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Pasal 166
Kepala UPT melakukan pemantauan  dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Pendampingan paling sedikit 1
(satu) kalidal am 1 (satu) tahun .
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pengamatan dan penilaian
terhadap program yang di  rencanakan.
Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi , kepala
UPT dapat melibatkan  dinas provinsi , KPH, atau Pokja
PPS.
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan  untuk
memperoleh data dan infor masi:
a. perubahan yang terjadi;
b. kesesuai an dengan rencana kerja; dan
c. hambatan dan tantangan
Hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam bentuk
laporan secara manual atau elektro nik melalui aplikasi
yang ditetapkan
Kepala UPT melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi
kepada Direktur Jenderal.
Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 6) dijadikan dasar perpanjangan
surat keputusan kepala UPT mengenai peneta pan

Pendamping .

Pasal 167
Pembiayaan Pendamping an bersumber dari dana
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran
pendapatan dan belanja negara perubahan , anggaran
pendapatan dan belanja daerah , bantuan luar negeri
yang dikelola pemerintah maupun dana swadaya dari
lembaga Pendamping , dan/atau sumbe r dana lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan.
Pemerintah  dapat memfasilit asi pendanaan dan

Pendamping an dalam rangka pengukuhan keberadaan
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MHA dalam hal MHA berada dal am Wilayah Indikatif
Hutan Adat .

Bagian Keenam

Kemitraan Lingkungan

Pasal 168

(1) Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud da lam
Pasal 100 huruf e  dilakukan untuk  mendorong
peningkatan peran aktif para pihak dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dan keh utanan
secara khusus dalam  Pengelolaan Perhutanan Sosial

(2) Kemitraan Lingkungan dalam  Perhutanan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan mitra.

(3) Penguatan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi  aspek pengelolaan kawasan , pengelolaan
kelembagaan /penguatan kelompok dan pengelolaan

usaha.

Pasal 169
Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
168 dilakukan antara pemegang Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial dengan para pihak secara sukarela
berdasarkan p rinsip:

a. kepedulian ;

o

kesetaraan;
transparansi;
tanggung jawab;

saling percaya; dan

-~ o o o

saling menguntungkan.

Pasal 170
(1) Mitra lingkungan berasal dari individu , kelompok,
dan/atau lembaga/ instansi dalam Pengelolaan

Perhutanan Sosial
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Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
unsur :

a. Pemerintah P usat;

b Pemerintah Daerah;

c. lembaga legislatif;
d

badan usaha milik negara atau badan usaha milik

swasta ;
e. akademisi/perguruan tinggi;
f. lembaga swadaya masyarakat , komunitas |,

kepanduan , organisasi / kemasya rakatan ;
g. lembaga penelitian; dan

h. tokoh Masyarakat .

Pasal 171
Pemerintah memfasilitasi kegiatan Kemitraan
Lingkungan .
Kemitraan Lingkungan  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui kegiatan
a. penguatan kelembagaan dan penyadartahuan
sumber daya manusia Pengelolaan Perhutanan
Sosial;
b.  kaukus politik  lingkungan;

jejaring komunitas kehutanan dan lingkungan;

d. kemitraan dalam penelitian sumber daya hutan dan
lingkungan ;

e. kemitraan dalam pengelolaan pencemaran
lingkungan dan sampah untuk pengembangan

ekonomi berkel anjutan (circular eco nomy);

f. kemitraan  dalam pengembangan imbal jasa
lingkungan ; dan/atau

g. kemitraan dalam pemanfaatan corporate social

responsibility .
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BAB IV
PERHUTANAN SOSIAL PADA EKOSISTEM GAMBUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 172
Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut  dilakukan
melalui kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut
Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada areal Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilakukan pada
Ekosistem Gambut dengan:
a. fungsilindung ; dan/atau

b.  fungsi budidaya

Pasal 173

Pemanfaatan Ekosistem Gambut untuk Perhutanan Sosial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 didasarkan

pada:

a. peta fungsi Ekosistem Gambut nasional, peta
hidro topografi  kawasan hidrologis Gambut  skala
1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) , peta
indikatif penghentian pemberianizinb  aru; dan

b. rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem
Gambut .

Dalam hal rencana perlindungan dan pengelolaan

Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b belum tersedia , Perhutanan Sosial dilaksanakan

berdasarkan:

a. peta fungsi Ekosistem Gam but dengan skala paling
kecil 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima
puluh ribu) yang terkoreksi;

b. peta penetapan puncak kubah Gambut;

c. peta hidrotopografi ~dengan skala paling kecil
1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh
ribu) ; dan

d. peta indikatif penghentian pemberian persetujuan
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baru.
(3) Tata cara penyusunan rencana perlindungan dan
pengelolaan Ekosistem Gambut  sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan

ketent uan peraturan perundang -undangan.

Pasal 174
(1) Pemanfaatan Ekosistem Gambut untuk Perhutanan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 173
meliputi:
a. Persetujuan Pengelolaan HD;
b. Persetujuan Pengelolaan Hkm;
c. Persetujuan Kemitraan Kehutanan ; dan
d. penetapan status Hutan Adat .
(2) Pemanfaatan Ekosistem Gambut untuk Perhutanan S osial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 175

(1) Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a,
dapat dilakukan  secara terbatas untuk kegiatan
a. penelitian;
b.  ilmu pengetahuan;
c. pendidikan; dan
d. jasa lingkungan, berupa jasa wisata secara terbatas

dan perdagangan karbon.

(2) Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) hurufb
dapat dilakukan untuk semua kegiatan sesuai rencana

perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut
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Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 176

Pada areal Ekosistem Gambut , pemegang Persetujuan

Pengelolaan Perhutanan Sosial dilarang:

a. membuka lahan baru /land clearing sampai
ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi
budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk
tanaman tertentu;

b. membuat saluran drainase yan g mengakibatkan
gambut menjadi kering;

c. membakar lahan  Gambut dan/atau melakukan
pembiaran terjadinya pembakaran; dan/ atau

d. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan
terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem
Gambut .

Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pemegang Persetujuan Pengelolaan HD, HKm dan

Kemitraan Kehutanan dilarang untuk memanfaatkan hasil

hu tan kayu.

Pada areal Hutan Adat yang terdapat Ekosistem Gambut

dengan fungsi budidaya dapat dilakukan pemungutan

hasil h utan kayu untuk untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari -hari MHA yang bersangkutan

Kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaiman a

dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang -undangan.

BAB V
JANGKA BENAH KEBUN RAKYAT

Pasal 177
Pemilik kebun rakyat yang berada di kawasan Hutan
Konservasi , Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebelum
berlakunya  Undang -Undang Nomor 11 Ta hun 2020

tentang Cipta Kerja yang memenuhi ketentuan peraturan
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perundang -undangan, dapat mengajukan Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam jangka waktu

tertentu yang selanjutnya dilakukan penanaman pohon

dalam rangka Jangka Benah .

Pemanfaatan kebu n rakyat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. kemitraan kehutanan  atau Kemitraa n Konservasi ;

b. HD; dan/atau

c. HKm.

Akses legal dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan setelah dilakukan verifikasi dan

validasi data dan informasi oleh Tim yang dibentuk oleh

Menteri .

Jangka Benah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )

dilakukan dengan menerapkan strategi Jangka Benah

meliputi:

a. menyusun rencana Jangka Benah sebagai bagian
rencana kelola Perhutanan Sosial ;

b. penanaman tanaman melalui teknik agroforestri
yang disesuaikan den gan kondisi biofisik dan
kondisi sosial;

c. penanaman tanaman kehutanan  paling sedikit 100
(seratus) batang per hektar paling lambat 1 (satu)
tahun setelah mendapatkan Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan menerapkan
sistem silvikultur atau teknik budidaya sesuai
dengan tapak ekolog inya di sela -sela tanaman sawit;
dan

d. tidak melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit

selama masa Jangka Benah .

Pasal 178
Pada kawasan Hutan Produksi Jangka Benah dilakukan
dalam jangk a waktu 1 (satu) daur selama 25 (dua puluh

lima) tahun sejak masa tanam.
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Pada kawasan Hutan Lindung atau Hutan Konservasi

Jangka Benah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu)

daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam.

Dalam hal tanaman sawit telah m encapai umur 25 (dua

puluh lima) tahun pada Hutan Produksi dan 15 (lima

belas) tahun pada Hutan Lindung dan Hutan Konservasi ,

tanaman sawit di bongkar dan ditanami pohon

Jenis tanaman pokok kehutanan untuk Hutan Lindung

dan Hutan Konservasi harus memenuhi ketentuan:

a. berupa pohon penghasil hasil hutan buka n kayu;
dan

b. dapat berupa pohon berkayu dan tidak boleh
ditebang.

Penanaman tanaman pokok kehutanan pada Hutan

Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi

dilakukan paling lambat 1 (satu ) tahun setelah m endapat

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pelaksanaan Jangka Benah oleh Pemegang Persetujuan

Perhutanan  Sosial mendapatkan  pembinaan dari

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

meliputi :

a. bimbingan tekn is Jangka Benah ;

b.  peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

c. bantuan penyediaan bibit tanaman kehutanan;
dan/atau

d. pengawa san dan pengendalian.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 179
Menteri melakukan pembinaaan terhadap pelaksana an

Pengelolaan Perhutanan Sosial
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(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) , Menteri menugaskan Direktur ~ Jenderal.

(3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Direktur Jenderal menugaskan kepala UPT.

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (  3), dapat melibatkan

a. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
kehutanan ;
b. KPH,;

c. Pokja PPS; dan/atau
d. Pendamping ,

sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 180

(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan
Pengelolaan  Perhutanan  Sosial yang pemberian
persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), gubernur menugaskan pimpinan organisasi
perangkat daerah pro vinsi yang membidangi kehutanan.

(3) Pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi
kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2)
melaksanakan pembinaan bersama UPT dan KPH, serta
dapat melibatkan Pokja PPS , dan/atau Pendamping

sesuai dengan kew enangannya .

Pasal 181
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan
Pasal 180 diberikan kepada:
a. pemegang Persetujuan Pengelolaan HD;
b. pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm;
c. pemegang Persetujuan Pengelolaan HTR;
d. pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan

e. pemangku Huta n Adat .
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Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dilaksanakan untuk memberikan bantuan fasilitasi
terhadap:

a. pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan
ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi
pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sosial dan pe netapan Hutan Adat;

b. penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan
Perhutanan Sosial;

C. penataan areal dan pengelolaan kawasan;

d. penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan
Sosial; dan/atau

e. pengembangan usaha Perhutanan Sosial

Bagian Kedua

Pengawas an

Pasal 182
Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , Menteri menugaskan Direktur
Jenderal.
Untuk membantu  pelaksanaan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ay at (2), Direktur Jenderal menugaskan
kepala UPT.
Dalam pelaksanaan pengawasan  sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) , Kepala UPT dapat melibatkan organisasi
perangkat daerah provinsi ~ bidang kehutanan, KPH, Pokja
PPS, dan /atau Pendamping sesuai dengan
kewena ngannya.

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan
kepada:

a. gubernur ; dan

b. bupati/wali kota
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Pasal 183
Gubernur melakukan  pengawasan terhadap pelaksanaan
Pengelolaan P erhutanan  Sosial yang pemberian
persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menugaskan
pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang
membidangi kehutanan.
Pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi  yang
membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melaksanakan pengawasan bersama UPT dan
KPH, serta dapat melibatkan Pokja PPS dan/atau
Pendamping sesuai dengan kewenangan nya.
Pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi  yang
membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada
gubernur dengan tembusan kep ada:
a. Menteri ; dan

b.  bupati/wali kota

Pasal 184
Pengawasan sebagaimana dimaksud d alam Pasal 18 2
dan Pasal 183 dilaksanakan kepada:
a. pemegang Persetujuan Pengelolaan HD;
b. pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm;
c. pemegang Persetujuan Pengelolaan HTR;
d. pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan ; dan
e. pemangku Hutan Adat.
Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi:
a. pemenuhan hak;
b. pemenuhan kewajiban; dan
c. kepatuhan terhadap larangan dan ketentuan dalam

Pengelolaan Perhutanan Sosial.
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Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan palin g sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun .

Dalam hal pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap
kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenakan sanksi  administratif.

Penyampaian laporan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 2 ayat (5) dan Pasal 18 3 ayat (4)
dapat dilakukan secara manual atau elektronik .

Laporan pelaksanaa n pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran  XXVII

yang merupakan bagian tidak terpi sahkan dari Peraturan

Menteri ini.
Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 185
Menteri melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan

Pengelolaan Perhutanan Sosial

Gubernur melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang
pemberian persetujua nnya dilimpahkan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1)

Pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan dalam bentuk evaluasi.

Pasal 186
Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaks anaan
Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
Dalam pelaksana an evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Direktur Jenderal membentuk  dan

menugaskan tim ya ng terdiri atas unsur:
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a. direktorat jenderal yang bertanggung jawab di

bidang perhutanan sosial dan kemitraan

lingkungan ;

b. unit eselon| terkait ;

c. UPT,

d. Pemerintah D aerah;

e. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
kehutanan ;

f. KPH setempat ;
Pokja P PS; dan/atau

h. unsur lain yang terkait.

Pasal 187
Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Pengelolaan  Perhutanan Sosial  yang pemberian
persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).
Dalam pelaksana an evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ay at (2), gubernur membentuk dan menugaskan tim

yang terdiri atas unsur :

a. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
kehutanan ;
b.  organisasi perangkat daerah terkait ;

UPT,;
KPH setempat ;
Pokja PPS ; dan/atau

unsur lain yang terkait.

-~ o o o

Pasal 188
Evaluasi sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 186 dan
Pasal 187 dilaksanakan terhadap:
a. pemegang Persetujuan Pengelolaan HD;
b. pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm ;
c. pemegang Persetujuan Pengelolaan HTR;
d. pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan ; dan

e. pemangku Hutan Adat.
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Evaluasi sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan untuk menilai:

a. pemenuhan hak;

b. pemenuhan kewajiban;

c. kepatuhan terhadap larangan ; dan

d. kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sed ikit 1 (satu) kal i dalam 5 (lima)

tahun.

Pasal 189

Evaluasi pada kegiatan  Pengelolaan Perhutanan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf d
meliputi aspek:
a. administrasi ;
b. ekologi;
c. sosial; dan
d. ekonomi .
Aspek a dministrasi sebagaimana  dimaksud pada ayat ( 1)
huruf a m eliputi:
a. ketersediaan dokumen legalitas berupa surat

keputusan dan peta;
b. ketersedian dokumen perencanaan kegiatan

Perhutanan Sosial ; dan
c. ketersediaan dokumen kegiatan.
Aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf b meliputi:
a. mempertahankan statu s dan fungsi kawasan hutan ;
b.  perbaikan tutupan lahan;
c. keanekaragaman hay ati terjaga atau meningkat, dan
d. perbaikan kondisi hidrologis.
Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf ¢ meliputi:
a. peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota;
b. penguatan kelembagaan yang akuntabel dan

transparan;

c. perubahan perilaku pengurus dan anggota;
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d. resolusi konflik ;

e. kesetaraan gender;

f. keterwakilan para pihak khususnya kelompok
perempuan, pemuda dan kaum mar;j inal;

g. kontribusi pemegang persetujuan terhadap
desa/ Masyarakat sekitar;

h. dukungan para pihak terhadap pelaksanaan
Perhutanan Sosial ; dan

I kegiatan inovatif dalam Pengelolaan Perhutanan
Sosial .

Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf d meliputi :

a. tata kelola sumber daya hutan;

b. tata kelola hasil h utan kayu;

C tata kelola hasil hutan bukan kayu;

d. tata kelola jasa lingkungan; dan /atau

e kapasitas untuk menggunakan sumber daya secara

efektif dan akses pada lembaga keuangan dan pasar

Pasal 190
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189
dilakukan dengan metode:
a. studilitera tur;
b. diskusi kelompok terfokus/ focus group discus sion;
dan
c. pemeriksaan lapangan .
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan t ahapan:
a. persiapan ;
b. pelaksanaan evaluasi ;
c. pengolahan dan analisis data ;
d. penyusunan berita acara ; dan
e. pelaporan .
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai bahan masukan untuk penetapan dan
penyempurnaan kebijakan Pengelolaan Perhutanan

Sosial .
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Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) disusun
dengan menggunakan kriteria dan indikato r sebagaimana
tercantum dalam lampiran ~ XXVIIl yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 191
Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186
ayat (3) dan Pasal 187 ayat (2) menuangkan hasil
evaluasi dalam bentuk berita acara untuk setiap unit
pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) menyampaikan
laporan hasil e valuasi kepada Menteri atau gubernur
sesuai kewenangan nya dengan tembusan kepada:
a. Menteri atau gubernur ;

b. bupati/ wali kota ;

Cc. organisasi perangkat daerah provinsi bidang
kehutanan ;
d. UPT,; dan

e. KPH setempat .

Penyampaian | aporan pelaksanaan evaluasi dapat
dilakukan secara manual atau elektronik .

Berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan me nggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Laporan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 3) disusun dengan me nggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.



2021, No.320

(1)

(2)

®3)

(4)

()

(1)

)

®3)

Dalam

-144 -

BAB VII
PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 192

kesejahteraan dan

perencanaan terpadu percepatan

akses legal,

Perhutanan Sosial

Perencanaan terpadu

rangka percepatan

Perhutanan Sosial untuk

kelestarian hutan disusun

persetujuan distri  busi

Pendamping an, dan pengembangan usaha

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang -undangan .

Menteri koordinator mem bentuk kelompok kerja nasiona

percepatan  Perhutan

an

Sosial u ntuk

membantu

percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan

Perhutanan Sosial tingkat nasional

Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan

peraturan perundang

-u

ndangan .

sesuai denga n ke tentuan

Menteri dapat membentuk tim sekretariat untuk

percepatan akses dan peningkatan kualitas

Perhutanan Sosial

Menteri

Perhutanan Sosial/

Pasal 193

meng embangkan wilayah terpad

peningkat an pembangunan ekonomi di desa

Pengembangan wilayah terpadu berbasis

Pengelolaan

sebagaimana dimaksud pa da ayat (3).

u berbasis

integrated area develo pment untuk

Perhutanan

Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara terintegrasi dan kolabor asi antar a Kementerian

Lingkungan Hidup

kementeria n/lembaga,

milik negara, akademisi, swasta, dan

dan Kehutanan

Pemerintah Daerah

dengan

, badan usaha

Masyarakat .

Kegiatan dalam pengembangan wilayah terpadu berbasis

Perhutanan Sosial

a.

perluasan  distribusi

Perhutanan Sosial

meliputi:

Persetujuan

Pengelolaan
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b. pengembangan usaha m eliputi:

1. penguatan kelembagaan;

2. Pemanfaatan Hutan ;

3. pengembangan kewirausahaan dan/atau
agroindustri;

4. pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
lainnya;

5. pengembangan usaha hasil hutan kayu dan
bukan kayu dengan pola agroforestry/ wana
tani, silvopastura / wana ternak,
silvofishery /wana mina dan
agrosilvopastura / wana tani ternak ; dan/atau

6. pengembangan usaha diutamakan tanaman
pokok kehutanan dan/atau Multi Purposes
Trees Species/ MPTS paling sed ikit 60 % (enam
puluh persen ).

C. penyediaan sarana dan prasarana ;

d. Pendamping an; dan/atau

e. pelatihan .

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pemegang Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial dapat melakukan kerja sama dengan
para pihak melalui pola kemitraan.

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
dapat membentuk koperasi untuk  meningkatkan
kelembagaan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada are al
pengembangan wilayah terpadu

Koperasi dapat memperoleh bantuan permodalan, kerja
sama pemasaran, Pendamping an dari
kementerian /lembaga, Pemerintah Dae rah, akademisi,
lembaga keuangan, dan/atau swasta.

Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
diberikan pembinaan oleh kementerian yang membidangi
koperasi , organisasi perangkat daerah provinsi bidang
koperasi, dan organisasi perangkat daerah

kabupa ten/kota bidang koperasi.



2021, No.320

(1)

(2)

®3)

(4)

()

-146 -

BAB VIl
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 194
Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 184, p emegang Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan  Sosial yang melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan
Pasal 95 dikenakan sanksi administratif.
Sanksi  administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda administrasi;
c. pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sosial ; dan/atau
d. pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutana n
Sosial .
Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada
pemegang Persetujuan Pengelolaan  Perhutanan Sosial
dalam hal tidak melaksanakan kewajiban dan/atau
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 sampai dengan Pasal 95.
Sanksi administratif ~ berupa denda administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan
kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sosial dalam hal tidak melaksanakan penatausahaan
hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan .
Sanksi a dministratif berupa pembekuan Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal
pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana

dim aksud pada ayat (3)
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Sanksi a dministratif berupa pencabutan  Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d dikena kan kepada pemegang
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal
pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun  sejak pembekuan Persetuju an  Pengelolaan
Perhutanan Sosial

Tata cara mengenai pengenaan sanksi administratif
dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan

perundang -undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 195
Pembiayaan Pengelolaan Perhutanan Sosial bersumber
dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja nega ra;
b. anggaran pen dapatan dan belanja daerah; dan/ atau
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah  Daerah kabupaten /kota, dan /atau para
pihak dapat memberikan insentif kepada pihak yang
dapat memul ihkan, mempertahankan, dan/atau
melestarikan h utan di dalam dan di  luar kawasan hutan
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diberikan  sesuai  dengan ketentuan peraturan

perundang -undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 196
Menteri membangun sistem inform asi Pengelolaan

Perhutanan Sosial yang terintegrasi secara elektronik.
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Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat data dan informasi yang transparan mengenai

perkembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk :

a. menyimpan database Pengelola an Perhutanan
Sosial,

b. memantau perkembangan Pengelolaan Perhutanan
Sosial;

c. membantu pengambilan keputusan; dan/atau

d. membantu sosialisasi hasil Perhutanan Sosial

kepada publik.

Pasal 197
Pengelolaan Perhut anan Sosial pada areal KHDPK di
Pulau Jawa diatur dengan Peraturan M enteri tersendiri.
Dalam melakukan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada
areal KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri membentuk unit pelaksana teknis.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 198

Pada saat P eraturan Menteri ini mulai berlaku

a.

HPHD, IUPHKm, IUPHHK -HTR, Pengakuan dan
Perlindungan Kemitraan kehutanan antara Masyarakat
dengan pengelola kawasan Hutan Konservasi, pengakuan
dan  perlindungan kemitraan  kehutanan antara
Masyarakat dengan pemega ng izin berusaha
Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan
penggunaan kawasan hutan, pengakuan dan
perlindungan  kemitraan kehutanan antara Masyarakat
dengan pengelola KHDTK, dan pengakuan dan
perlindungan  kemitraan kehutanan antara Masyarakat

dengan KPH yang sudah terbit, dinyatakan tetap berlaku
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sampai dengan hak pengelolaan atau izin berakhir dan
disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;

Penetapan status Hutan Adat yang sudah terbit sebelum
berlakunya Peraturan Menteri  ini dinyatakan tetap
berlaku ;

Permohonan HPHD, IUPHKm, IUPHHK -HTR dan
penetapan status Hutan Adat yang sedang dalam proses

dilanjutkan prosesnya  dan disesuaikan dengan Peraturan

Menteri ini;
Permohonan pengakuan dan perlindungan kemitraan
kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasa n

Hutan Konservasi , dan pengakuan dan perlindungan
kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan

pemegang izin berusaha Pemanfaatan Hutan yang sedang

dalam pr oses, dilanjutkan prosesnya dan disesuaikan
dengan Peraturan Menteri ini; dan
Permohonan pengak uan dan perlindungan kemitraan

kehutanan antara Masyarakat dengan KPH dan
pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan
antara Masyarakat dengan pengelola k awasan hutan
dengan tujuan khusus yang sedang dalam proses,

disesuaikan dengan Peraturan Menteri in i.

BAB XIi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 199

Pada saat Pera turan Menteri ini mulai berlaku

a.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/ MENHUT -
[1/2012 tentang Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201 2 Nomor 6 3);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016
tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
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c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P. 37//MENLHK/SETJE  N/KUM.1/7/2019 tentang
Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341) ;

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang
Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 491); da n

e. Peratura n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang
Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara R epublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 200
Peraturan Menteri  ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 1 April 2 021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2 021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPURBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN S0OSIAL

PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN

KOP SURAT

Mo
Lamp :
Hal : Permohonan Persetijuan Pengelolaan HD

Kepada Yith,
Menter] Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Saya yang I::l.-rt«u'].d‘l tangan di bawah ini:

Mama e T

Mo, Telp PPN

Jabatan }{x:lu,a LD/ Gabungan LD Ciae

‘-‘Icng:euuk,an prrmul'u:lnan F"trsctu_]usln Pengelolaan HD vang belokasi di :
Kecarmatan
Kabupaten
P‘rm‘insi
Luas e Ha
L-nml-c krg;l,at,a.n lu.-g;mtan

Scbagm bahan perimbangan, keami lampirkan dokumen-dokumen:

Daftar nama pengurus Lembaga Desa dan Penerima Manfaat (cetakan dan excel)
fotokopi KTP dan KK Pengurus Lembaga Desa

Gambaran umum wilayah

Peta usulan lokasi (cetakan dan shape file)

Pakta Integritas

5K Pembentukan Pengurus LD

Peraturan Desa

S

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

T

1. Gubernur ...
2. Bupati/Wali kota ...
3. Repala Dinas ......................
4. Kepala Balai PSKL Wilayah ...
3. Kepala KPH ...,
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B. CONTOH PERATURAN DESA

KOP SURAT

PERATURAN DESA ...
KECAMATAN e, KABUPATEN

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA DESA ...
SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DI DESA.....

REPALA DESA ...

Menimbang pae bahwa hutan negara i wilayah Desa . merupaken karunia Tuban
Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik agar
tetap lestari dan bermanfaat rerhadap kehidupan Masvarakoar;

b.  bahwa agar pengelolaan kawasan hutan tersebut dapat teraujud,
maka perlu di kelola oleh Masyvarakat de=sa....;
. bahwa agar pengelolaan hutan di desa ... dapat berjalan dengain
baik, maka perlu dibentuk Lembaga Desa Pengelola Hutan ...
d. bahwa untuk Pembentukan Lembaga Desa sehagai Pengelola Hutan
sesuai dengan butir ¢, maka dipandang perlu ditetapkan dengan
Peraturan Desa ..

Mengingat : a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
b, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangar;

¢, Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa;

d. Undeng-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daecrah;

e, Peraturan  Pemerintalh  Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan;

f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
..................................... Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

Denpan Persetujusan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..,
dan
KEPALA DESA _..

MEMUTUSKAN -

Menetaplat ¢ PERATURAN KEPALA DESA ... TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
DESA ... SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMLUM

Pengertian

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa int vang dimaksud dengan ;
1. Desa vang selanjutnva dengan nama setempat disebut . adalah ..
2, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagan unsur penvelenggara
pemerintaban desa;
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Kepala Desa adalah Kepala Desa ... Kecamatan ... . Kabupaten ... Provinsi ...;

Badan Permusvawaratan Desa adalah lembaga perwugudan demokrasi  dalam
penyelenggaraan pemeriniah desa;

Peraturan Desa vang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan
permusvawaraton dess,

Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan vang ditetapkan oleh
Hepala Desa vang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang lebih tingg;

Keputusan Kepala Desa adalabh keputusan vang dibuat oleh kepola desa vang bersifat
mengatur untuk melaksanakan hal-hal terteniu;

HKawasan Hutan adalah wilayah  tertentu yvang ditetapkan oleh Pemermtah untuk
dipertahankan keberadaannya sebaged Hutan Tetap,

Kawasan pengelola hutan sdalah wilavah pengelolaan hutan secara fungsi. pokok dan
peruntukannya vang dapat dikelola secara cfisien dan lestar.

Hutan Produks adalah Kewasan Hutan vang mempunval fungsi pokok memproduksi hasil
Hutamn.

Desa adalah kesatuan Masyvarakat hulkum vang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan Masvarakat  sctempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat vang dialou dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Wilavah Deza adalah wilayah pengelolaan sumber dava alam dengan susunan fungsi
sehagal tempat perckonomian/pemusatan  dan distribusi,. pusat jasa pemerintahan,
pelayanan sosial budava dan kegiatan ekonomi:

Hutan Desa adalah Kawasan Hutan yvang belum dibebamn izin, vang dikelola olch desa dan
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Areal Kerja Hutan Desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang perlu
dikelola oleh Lembaga Desa secara lestari;

Persetujuan Pengelolaan HD adalah akses legal vang diberikan oleh Menteri kepada
lembaga desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan
lindung dan/atau kawasan hutan produksi.

Perizinan berussha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah perizinan
berusaha yvang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam Hutan
Desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan
PEMASATAN

Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memantaatkan rang tumbuh sehingea
diperoleh manfaat lingkungan, manfaat soesial dan manfaat ekonomi secara optimal
dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatlkan dan mengusahakan
hasil Hutan berupa kayu dengan tidak meruzak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi
pokokinva

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan
tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemungutan Hasil Hutan Kayvu dan/atan Bukan Kavu adalah kegiatan untuk mengambil
hasil Hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kavua.

BAB 1T
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Lembaga Desa sebagad pengelola hutan i Desa,., dimaksudkan untuk
melakulkan pengelolaain hiutan desa pada kawasan hutan negara vang berfungs: sebagad
(Hutan Landung 7 Hutan Produbs) di desa ., secara adil den lestan sehingga dapat
memberikan Kesejahteraan bagl Masvarakatl desa dan sekaligus menjaga kelestaran
hutan,

Pembentukan Lembaga Desa.. sebagal pengelola hutan di Desac.. bertujuan untuk
menvusun rencana pengelolasn dan mengatur pelakssnaannya sehingga pemeanfoatan
areal kKerja hutan desa dapar memberikan manfaat bagl kehidupan Masyaralkat desa
secara adil dan berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian hutan,



155 2021, No.320

BAB 111
TATA CARA PEMBENTUKAN
LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAM

Pasal 3
(1) Dalam rangka peogelolaan Hutan Desa perlu dibentuk Lembags Desa vang selamjutnya
disebut Lembaga Desa .,
(2] Lembags Desa sebagaimans dimaksad avat (1) dibentuk atas prakaess Masyarakat Desa
s melalul musyawarah dan mufakar,

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
Susunan Organisast

Pasal 4

(1} Susunan organisasi Lembaga Desa ... Sebagai pengelola hutan di Desa .. terdiri dari
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Sekasi;

(2}  Kegiatan Lembaga Desa ..., Sebagai pengelola hutan di Desa sehaii-hari dilaksanakan
aleh Pengurus Lembaga Desa. ..., H

(3 Kepengurusan Lembaga Desa ... Sebagai pengelola hutan di Desa . ditetapkan dengan
Reputusan kepala Desa;

(4 Masa bakt pengurus Lembaga Desa .. sebagal pengelola hutan di Desa ..., selama
wol..o) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Svarat-Syvarat Pengurus

Pasal 5
Pengurus Lembaga Desa .., Sebagad pengelola hutan di Desa . darl para Komponen
Masyarakat antara lain pemuka adat, tekoh agama, pendidik, tokoeh pemuda dan wanita serta
unsur-unsur lain dalam Masyarakat dengan syvarat-syarat sebagai berilout :
a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Srctia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
c. Berkelakuan baik, juur, adil. cakap. berwibawa dan penuh pengabdian  kepada
Masvarakat
d. Sebagal penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa ...
e. Mempunyal kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama membangun desa melalui
pengelolaan hutan desa

Pasal o
Setelah masa bakil kepengurusan berakhir, maka dilaksanakan musyawarah dan mufakat

pemiliban kepenguruasan bara
Mama-nama calon terpiibh diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkon dengan Surat
Keputusan Kepala Desa.

1
2

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN

Bagian Pertama
Tugas Lembaga Desa Pengelola Hutan

Pasal 7

Lembaga Desa schagal pengelola hutan mempunyai tugas
Menguatkan Kelembagaan Pengelola Hutan Desa
Menyusun Bencana Kerja Perhutanan Sosial

Melakukan penandaan batas arcal kerja hutan desa
Melakukan pengembangan usaha hutan desa

Melakukan pengembangan kelembagasn usaha hutan desa

T

pan
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Melakukan perlindungan dan pengamanan areal kerja hutan desa
Membuat formulasi pengaturan Pembagian Hasil dan Manfast dard Pengelolaan Hutan

Diesa secara musyawarah mufakai

BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal &

Hubungen kerja antara Lembagas Desa sebagal pengelola hutan desa dengan Kepala Desa
bersifat Kemitraan, konsultatl dan keordinatif;

Dalam pelaksanaan tata kerja antara Lembaga Desa sebagal pengelola hutan desa dengan
Kepala Desa ditctapkan prinsip koordinast, integrasi dan smkronisasi.

Lembaga Desa pengelola hutan desa bertanpgpung jawab dan bertangpung pugat terhadap
Masyvarakat desa.

BADR VIL
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam rangka pengembangan Lembaga Pengelola Hutan Desa bersumber dari -
a anggaran pendapatan dan belanja desa [APB Desal

b. Swadava Masyaralkat
¢, Surnber lamn vang sah dan ddak mengikat

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa

BAE VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan terhadap Lembaga Desa pengelala hutan dilakukan oleh Pemeriniah Desa dan
Badan Permusyvawaratan Desa;

Pengawasan dilakukan oleh Masvarakat desa, pemerintah desa dan lembaga-lembaga
Desa lainnya.

BAB [X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ind mulad berlal sejak tanggal diundangkan agar dapat diketahui oleh Masvaraloat
Desa .. dan Peraturan Desa il vang penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten ...,

Ditetaplean di ;...
Pada Tanggal ...
Ketun Badan Permusyawaratan Desa ... Kepala Desa ...
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C, CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA
ROP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN .......... KABUPATEN L.
PROVINSL L,
MOMOR @
TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA DESA...
SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DI DESAL.....

KEPALA DESA ...

Mernimbang oo babwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Desa Nomor ... tentang

Pembentukon Lembaga Desa . sebagad pengelols hutan & Desa,
dalam rangka melaksanakan pengelolaan areal kerja Hutan Desa di
wilayah administrasi desa ... perlu dibentuk Susunan Pengurus
Lembaga Desa .. .. sehagal pengelola hutan di Desa..

b babhwa susunan pengurus  dimaksud pada batc b telah dapilib
melalui rapat warga yang diselenggarakan di ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b
diatas, perlu ditetapkan Susunan Pengurus Lembaga Desa... sebagai
pengelola hutan di Desa ... dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintabhan
Draerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan  Pemerintabh Nomor 23 tahun 2021 fentang
Penvelengearann Kehutanan;

Peraturan Menteri Linglungan Hidup dan Kehutanan Nomer ...
tentang Perhutanan Sosial;

Peraturan Desa ... Momeor ... tentang Pembentukan Lembaga Desa
..... sebagai Pengelala Hutan di Desa, ...

Mengingat

L

MEMUTUSKAN -

Menetapkan ¢ REPUTUSAN KEPALA DESA ... TENTANG BUSUNAN PENGUEUS
LEMBAGA DESA ... SEBAGA] PENGELOLA HUTAN DI DESA ...

KESATU ¢ Mengangkat Saudara yang nama-nama nya tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga [Desa ... sebagai
pengelola hutan di Desa......

KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Desa sebagaimana dimaksud dalam amar
KESATU adalah -

Menguatkan Kelembagaan Pengelola Hutan di Desa,,.,

Menyusun Rencana Kerja Perhutanan Sosial

Melakukan penandasn batas areal Kerja butan desa

Melakukan pengembangan usaha hiutan desa

Melakukan pengembangan kelembagaan hutan desa

Melakukan perhndungan dan pengamanan areal kerja hutan desa

Membuar formulasi pengaturan Pembagian Hasil dan Manfaat

dari Pengelolaan Hutan Desa secara musyawarah mufakat

®eapn T

KETIGA o Masa bakti Kepergurusan i selama selama ..., tahon,
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KEEMPAT ¢ Keputusan ind berlaku sejak tangeal ditetaplon

Ditetaplan di -
Pada Tanggal

Kepala Desa ...

Tembusan -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gubernur Provins ........

Bupati .........coee.

Pimpinan organisasi perangkat daerah vang membidangi kehutanan Kehutanan Provinsi

Pimpinan organisasi perangkat daerab yvang membidangs kehutanan Kehutanan Kab.,

o f

o

Kepala Balad Perhutanan Sosial dan Kemitrasn Lingkungan Wilayah ...
Camal ........

Yang bersangkutan

e o
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Lampiran ¢ Burat Kepuiusan Kepala Desa ...
Nomeor :
Tanggal
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA DESA
SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DESA
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Seksl bidang
I, Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Koordinator : :
Anggota 1.
2.
3.
Dist...
II. Seksi Pemanfaatan Huten dan Pengembangan Usabha
Koordinator :
Angpata ¢ 1,
2,
3.
Dist...
1. Seks Perlindungan dan Pengawasan
Koordinator :
Anggota 1.
2,
3.
Dist...
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0. CONTOH DAFTAR PENGURLUS DAN PENERIMA MANFAAT

DAFTAR NAMA PENGURUS DAN PENERIMA MANFAAT

LDV i
o N Mk | Hama Jdends Itesay | Kecamatan | Kabupaten | Provins) | Pekerjaan ket
(4 0 kelunin | Kelura
(L) han
A PENGLELUS
1.
2.
a.
=1,
B, PENERIMA MANFAAT LANGEUNG
1.
2
o
st
. PENERIMA MANFAKT TIDAK LANGSLING
1.
2.
do
=l

Catatan: dits! sesua KTP elektromk

Mengetahui
Kepala Desaj/ Lurab.oon.

Ttd dan cap basah
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E. CONTOH GAMBARAN UMUM LOKASI
GAMBARAN UMUM CALON LOKASI

1. Letak dan luas
. Dhesa
b, Kecamatan
r. Kabupsaten
d. DAS/Sub DAS
e, Luas
2. Batas-batas
. Sebelah Utarn
b Sebelah Selatan
Sebelah Barat
3. Status Kawasan
4, Kondisi fisik

a.  Tutupan lahan e e e e R et s e s
b Ketinggian 2 womsvessnma ensans b tiestie it dpl

o. Kelerengan D KESATAN i aniaaas o

d. Topografi dominan : datar / bergelombang/ berbuldt/ curam *)
e, Jenis tanaman yang dinsahaken Masyarakeat:

i

5. }(undm Sogial Elkonomi Desa
a. Jumlah Penduduk herdasarkan Jenis Kelamin
= Jumlah Penduduk
- Jumlah Laki-Laki
= Jumlah Perempuan
- Jumlah KK :
b. Jumlah Penduduk htrdasa:lran Mata Pencaharian
- Petami/ Buruh Tani
= PNB/TNI/Palri
- Pegawa Swasia
- Buruh
- Wiraswasta
- Pedagang
c. Sarana Frass.rana I(eaehatan
- Jumlah Dokter
- Jumlah Bidan
- Jumlah Puskesmas
d. Harana Prasarana Pendidikan
- Jumlah Ma.d:asah,.fpcamum:
= Jumlah SD/MI
- Jumlah SMP/Sederagat
= Jumlah SMU [/ Sederajat
e, Infrastrukiur Jalan
............................. - dst
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F. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Mama R
MIK N
Alamat L
Mo Telp,
Jabatan : Ketua LD/ Gabungan LD.....
Dalam rangka pengajuan permohonan Persetujuan Pengelolaan HD vang berlokasi di ;
Desa [
Kecamatan ...
Kabupaten ...
Provinsi
Luas HE i
MENYATAKAN

1. Nama-nama pengurus LD dan penerima manfaal adalab benar-benar Masyvarakat
Setempal sesus aturan yang berlaku,

2, LD ... mengskul den menghormat hak-hak pihak lan yveng telah melakukan
kegatan penggarapan dan atau pengelolaan dan ataw kegiatan lainnya pada calon
areal kerja Persetujuan Pengelolaan HD yang diajukan.

3, LD ... dalam permohonan Persenijuan Pengelolaan HD, menjamin tidak ada konflik
dengan pihak-pihak lain dan selalu mengutamakan proses-proses musyawarah dan
mafaleat,

4, Bertanggpung  jawab  terhadap  pengelolasn kawasan  hutan vang  dibenkan

Persetujuan Pengelolaan HD, dan tidak akan:

memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial:

mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

menebang pohon pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan

fungsi Hutan Lindung:

e menggunakan peralatan mekanis  pada areal  Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sesial dengan fungsi Hutan Lindang;

f.  membangun sarana dan prasarana vang mengubah bentang alam pada areal

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;

menvewakan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial,

menggunakan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sesial unmk kepeniingan

lain; dan

i. Terhadap areal kerja Persetujuan Pengelolaan HD yvang ferdapat tanaman sawit
Masvarakat, akan dilakukan Jangka Betah sesuai ketentuan yvang berlaku.

apop

e

Dremikian Pakta lntegritas i kami buat dengan sebenar-benariiva tanpa palksaan dasd
pihak manapun, dan apabila dikemudian har terdapat kekeliruan dan informasi yvang
tidak benar, kami bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum,

Ketua LD fGabungan

Tt dan cap basah
N wtas meterad 10,000,-
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LAMPIRAN I1

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA

FORMULIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HD
o (T O O P R o e S S L e S

A. Surat Permohonan
Nomor
Tanggal

B. Data Pemohon
Nama Lembaga Desa : ...
Nama Ketua A
No Telp/email 3 vavay
Nama Pendamping : ...
No Telp/Email Sy

C. Data Lokasi
Desa
Kecamatan 1 e
Kabupaten 3 exdas
Provinsi YO
Fungsi Kawasan 3bidas
Luas usulan !.....ha

D. Hasil Verifikasi Administrasi
No. Uraian (Y/T) Keterangan

1 | Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD diajukan
melalui surat yang ditandatangani oleh Kketua
Lembaga Desa diketahui kepala desa/lurah; atau
ketua gabungan Lembaga Desa diketahui oleh
para ketua Lembaga Desa dan para kepala
desa/lurah atau camat setempat.

2 | peraturan desa atau peraturan lainnya yang setara
tentang pembentukan Lembaga Desa secara
musyawarah, yang memuat pengaturan
pengelolaan hutan  desa  dengan  prinsip
pengelolaan  hutan  lestari dan  pengaturan
kontribusi sebagian keuntungan hasil dari
Pemanfaatan Hutan desa kepada kas desa untuk
kesejahteraan warga desa yaitu pendidikan,
keschatan, dan pengelolaan lingkungan hidup
desa

3 | keputusan kepala desa atau yvang setara tentang
susunan pengurus Lembaga Desa

4 | daftar nama pengurus Lembaga Desa dan
penerima manfaat yang diketahui oleh kepala desa
setempat atau yang setara dalam bentuk cetak dan
softfile format excel

5 | fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu
Keluarga Pengurus Lembaga Desa.
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No. Uraian (Y/T) Keterangan
5 | gambaran umum wilayah yang meliputi keadaan
fisik, sosial ekonomi, dan potensi kawasan

6 | pakta integritas bermeterai yang ditandatangani
oleh ketua Lembaga Desa atau ketua gabungan
Lembaga Desa dan diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah bersangkutan; dan

7 | peta usulan areal yang dimohon dengan skala
paling kecil 1:50.000 yang ditandatangani oleh
ketua Lembaga Desa atau ketua gabungan
Lembaga Desa dan diketahui oleh kepala KPH atau
ketua Pokja PPS dalam bentuk cetakan dan shape
file

E. Telaahan Peta Permohonan

Luas hasil perhitungan ulang secara spasial : ..., ha
No Dasar Peta Tematik Terbaru Hasil Telaahan

1 | Peta Kawasan hutan

(SK MenLHK no. ... tgl ...... )

2 | Peta izin Pemanfaatan Hutan atau Peta Persetujuan
Penggunaan Kawasan hutan

{SK MenLHK no. ..... tgl ...... )

3 | Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

(SK MenLHK no. ..... tgl ...... 1

4 | Peta Indikatf Penghentian Pemberian [zin Baru (PIPPIB)
(SK MenLHK no. ..... @gl...... )

5 | Peta Indikatif Alokasi Kawasan hutan untuk Penyediaan
Sumber TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (SK
MenLHK no. ..... gl )

6 | Peta Fungsi Ekosistern Gambut Nasional

(SK MenLHK no. ..... tgl ... )

7 | Data spasial penetapan wilayah KPH

(sumber: ..... )

8 | Data spasial Penutupan Lahan

(sumber: .....)

9. | Peta/Data Spasial ............ccoruneemnenen

(sumber: ........c.ococeunnnen. )

Peta Telaahan
Petugas penelaah - ...l

F. Catatan:

G. Kesimpulan:
Dokumen permohonan memenuhi syarat.
Dokumen permohonan tidak memenuhi syarat,
Mengetahui, Jakarta, ...

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN IIT

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS
PERMOHONAN PERSETUJUAN HUTAN DESA

A. CONTOH NASKAH BERITA ACARA
KOP SURAT

BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS
PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HD
DI DESA .... KECAMATAN ....KABUPATEN .... PROVINSI ....
NOmMOr @ .ooviiiiiiiiiiiciiiinnnns

, Kami yang bertanda tangan di bawah im:

st Jabatan
dalarm Tim

Nomor: .....c.ociviiies tanggal ..........
Nomor: i.viiviariiiaine tanggal ..........
Nomor: ...ccuiviiiain tanggal ..........

Telah melakukan verifikasi teknis selama ... (Laiais ) hari terhitung mulai tanggal ....... s.d

........ terhadap permohonan Persetujuan Pengelolaan HD oleh:

Nama

Jabatan

No. KTP

Alamat

No HP

Dengan hasil sebagai berikut :

A. Hasil verifikasi Pemohon Persetujuan Pengelolaan HD
Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dan cek personal pengurus Lembaga

Desa yang dilakukan di ..... vang dihadiri oleh ....., ....., ....., dan ....., didapatkan fakta,
data, dan informasi sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD nomor ..... tanggal ..... adalah

benar disampaikan oleh ketua LD/Gabungan LD*) ..... dan diketahui oleh kepala
Desa atas persetujuan anggota,

2. LD/Gabungan LD*) ... didirikan pada tahun ... atas prakarsa Masyarakat
berdasarkan dokumen ..... Nomor: ..... Tanggal ..... sebagaimana terlampir.

3. Hasil cek personal pengurus LD /Gabungan LD* ...,
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a) Pengurus LH vang hadir dan mengikuti proses verifikasi teknis sebanyak ...,
KK.
b} Pengurus LD, vang sudah melakukan penggarapan/pengelolaan di dalam areal
yang dimohon sebanyak .... KK,
¢} Pengurus LD dari professional kehutanan sebanyak ... KK
d} Pengurus LD yang merupakan tokoh masyarakat/Adat sebanyak ... KK
[} SN
) b
4. Hasil cek personal penerima manfaat langsung,
a) Penerima manfaat langsung vang hadir dan mengikuti proses verifikasi teknis
sebanyak ... KK.
b} Terdapat tambahan vang diajukan sebagai penerima manfaat langsung
sebanyak ... KK karena ......
¢] Penerima manfaat langsung yang menyatakan sudah melakukan
penggarapan / Pengelolaan di dalam areal yang dimohon sebanyak ... KK.
d) Sebanyak ..... KK penerima manfaat langsung berasal dari luar desa wilayah
areal yang dimohon. Terhadap KK tersebut telah dibuat surat keterangan
garapan dari Kepala desa ...../Kepala KPH ...

5. Hasil cek personal penerima manfaat tidak langsung.
a) Perwakilan penerima manfaat tidak langsung vang hadir dan mengikuti proses
verifikasi teknis sebanyak ..... KK.
b) Terdapat tambahan yvang diajukan sebagai penerima manfaat tidak langsung
sebanyak ... KK

6. Rencana kegiatan pemani:aatan kawasan hutan yang akan dilaksanakan oleh
LPHD/Gabungan?) .....:
a. Pemanfaatan Kawasan berupa: ..
b. Pemungutan Hasil Hutan Bukan quu berupa. ..... e pirernee "
¢. Pemanfaatan jasa lingkungan berupa: .

d. Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan l\.\vu, berupa. ..... S pigsaus , (Khusus
pada HP/HPK)
7. Kontak Person lapangan:
No. Nama Jabatan No HP/email
1 Ketua LD /Gabungan LD*) .....
2. Pemyuluh
3. KPH ...
dst Pendamping

B. Hasil Verifikasi Areal yang dimohon Persetujuan Pengelolaan HD

Berdasarkan desk analisis dan pemeriksaan lapangan, diperoleh fakta, data, dan

informasi sebagai berikut:

1. Letak Areal vang dnnohon
- Desa :
- Kecamatan
- Kabupaten
- DAS

2, Batas areal yang dimohon
- Sebelah Utara
- Secbelah Selatan:
- Sebelah Timur
- Sebelah Barat

3. Kondisi biofisik areal yang dimohon
- Formasi hutan : mangrove/gambut/monson/dataran rendah/pegunungan®)
- Tutupan lahan : semak belukar, ladang, kebun campuran, ....., ...y <0000, A8t
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-168 -
- Ketinggian S vnens = vvres meter di atas permukaan laut
- Kelerengan At s o
- Topografi datar/begelombang/ berbukit /curam /sangat curam®)
- Jenis Vegetasi ... S by ke wees P aaiey dst

4. Potensi kawasan areal yang dimohon
a. Pemanfaatan Kawasan berupa: ......, ....., ...
b. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa. .................
c. pemanfaatan jasa lingkungan berupa: ..... e rape o

d. Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, berupa. ............ (khusus pada
HP/HPK]}
5. Areal yang dimohon untuk semula * ... ha, luas sebenarnya berdasarkan

perhitungan ulang secara digital menggunakan datum spheroid ....., dengan proyeksi
..... dan sistem koordinat ...... adalah £ ... ha,

6, Hasil ecekan lapangan menggunakan GPS adalah sebagai berikut:

No Titik Koordinat Keter
" | Lintang ....... Bujur Timur i
1
2
3
4
| dst

7. Berdasarkan pengecckan lapangan sebagaimana hasil survey pada poin 5, luas Areal
yang dimohon semula ¥ ... ha (hasil perhitungan ulang) menjadi seluas + ... ha
bertambah/berkurang seluas * ... ha karena penyesuaian dengan batas
perizinan /batas alam/.....*).

8. Berdasarkan telaah Peta Kawasan hutan di Provinsi ... fterbaru} skala 1 : ...
(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: ...,
tanggal .....) Areal yang dimohon tersebut pada poin 7, berada pada kawasan hutan
Lindung seluas + ... ha, Hutan Produksi seluas ... ha, Hutan Konservasi seluas
C e ha, tubuh air seluas £ ... ha dan APL seluas & ..... ha.

9, Berdasarkan telaahan peta perizinan penggunaan dan Pemanfaatan Hutan, areal
vang dimohoen tersebut pada poin 7, tidak tumpang tindih /tumpang tindih*) dengan
perizinan penggunaan dan Pemanfaatan Hutan, seluas ..., ha.

10, Berdasarkan telaahan PIAPS (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor: ..... Tanggal
o), Areal yang dimohon tersebut pada poin 7, berada/tidak berada*) dalam areal
PIAPS seluas £ ..., ha

11.Berdasarkan telaahan Peta Indikatf Alokasi Kawasan hutan untuk Penyediaan
Sumber TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Lampiran Keputusan Menteri LHK
Nomor: ..... Tanggal ...}, Areal yang dimohon tersebut pada poin 7, tidak tumpang
tindih /tumpang tindih’ dengan areal Peta Indikatif Alokasi Kawasan hutan untuk
Penyediaan Sumber TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA seluas £ ..., ha. Areal yang
tumpang tindih dengan TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA tersebut telah/belum’/
dilakukan inventarisasi. (jka felah dilakukan kegiatan nventansasi, sebutkan
rekomendasi tim inventarnisasi untuk PS/Perubahan Batas/ ..Y dan sebutkan
rekomendasi pnya jika SDH ada).

12.Berdasarkan telaahan peta PIPPIB (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor: .....
Tanggal ..... ), Areal yang dimohon tersebut pada poin 7, tidak tumpang
tindih /tumpang tindih*) dengan areal PIPPIB seluas  ..... ha.

13.Berdasarkan telaahan peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional (Lampiran
kepumsan Menteri LHK No.: ..... Tanggal ..... ) Areal yvang dimohon tersebut pada
poin 7 tidak tumpang tindih/tumpang tindih*) dengan areal gambut seluas + ... ha.

14, Berdasarkan telaahan peta RPHJP KPH ..... , Areal yang dimohon tersebut pada poin
7. masuk/tidak masuk*) ke blok ..... seluas * ... ha; blok ..... seluas £ ... Ha
(tambakkan informasi kemungkinan mengokomodir areal yang dimohon ke bloking
KPH dengan peruntukan PS)

15, Berdasarkan telaahan peta tutupan lahan (.....) Areal yang dimohon tersebut pada
poin 7, terindikasi terdapat tutupan lahan hutan primer seluas seluas £, ha dan
tanaman kelapa sawit milik ..... seluas £..... ha
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16, Aksesibilitas Areal yang dimohon Persetujuan Pengelolaan HD,
b. Dari ..... (lbukota Provinsi) ke ... {Ibuikota Kabupaten) jarak tempuh £...., km,
waktu tempuh £, jam, kondisi jalan ..., dapal menggunakan kendaraan ...,
c. Dari ..... (lbukota Kabupaten) ke Desa ... jarak tempuh ... km. waktu tempuh
*..... jam, kondisi jalan ...... dapat menggunakan kendaraan .....

d. Dari Desa ...... Ke Areal yang dimohon Persetujuan Pengelolaan HD jarak tempuh
- SR km, waktu tempuh *... jam. kondisi jalan ... dapat menggunakan
kendaraan .....

C. Identifikasi Potensi Konflik **

E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil verifikasi teknis tersebut di atas, Permohonan Persetujuan
Pengelolaan HD ... dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, dengan
kesimpulan sebagai berikut:

1) Areal yang dimohon semula * ... Ha (luas sebenarnya hasil perhitungan ulang +..
ha) dapat diterima seluas ..... ha, berkurang seluas ... ha karena ..... a e i Svany :
dan bertambah seluas ... ha karcna ...............

2) Areal yang memenuhi persyaratan pada poin 1 berada pada areal gambut seluas +
..... ha; berada pada arcal PIPPIB seluas £ ... ha; dan

3) Terindikasi terdapat/tidak terdapat®) tutupm lahan sawit Masyarakat/perusahaan
dengan kondisi ... (diisi perkiraan luas, umur tanaman. pola tanam, dii).

Apabila kesimpulan tidak dapat dilanjutkan ketahapan berikutnya**}

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, Permohonan Persetujuan Pengelolaan HD
..... tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, karena:

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Nama Instanst Tanda Tangan

U 4 [
F OB S

*} pilih salah satu/sesuaikan
**) Apabila diperlukan
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B, CONTOH FORMAT HASIL VERIFIKASI TEKNIS PEMOHON (SUBJEK)

DAFTAR HASIL VERIFIKASI TEKNIS
PEMOHON PERSETUJUAN PENGELOLAAN HD

1. PENGURUS
Ro. Data Pengurus Hadir | Masyaraka | Pekerjan 1asil VeriNkas) Ket
Nama LiP | NIK No. Alamat YT | 1 Setempat n (Diterima)
KK {Y,/m Ditolak)
1 2 3 A a3 [ 7 & 9 10 1
L
2.
3.
dst
Perubaban Pengurs
1
2.
3,
st
2. PENERIMA MANFAAT LANGSUNG
No. Datn Penerimn Manfant Hadir | Penggamap | Pekerjoan Hasil Verifikasi Ket
N L/P | NIK No, Alamast (Y/T) | [Pengelols n (Diterimn/
KK ¥/ Ditolak)
1 2 3 1 3 [ 7 ] 9 10 11
1.
2,
2.
dst

Pr bahan Penerlma Manfa

st

3. PENERIMA MANFAAT TIDAK LANGSUNG

No. Dastn Penerima Manfat Hadir | Masvarak! | Pekerjon Hasil Verifikasi Ket.
Nama L/P | NIK No, Alamat {Y/T) | asetempat n [Diterimn/
KK {¥/m Ditolak)
1 2 3 1 o [ 7 8 9 10 11
|
2,
5.

i bahan Penerima Manfa

Daftar nama perubahan pengurus LD/Gabungan LD*)..... dan penambahan penerima
manfaat telah disepakati bersama berdasarkan hasil musyawarah Pengurus LD dan Kepala
Desa.

Mengetahui/Menyetujui -

Ketua LD /Gabungan ..... Kepala Desa .....
L S hai it ca e 53 Sonla oy ) (PR Shiaanaan PV

Tim Verifikasi Teknis
No, Nama Instansi Tanda Tangan
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C. CONTOH LAYOUT PETA HASIL VERIFIKASI TEKNIS AREAL YANG DIMOHON (OBJEK)

TEN R S TR

CEA  SLUAS I
WARIMATEM eI
S g 4 -
S b i 4 48

ol — e —
> b - —
B BC
( ned
¥ -{N'\'_/s—’l
7 [Q L

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



2021, No.320

-172 -

LAMPIRAN 1V

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN

KOP SURAT

............................................................

No
Lamp :
Hal  : Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm

Kepada Yth.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Saya yang benanda tangan di bawah ini;
Nama

No. Telp
Jabatan

Mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm yang belokasi di
DESRA: ™ T Aivirvirrissimisseve

Kecamatan | ....ceconvminmienns

Kabupaten ..o

Provinsi PSRRI RHE AR

DAS 4

Luas
Unrtuk kegmlan kcgalan

Ha

Sebagm bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen-dokumen:

Daftar nama anggota kelompok (cetakan dan excel) serta fotokopi KTP dan KK
Gambaran umum wilayah

Peta usulan lokasi (cetakan dan shape file)

Pakta Integritas

SK Pembentukan Kelompok/akta pendirian Koperasi

G

Demikian kami sampaikan, terima kasih,

Kepala Balai PSKL Wilayah ...,

T

1

2.

3. Kepala Dinas .......coccoicaiieaccaninies
3

5 Kepala KPH .......ccciiianaiiiai.
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B, CONTOH DAFTAR ANGGOTA PEMOHON

DAFTAR NAMA ANGGOTA
KELOMPOK/GAPOKTAN /KOPERASI ......oocciimiiininiin

No | Nomor | NI | Nam | Jenis | Desa/K | Kecamat | Kabupa | Provi | Pekerj Ket.

KK K a Kelami | eluraha an ten nsi aan
n{L/P) n

1.

2,

3.

4,

5.

6.

dst

Catatan: diisi sesuai KTP elektronik

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah/Camat.........cccoooveerieanns
Trd dan cap basah

C, CONTOH GAMBARAN UMUM LOKASI
GAMBARAN UMUM CALON LOKASI

1. Letak dan luas
a, Desa
b. Kecamatan
¢.  Kabupaten
d. DAS/Sub DAS
e. luas
2. Batas-batas
a. Sebelah Utara
b, Sebelah Selatan
¢, Sebelah Timur
d. Sebelah Barat
3. Status Kawasan
4. Kondisi fisik
Tutupan lahan
Ketinggian
Kelerengan
Topografi dominan dalar ! bergelombang/ berbukit/ curam *)
Jenis tanaman vang diusahakan Masyarakat:

spegy

a. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
- Jumlah Penduduk
= Jumlah Laki-Laki
= Jumlah Perempuan
- Jumlah KK
b, Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian
= Petani/Buruh Tani
- PNS/TNI/Polri
- Pegawai Swasta
=  Buruh
- Wiraswasta
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- Jumlah Madrasah/Pesantren
- Jumlah SD/MI
- Jumlah SMP/Sederajat
= Jumlah SMU /Sederajat
e. Infrastruktur Jalan

D. CONTOH PETA PERMOHONAN

e

1 T 8
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E, CONTOH PAKTA INTEGRITAS
KOP SURAT

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama Movo

NIK Has

Alamat Miuie

No Telp. iqess

Jabatan : Ketua Kelompok /gapoktan /koperasi ...,

Dalam rangka pengajuan permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm yang berlokasi di ;
Desa RS

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi M

Luas Savies ha

MENYATAKAN

1. Nama-nama anggota Kelompok/gapoktan/koperasi ..... calon pemegang Persetujuan
Pengelolaan HKm adalah benar-benar Masyarakal Setempat dan atau penggarap
yang berhak dan atau memenuhi syarat untuk mendapatkan Persetujuan
Pengelolaan HKm pada calon areal Kkerja Persetujuan Pengelolaan HKm yang
diajukan sesuai aturan vang berlaku,

2, Kelompok/gapoktan/koperasi ..., mengakui dan menghormati hak-hak pihak lain
yang telah melakukan kegiatan penggarapan dan atau pengelolaan dan atau
kegiatan lainnya pada calon areal kerja Persetujuan Pengelolaan HKm  yang

3. Kelompok/gapoktan/koperasi ... dalam permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm,
menjamin tidak ada konflik dengan pihak-pihak lain dan selalu mengutamakan
proses-proses musyawarah dan mufakat.

4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan hutan yang diberikan
Persetujuan Pengelolaan HKm, dan tidak akan:

a, memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

bh. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

c. mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

d. menebang pohon pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan
fungsi Hutan Lindung;

e. menggunakan peralatan mekanis pada areal Persetujuan Pengelolaan

Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;
f. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;
menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
menggunakan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kepentingan
lain; dan
i. Terhadap areal kerja Persetujuan Pengelolaan HKm yang terdapat tanaman sawit
Masyarakat, akan dilakukan Jangka Benah sesuai ketentuan yang berlaku,

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari
pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan informasi yang
tidak benar, kami bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum,

=

Ketua kelompok/ gapoktan / koperasi

................................

Ttd dan cap basah
Di atas meterai 10.000,-
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F. CONTOH KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KELOMPOK

KOP SURAT
KEPALA DESA ..ciivieiviiiinniionssniiany

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH ....cocivieennnn.
KECAMATAN .....ccccviannnns KABUPATEN/KOTA ...ccoiiieniiiiceanns
IO i masinasr mnd s 37 4o 6 Kdx s rpp 44 633 AR R4S

Tentang
PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN

Yang bertanda tangan i bawah ini, Kepala Desa/Lurah ... , Kecamatan .....,
Kabupaten/Kota ......, dengan memperhatikan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan
Kelompok Tani Hutan Tanggal ....., dengan ini kami menetapkan Kelompok Tani Hutan:

............................ (NAMA KTH)
Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten /Kota ...

Dengan susunan pengurus dan keanggotaan, sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini.

Demikian Surat Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan ini, agar diketahui
Kelompok Tani Hutan vang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait,

Tanggal.... Bulan..... ,20 .....
Kepala Desa/Lurah ......
Ted
Rpss: SRS
1. Camat
2. Arsip

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN V

2021, No.320

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

VERIFIKASI ADMINISTRASI

PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
FORMULIR VERIFIKASI ADMINISTRASI

PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HKm

[ (o0 T R ARG K ORI SN0 S LAY (OSSR
A. Surat Permohonan
Nomor L.
Tanggal s
B. Data Pemohon

Nama Kelompok

Nama Ketua 3 rupae

No Telp/email

Nama Pendamping ...

No Telp/Email et

Jumlah KK 3 ongas

C. Data Lokasi

Desa il

Kecamatan $iashay

Kabupaten (e

Provinsi 3 ibudas

Fungsi Kawasan 35avee

D. Hasil Verifikasi Administrasi

No. Urian (Y/T) Keterangan

1 | Permohonan  Persetujuan  Pengelolaan HKm
digjukan melalui surat yvang ditandatangani oleh:
ketua kelompok Masyarakat / kelompok
tani/kelompok tani hutan/ gabungan kelompok
tani hutan/koperasi.

2 | daftar nama pengurus dan anggota kelompok,
kelompok tani, kelompok tani hutan, gabungan
kelompok tami hutan, atau koperasi pemohon
Persetujuan Pengelolaan HKm yang diketahui oleh
kepala desa/lurah atau camat setempat, dengan
disertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan
Kartu Keluarga, dalam bentuk cetak dan softfile
format excel.

3 | gambaran umum wilayah, dapar berupa keadaan
fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan,

4 | peta usulan lokasi paling kecil skala 1:50.000 yang
ditandatangani  oleh  ketua kelompok, ketua
kelompok tani, ketua kelompok tami hutan, ketua
gabungan kelompok tani hutan, atau ketua
pengurus koperasi pemohon dan diketahui oleh
kepala KPH atau ketua Pokja PPS-berupa cetakan
dan shape file.

5 | pakta integritas bermeterai yang ditandatangani
oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani, ketua
kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok
tani  hutan, atau ketua pengurus Kkoperasi
pemohon.
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6 | surat pembentukan kelompok kelompok tani,
kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani
hutan, atau akta pendirian Koperasi.

E. Telaahan Peta Permohonan
Luas hasil perhitungan ulang secara spasial : ..... ha

No Dasar Peta Tematik Terbaru Hasil Telaahan

1 | Peta Kawasan hutan
(SK MenLHK no. ..... tgl ...... )

2 | Peta lzin Pemanfaatan Hutan atau Peta Persetuyjuan
Kawasan hutan
(SK MenLHK no. ..... tgl ... )

3 | Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
(SK MenLHK no. ..... tgl...... )

4 | Peta Indikatif Penghentian Pemberian [zin Baru (PIPPIB)
(SK MenLHK no. ..... tgl ...... )

5 | Peta Indikatif Alokasi Kawasan hutan untuk Penyediaan
Sumber TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (SK
MenLHK no. ..... tgl......)

6 | Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional
(SK MenLHK no. ..... tgl ... )

7 | Data spasial penetapan wilayah KPH

(sumber: .....)

8 | Data spasial Penutupan Lahan
(sumber: .....)

9, | Peta/Data Spasial ........cocovererrmrennan
(sumber: ...... e {3 s va sl oo )

Peta Telaahan

Petugas penelaah @ .................

F. Catatan

G. Kesimpulan:
Dokumen permohonan memenuhi syarat.
Dokumen permohonan tidak memenuhi syarat.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

trd.

SITI NURBAYA
LAMPIRAN VI
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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS
PERMOHONAN PERSETUJUAN HUTAN KEMASYARAKATAN

A. CONTOH NASKAH BERITA ACARA

KOP SURAT

BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS
PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HKm
KELOMPOK/GAPOKTAN/KOPERASI .....

DI KABUPATEN ....

Nomor ¢ L oiiliiiiiiuiiia

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... . Kami yang bertanda tangan di bawah

Jabatan

Nama Instansi dalain Tim

o =
ﬂmauw-— '3

Berdasarkan:

L. SURHL TR . ooy e mmriesoopmonsnssisenonnpmpmmsonsen Nomor: .......ccccuue.ee tanggal ..........
20 SO TR v i i se sy e s wae b Nomor: ........c.cc..... tanggal ..........
3. Surat TuBAS .....eveeeimnreraennensnrasernnenseas Nomor: ........c.ceeeee tanggal ..........

Telah melakukan verifikasi teknis selama ..... {......) hari terhitung mulai tanggal ....... s.d
....... , terhadap permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm oleh:

Nama
Jabatan
No. KTP
Alamat
No HP

Dengan hasil sebagai berikut :
A, Hasil Verifikasi Teknis Pemohon

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dan cek personal anggota pemohon

Persetujuan Pengelolaan HKm yang dilakukan di ..... vang dihadiri oleh ..., s reinis PR 2

dan ..., , didapatkan fakta, data, dan informasi sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm nomor ... tanggal ... adalah
benar disampaikan oleh ketua Kelompok/Gapoktan/Koperasi®) ..., dan diketahui
oleh kepala Desa atas persetujuan anggota

2. Kelompok/Gapoktan/Koperasi*) ... didirtkan pada tahun ... atas prakarsa
Masyarakat berdasarkan dokumen ..... Nomor: ... Tanggal ... sebagaimana
terlampir.
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Hasil cek personal anggota Kelompok/Gapoktan/Koeperasi®) ..., calon pemagang
Persetujuan Pengelolaan HKm sebanyak ... KK, sebagaimana terlampir, dengan
uraian sebagai berikut:

a)

bj

<)

dj

el

Anggota Pemohon Persetujuan Pengelolaan HKm yang terdaflar dalam dokumen
permohonan Perselujuan Pengelolaan HKm dan hadir dan mengikuti proses
verifikasi teknis sebanyak ... KK.

Terdapat tambahan yang diajukan sebagai anggota pemohon Persetujuan
Pengelolaan HKm sebanyak ... KK.

Dari sebanyak ..... KK anggota pemohon, yang menyatakan sudah melakukan
penggarapan di dalam areal vang dimohon Persetujuan Pengelolaan HKm
sebanvak ... KK.

Sebanyak ... KK anggota pemohon Persetujuan Pengelolaan HKm berasal dan
luar desa wilayah areal yang dimohon Persetujuan Pengelolaan HKm, Terhadap
KK tersebut telah dibuat surat keterangan garapan dari Ketua
Kelompok /Gapoktan /Koperasi*) ... dan diketahui oleh Kepala desa ...../Kepala
KPH ...

Schagian besar mata pencaharian anggota pemohon Persetujuan Pengelolaan
HKm adalah ..... dan ..... vang membutuhkan peningkatan perekonomian dan
kesejahteraan.

Rencana kegiatan pemanfaatan kawasan hutan yang akan dilaksanakan oleh
Kelompok/Gapoktan/Koperasi*) .....:

a)
b)
c)
d)

Pemanfaatan Kawasan berupa: ... ...... ...

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa: ..... SRS iN ey

Pemanfaatan jasa lingkungan berupa: ..., ..., ......

Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan kayu. berapa: oo g i
(khusus pada HP{ HPK}

Kontak Person lapangan:

No.

Nama Jabatan No HP/email

Ketua Kelompok/Gapoktan/Kop.*)

2.

3.

dst

B. Hasil Verifikasi Teknis Areal Yang Dimohon

Berdasarkan desk analisis dan pemeriksaan lapangan, diperoleh fakta, data dan
informasi sebagai berikut:

4.

Letak areal yvang dimohon

Desa DS e e LR T R b I e
Kecamatan . ams d  0ce s s s ek A A S S LA R A B A ARARAY
Kabupaten ... PR Re SR B M TR T B T 7
DAS Ly s R N AR VS A0 SRR AT P SR ERAS AT

Batas Areal vang dimohon

Sebelah ULAra | .o
Sebelah Selatan S irae i Ty e S U S (s s MR bR ) B e g 3 AT RO
Sebelah TImUr: oo iiciine
Sebhelah BRrat: i ian i sbs s mdanmacisisuassnten

Kondisi Biofisik Areal yang dimohon

Formasi hutan: mangrove /gambut/monson /dataran rendah /pegunungan®)

Tutupan lahan semak belukar, ladang, kebun campuran, ..., ..... TS dst
Ketinggian ¥ iadvia - s meter di atas permukaan laut

Kelerengan ! ...— ... Yo

Topografi dalar/ bcrgclombang /berbukit/curam/sangat curam®|
Jenis Vegetasi : | SeRvis assveysasassrsvons AR

Potensi kawasan areal yang d:mohon
a, Pemanfaatan Kawasan berupa: ... —
b, Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu bn-upa. aVp wdias
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¢, pemanfaatan jasa lingkungan berupa: ..., AP PRl
d. Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. berupa: ... ot vare . (khusus
pada HP/HPE)

5. Areal yang dimohon semula £ ..., ha, luas sebenarnya berdasarkan perhitungan
ulang secara digital menggunakan datum spheroid ..., dengan proyeksi ... dan
sistem koordinat ...... adalah = ,.... ha,

6. Hasil pengecekan lapangan menggunakan GPS adalah sebagai berikut:

: Titik Koordinat
B Lintang ....... Bujur Timur Keterang
1
2
3
4
dst

7. Berdasarkan pengecekan lapangan sebagaimana hasil survey pada poin 4, luas
Areal yang dimohon semula * ..., ha (hasil perhitungan ulang) menjadi seluas *
..... ha bertambah (berkurang seluas £ ... ha Karena penvesuaian batas garapan
Masyarakat/ penyvesuaian batas alam/.....*).

8. Berdasarkan telaah Peta Kawasan hutan di Provinsi ..... {ferbary) skala 1 : ...
(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: ..., s
tanggal ..... } Areal yang dimohon tersebut pada poin 7, berada pada kawasan
hutan Lindung seluas £ ... Ha, Hutan Produksi seluas £ ... ha, Hutan
Konservasi seluas * ... ha, tubuh air seluas £ ..., ha dan APL seluas £ ..., ha.

4. Berdasarkan telaahan peta perizinan penggunaan dan Pemanfaatan Hutan, areal
yang dimohon tersebut pada poin 7, tidak tumpang tindih/tumpang tindih*)
dengan perizinan penggunaan dan Pemanfaatan Hutan, seluas £ ... ha

10. Berdasarkan telaahan PIAPS (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor: .....
Tanggal ....). Areal vang dimohon tersebut pada poin 7, berada/tidak berada®)
dalam areal PIAPS seluas % ..... ha

11. Berdasarkan telashan peta Indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan
sumber TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Lampiran Keputusan Menteri LHK
Nomor: ..... Tanggal ...}, Areal yang dimohon tersebut pada poin 7, tidak tumpang
tindih /tumpang tindih*) dengan areal peta Indikatif alokasi kawasan hutan untuk
penyediaan sumber TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA seluas ... ha.

12, Berdasarkan telaahan peta PIPPIB (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor: ...
Tanggal ..... ), Areal vang dimohon tersebut pada poin 7, tidak tumpang
tindih /tumpang tindih*) dengan areal PIPPIB seluas £ ..., ha

13. Berdasarkan telaahan peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional (Lampiran
Kepu(usan Menteri LHK No ....... Tanggal ..... | Areal vang dimohon tersebut pada
poin 7 tidak tumpang tindih/tumpang tindih*) dengan areal gambut seluas £ ..,
ha.

14. Berdasarkan telaahan peta RPHJP KPH ... ., Areal vang dimohon tersebut pada
poin 7, masuk/tidak masuk*) ke blok ..... seluas % ..., ha; blok ..... seluas * ..., ha

15, Berdasarkan telaahan peta tutupan lahan (.....) Areal yang dimohon tersebut pada
poin 7, terindikasi terdapat tutupan lahan hutan primer seluas seluas ... ha
dan tanaman kelapa sawit milik _.... seluas*..... ha

16. Aksesibilitas Areal yang dimohon Persetujuan Pengelolaan HKm.
a. Dari ..... (lbukota Provinsi] ke ... (bukota Kabupaten) jarak tempuh f..... km,
waktu tempuh t..... jam, kondisi jalan ..... dapat menggunakan kendaraan .....
b. Dari ..... (ukota Kabupaten) ke Desa ...... jarak tempuh *..... km, waktu
tempuh t..... jam, kondisi jalan ...... dapat menggunakan kendaraan .....

¢. Dari Desa ,..... Ke Areal yang dimohon Persetujuan Pengelolaan HKm jarak
tempuh ... km, waktu tempuh *.... jam, kondisi jalan ..... dapat
menggunakan kendaraan .....

C. ldentifikasi Potensi Konflik **}
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Fakta, Data dan Informast Tambahan **)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil verifikasi teknis tersebut di atas. Permohonan Persetujuan
Pengelolaan HKm Kelompok/Gapoktan/Koperasi*) ..... dapat dipertimbangkan untuk
diproses lebih lanjut, sebagai berikut:

1) Anggota pemohon semula ..... KK dapat diterima sebanyak ..... KK (Laki-laki .....

orang: Perempuan ..... orang). berkurang sebanyak ..... KK karena: ...., ..., ... ; dan
bertambah scbanyak ..... KK karena ....., ..... ....

2) Areal yang dimohon semula ... Ha (luas sebenarnya hasil perhitungan ulang ...
ha) dapat diterima seluas ..... ha, berkurang seluas ..... ha karena ..... PRI ¥ ez 3
dan bertambah seluas ..... ha karena ..., ..., ....

3) Areal yang memenuhi persyaratan pada poin 2 berada pada areal gambut seluas *
..... ha; berada pada areal PIPPIB seluas £ ... ha; dan terindikasi terdapat/tidak
terdapat®) tutupan lahan sawit Masyarakat/perusahaan.

Apabila kesimpulan tidak dapat dilanjutkan ketahapan berikumya™}

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, Permohonan Persetujuan Pengelolaan
HKm Kelompok/Gapoktan/Koperasi®) ..... tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses
lebih lanjut, karena:

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

No, Nama Instansi Tanda Tangan

Dst.

1.
2
3.
4.
S

*) pilih salah satu/sesuatkan
**) Apabila diperlukan

B. CONTOH FORMAT HASIL VERIFIKASI TEKNIS SUBJEK PERSETUJUAN

DAFTAR HASIL VERIFIKAS] TEKNIS
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ANGGOTA PEMOHON PERSETUJUAN PENGELOLAAN HKm

Na. Data Personal Hadir | Penggarap | Pekerjan Hasil Verifikasi Ret,
Namwa | L/P | NIK | Noo [ Alamat | (¥/T) {v/m n (Biterima)
KK Ditolak)
1 2 3 il 5 [ 7 % 4 10 1
1,
2
3,
st
Tambatan
1.
2.
3,
dst
Jumlah pemohon awal e KK
Jumah yang ditolak sisiase KK
Jumlah yang diterima : e KK
Jumlah tambahan t e KK
Jumlah yang diterima + tambahan taci KK

Daftar nama perubahan anggota kelompok tani/gapoktan/koperasi®)..... telah disepakati
bersama berdasarkan hasil musyawarah anggota

Mengetahui/Menyerujui :
Ketua Kelompok tani/Gapoktan /Koperasi ..., Kepala Desa ...,

Dst.
*) pilih salah satu

C. CONTOH LAYOUT PETA HASIL VERIFIKASI TEKNIS OBJEK PERSETUJUAN
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN

KOP SURAT

No
Lamp :
Hal  : Permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR

Kepada Yth.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Saya yang bcrtanda tangan di bawah ini;
Nama

No. Telp
Jabatan

Desa

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen-dokumen:

Daftar nama anggota kelompok (cetakan dan excel) serta fotokopi KTP dan KK
Gambaran umum wilayah

Peta usulan lokasi (cetakan dan shape file)

Pakta Integritas

SK Pembentukan Kelompok/akta pendirian Koperasi

o b B o

Demikian kami sampaikan, terima kasih,

.....................................

15

2. Bupati/Wali Kota ......ccocciivinimmimmnmmnrennnn

3. Kepala Dinas ........ccoirvvevanmisininn

4. Kepala Balai PSKL Wilayah . ....cooovieiininanienn
5. Kepala KPH ......cccinmennnciaiinniion
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B, CONTOH DAFTAR ANGGOTA PEMOHON

DAFTAR NAMA ANGGOTA
KELOMPOK/GAPOKTAN /KOPERASI ....oooiiviiniimmmiiniiin eatde
No. | Nomor | NIK | Nama Jenis Desaf Kecama | Kabupat | Provi | Pekery Ket.
KK Kelamin tan en nsi aan
/P Kelurahan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dst
Catatan: disi sesuai KTP elektronuk
Mengetahui
Kepala Desa/Lurah/Camat.............ccoeevienen

Tid dan cap basah
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C, CONTOH GAMBARAN UMUM LOKASI
GAMBARAN UMUM CALON LOKASI

1. Letak dan luas
a.  Desa
b. Kecamatan
c.  Kabupaten
d. DAS/Sub DAS
e. Luas
2. Balas-batas
a. Sebelah Utara
b. Sebelah Selatan
¢. Sebelah Timur
d. Sebelah Barat
3. Status Kawasan
4. Kondisi fisik
Tutupan lahan
Ketinggian
Kelerengan

spnop

Jenis tanaman yang diusahakan Masyarakat:

..................................................................

..................................................................

5. Kondxsz Sosial Ekonomi Desa
a. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
= Jumlah Penduduk
- Jumlah Laki-Laki
= Jumlah Perempuan
- Jumlah KK
b. Jumlah Penduduk bcrdasarkan Mata Pencaharian
- Petani/Buruh Tani
= PNS/TNI/Polri
- Pegawai Swasta
-  Buruh
- Wiraswasta
- Pedagang
¢. Sarana Prasarana Kesehalan
- Jumlah Dokter
- Jumlah Bidan
- Jumlah Puskesmas
d. Sarana Prasarana Pendidikan
- Jumlah Madrasah/Pesantren
= Jumlah SD/MI
- Jumlah SMP/Sederajat
= Jumlah SMU/Sederajat
e, Infrastruktur Jalan

Topografi dominan : : datar / bergelombang / bcrbukn/ curam *|

2021, No.320
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D. CONTOH PETA PERMOHONAN
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E, CONTOH PAKTA INTEGRITAS
KOP SURAT

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama Movo

NIK Has

Alamat Miuie

No Telp. iqess

Jabatan : Ketua Kelompok /gapoktan /koperasi ...,

Dalam rangka pengajuan permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR yang berlokasi di ;
Desa e

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi (P

Luas R ha

MENYATAKAN

1. Nama-nama anggota Kelompok/gapokian/koperasi ..... calon pemegang Persetujuan
Pengelolaan HTR adalah benar-benar Masyvarakat Setempal dan atau penggarap yang
berhak dan atau memenuhi syarat untuk mendapatkan Persetujuan Pengelolaan
HTR pada calon areal Kerja Persetujuan Pengelolaan HTR yvang diajukan sesuai
aturan yvang berlaku,

2, Kelompok/gapoktan/koperasi ..., mengakui dan menghormati hak-hak pihak lain
yang telah melakukan kegiatan penggarapan dan atau pengelolaan dan atau
kegiatan lainnya pada calon areal kerja Persetujuan Pengelolaan HTR yang diajukan,

3. Kelompok/gapoktan/koperasi ..... dalam permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR,
menjamin tidak ada konflik dengan pihak-pihak lain dan selalu mengutamakan
proses-proses musyawarah dan mufakat.

4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan hutan vang diberikan
Persetujuan Pengelolaan HTR, dan tidak akan:

a. memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sesial;

b. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial:

¢. mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

d. menebang pohon pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan
fungsi Hutan Lindung;

e. menggunakan peralatan mekanis pada areal Persetujuan Pengelolaan

Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;

f. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi Hutan Lindung;

£. menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

h. menggunakan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kepentingan
lain; dan

i. Terhadap areal kerja Persetujuan Pengelolaan HTR yang terdapat tanaman sawit
Masvarakat, akan dilakukan Jangka Benah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku,

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari
pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan informasi yang
tidak benar, kami bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum,

Ketua kelompok/ gapoktan / koperasi

................................

Ttd dan cap basah
Di atas meterai 10.000,-
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F. CONTOH KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KELOMPOK

KOP SURAT
KEPALA DESA ..ciivieiviiiinniionssniiany

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH ....cocivieennnn.
KECAMATAN .....ccccviannnns KABUPATEN/KOTA ...ccoiiieniiiiceanns
IO i masinasr mnd s 37 4o 6 Kdx s rpp 44 633 AR R4S

Tentang
PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN

Yang bertanda tangan i bawah ini, Kepala Desa/Lurah ... , Kecamatan .....,
Kabupaten/Kota ......, dengan memperhatikan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan
Kelompok Tani Hutan Tanggal ....., dengan ini kami menetapkan Kelompok Tani Hutan:

............................ (NAMA KTH)
Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten /Kota ...

Dengan susunan pengurus dan keanggotaan, sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini.

Demikian Surat Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan ini, agar diketahui
Kelompok Tani Hutan vang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait,

Tanggal.... Bulan..... ,20 .....
Kepala Desa/Lurah ......
Ted
Rpss: SRS
1. Camat
2. Arsip

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN VIII
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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

VERIFIKASI ADMINISTRASI

PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

DR OREIONSS ¢ sernn trintdnngabs s nesed ddapynisniasits subd sohadds bl s heotdstinars
A. Surat Permohonan
Nomor S
Tanggal Aoonyee

FORMULIR VERIFIKASI ADMINISTRASI

PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HTR

B. Data Pemohon
Nama Kelompok
Nama Ketua STEA
No Telp/email 3 ruive
Nama Pendamping
No Telp/Email - SR
Jumlah KK RN
C. Data Lokasi

Desa

Kecamatan S
Kabupaten EAO
Provinsi :

Fungsi Kawasan
Luas usulan

‘oo ha

D. Hasil Verifikasi Administrasi

No.

Urian

(Y/T)

Keterangan

1

Permohonan  Persetujuan  Pengelolaan HTR
diajukan melalui surat yang ditandatangani oleh:
ketua kelompok Masyarakat / kelompok
tani/kelompok tani hutan/ gabungan kelompok
tani hutan /koperasi.

daftar nama pengurus dan anggota kelompok,
kelompok tani, kelompok tani hutan, gabungan
kelompok tani hutan, atau koperasi pemohon
Persetujuan Pengelolaan HTR yang diketahui oleh
kepala desa/lurah atau camat setempat, dengan
disertakan fotokopt Kartu Tanda Penduduk dan
Kartu Keluarga. dalam bentuk cetak dan softfile
format excel.

3 | gambaran umum wilayah, dapat berupa keadaan
fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi
kawasan,

4 | peta usulan lokasi paling kecil skala 1:50.000 yang

ditandatangani oleh ketua kelompok, ketua
kelompok tani, ketua kelompok tani hutan, ketua
gabungan kelompok tani hutan, atau ketua
pengurus koperasi pemohon dan diketahui oleh
kepala KPH atau ketua Pokja PPS berupa cetakan
dan shape file,
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5 | pakta integritas bermeterai yang ditandatangani
oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani, ketua
kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok
tani hutan, atau ketua pengurus koperasi
pemohon.

6 | surat pembentukan Kelompok kelompok tani,
kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani
hutan, atau akta pendirian Koperasi,

E. Telaahan Peta Permohonan
Luas hasil perhitungan ulang secara spasial : ..... ha

No Dasar Peta Tematik Terbaru Hasil Telaahan

1 | Peta Kawasan hutan
(SK MenLHK no. ..... gl ]

2 | Peta Izin Pemanfaatan Hutan atau Peta Persetujuan
Penggunaan Kawasan hutan
(SK MenLHK no. ..... tgl ...... |

3 | Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
(SK MenLHK no. ... tgl ...... )

4 | Peta Indikatif Penghentian Pemberian [zin Baru (PIPPIB)
(SK MenLHK no. ... tgl ......

5 | Peta Indikatif Alokasi Kawasan hutan untuk Penyediaan
Sumber TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (SK
MenLHK no. ..... tgl...... )

6 | Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional
(SK MenLHK no. ..... tgl ...... )

7 | Data spasial penetapan wilayah KPH
(sumber: ..... ]

8  Data spasial Penutupan Lahan
(sumber: ..... )

9. | Peta/Data Spasial ..........ccocuvuiecuean.

Peta Telaahan

Petugas penelaah ...

F. Catatan:

G. Kesimpulan:
Dokumen permohonan memenuhi svarat.
Dokumen permohonan tidak memenuhi syarat,

.............................................................................

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS
PERMOHONAN PERSETUJUAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

A. CONTOH NASKAH BERITA ACARA

KOP SURAT

BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS
PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HTR
KELOMPOK/GAPOKTAN/KOPERASI .....

DI KABUPATEN ....

NOMIOL ¢ oS iiiviviinvatoarass

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... . Kami yang bertanda tangan di bawah
ini:

Jabatan

Nama Instansi dalam Tim

U —
Foswe- =

Berdasarkan:
1. Suratl TUZAS ..ovvvvreviieniaiiinminaermninn. NOmMor: ..o, tanggal ..........
2. Surat TUZAS ...cveevvervemrrarrenarannarsimrnsssra NOMOL: 1.iverinriinan tanggal ..........

Telah melakukan verifikasi teknis selama ... {...-..) hari terhitung mulai tanggal ......, s.d
....... , terhadap permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR oleh:

Nama Ty R P DA () S

Jabatan : Ketua Kelompok /Gapoktan /Koperasi®) ...,
N R P 3 e i T i ava D nnsad i vesaabas vanasnaravise

Dengan hasil sebagai berikut -
A Hasil Verifikasi Teknis Pemohon

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dan cek personal anggota pemohon

Persetujuan Pengelolaan HTR yang dilakukan di ..., yang dihadiri oleh ..., ..y vaiesy

dan ..., didapatkan fakta, data. dan informasi sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Persetuyjuan Pengelolaan HTR nomor ... tanggal ..... adalah
benar disampaikan oleh ketua Kelompok/Gapoktan/Koperasi*) ... dan diketahui
oleh kepala Desa atas persetujuan anggota.
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Kelompok /Gapoktan /Koperasi*) ... didirikan pada tahun ... atas prakarsa
Masyarakat berdasarkan dokumen ... Nomor: ..... Tanggal ... sebagaimana
terlampir,
Hasil cek personal anggota Kelompok/Gapoktan/Koperasit) ..... calon pemagang

Persetujuan Pengelolaan HTR sebanyak ... KK, sebagaimana terlampir, dengan

uraian sebagai berikut:

a) Anggota Pemohon Persetujuan Pengelolaan HTR yang terdaftar dalam dokumen
permohonan Persetuyjuan Pengelolaan HTR dan hadir dan mengikuti proses
verifikasi teknis sebanyak ... KK.

b} Terdapat tambahan yang diajukan sebagal anggota pemohon Persetujuan
Pengelolaan HTR sebanyak ... KK,

¢} Dari sebanyak ..... KK anggota pemohon. yang menyatakan sudah melakukan
penggarapan di dalam areal yang dimohon Persetujuan Pengelolaan HTR
sebanyak ... KK.

d) Sebanyak ..... KK anggota pemohon Persetujuan Pengelolaan HTR berasal dari
luar desa wilayah areal yang dimohon Persetujuan Pengelolaan HTR. Terhadap
KK tersebut telah dibuat surat keterangan garapan dari  Ketua
Kelompok /Gapoktan / Koperasi*) ..... dan diketahui oleh Kepala desa ... [ Kepala
KPH .

o Scbagmn besar mata pencaharian anggota pemohon Persetujuan Pengelolaan
HTR adalah ..... dan ..... yang membutuhkan peningkatan perekonomian dan
kesejahteraan.

Rencana kegiatan pemanfaatan kawasan hutan yang akan dilaksanakan oleh

Kelompok/Gapoktan /Koperasi®) ...

a. Pemanfaatan Kawasan berupa: ..

e. Pemungutan Hasil Hutan Bukan l\ayu berupa. ..... — T .

f. Pemanfaatan jasa lingkungan berupa: ..., ....., ...

g. Pemungutan dan Pemanfaatan Hasd Hutan Kavu. berupa ..... — . «

Kontak Person lapangan:
No. Nama Jabatan No HP/email
) Ketua Kelompok /Gapoktan/Kop.*)
2 Penyuluh
3 KPH .....
dst Pendamping

Hasil Verifikasi Teknis Areal Yang Dimohon

Berdasarkan desk analisis dan pemeriksaan lapangan, diperoleh fakta, data dan
informasi sebagai berikut:

1.

Letak areal yang dimohon

Kondisi Biofisik Areal yang dimohon:
Formasi hutan : mangrove /gambut/monson/dataran rendah /pegunungan®)

Tutupan lahan : semak belukar, ladang, kebun campuran, ..... A prE , dst
Ketinggian ¥ eaved T meter di atas permukaan laut

Kelerengan $ ikl Yo

Topografi datar/bergelombang/berbnht/curam/sangat curam®*)
Jenis Vegetasi @ ... SRS BRI g Jnnsen & dao , dst

Potensi kawasan Areal yang dimohon



-195 -

a.  Pemanfaatan Kawasan berupa: ... R AN

b.  Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa: ..., ... P

c¢.  pemanfaatan jasa lingkungan berupa: ..., .oy vy

d. Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, berupa: ... paaieg

Areal yang dimohon semula £ ..., ha, luas sebenarnya berdasarkan perhitungan
ulang secara digital menggunakan datum spheroid ...... dengan proyeksi ... dan
sistem koordinat ...... adalah * ... ha.

Hasil pengecekan lapangan menggunakan GPS adalah sebagai berikut:

N Titik Koordinat
0.

Keterangan

Lintang ....... Bujur Timur
1

2

3

3

Dst

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Berdasarkan pengecekan lapangan sebagaimana hasil survey pada poin 4, luas
Areal yang dimohon semula £ ..., ha (hasil perhitungan ulang) menjadi seluas *
..... ha bertambah /berkurang seluas t ..... ha karena penyesuaian batas garapan
Masyarakat/ penvesuaian batas alam/.....*).

Berdasarkan telaah Peta Kawasan hutan di Provinsi ... frterbaru) skala 1 : ...
(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: ..., "
tanggal ..... } Areal yang dimohon tersebut pada poin 7, berada pada kawasan
hutan Lindung seluas * ... Ha, Hutan Produksi seluas £ ... ha, Hutan
Konservasi seluas £ ..., ha, tubuh air seluas £ .., ha dan APL seluas £ .., ha.

Berdasarkan telaahan peta perizinan penggunaan dan Pemanfaatan Hutan, areal
yang dimohon tersebut pada poin 7, tidak tumpang tindih/tumpang tindih*)
dengan perizinan penggunaan dan Pemanfaatan Hutan, seluas = ... ha

Berdasarkan telaahan PIAPS (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor: .....
Tanggal ....), Areal yang dimohon tersebut pada poin 7, beradajtidak berada*)
dalam areal PIAPS seluas + ... ha

Berdasarkan telaahan peta Indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan
sumber TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Lampiran Keputusan Menteri LHK
Nomor: ..... Tanggal ....). Areal yang dimohon tersebut pada poin 7, tidak tumpang
tindih /tumpang tindih*) dengan areal peta Indikatif alokasi kawasan hutan untuk
penyediaan sumber TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA seluas £ ... ha.

Berdasarkan telaahan peta PIPPIB (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor: .....

Tanggal ... ), Areal vang dimohon tersebut pada poin 7, tidak tumpang
tindih /tumpang tindih*) dengan areal PIPPIB seluas * ..., ha.

Berdasarkan telaahan peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi (Lampiran
Keputusan Menteri LHK Nomor; ... Tanggal ..... ), Areal yang dimohon tersebut
pada poin 7, diarahkan untuk..,, seluas £ .., ha.

Berdasarkan telaahan peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional (Lampiran
Keputusan Menteri LHK No.: ..... Tanggal .....) Areal vang dimohon tersebut pada
poin 7 tidak tumpang tindih/tumpang tindih®) dengan areal gambut seluas £ ..,
ha.

Berdasarkan telaahan peta RPHJP KPH ....., Areal yvang dimohon tersebut pada
poin 7, masuk/tidak masuk*) ke blok ..... seluas t ..., ha: blok ..... seluast ... ha

Berdasarkan telashan peta tutupan lahan (.....) Areal yang dimohon tersebut pada
poin 7, terindikasi terdapat tutupan lahan hutan primer seluas seluas %..... ha
dan tanaman kelapa sawit milik ..... seluas t..... ha

Aksesibilitas Areal yang dimohon Persetujuan Pengelolaan HTR,
Dari ..., {ukota Provinsi) ke ..... (Ibukota Kabupaten) jarak tempuh £..... km,
waktu tempuh %..... jam, kondisi jalan ..... dapat menggunakan kendaraan .....
Dari ..... {bukota Kabupaten) ke Desa ...... jarak tempuh %, km, wakt tempuh
*...., jam, kondisi jalan ...... dapat menggunakan kendaraan ...
Dari Desa ...... Ke Areal yang dimohon Persetujuan Pengelolaan HTR jarak
tempuh %, km, waktu tempuh %, jam, Kkondisi jalan .... dapat

2021, No.320
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Identifikasi Potens: Konflik **

Iy s
Q) cieesiiensin

Fakta, Data dan Informasi Tambahan **)
I} Renireasaineyacive

2 Eapsisbsermsseissees

Kesimpulan

Berdasarkan hasil verifikasi teknis tersebut di atas, Permochonan Perserujuan
Pengelolaan HTR Kelompok/Gapoktan/Koperasi®) ..., dapat dipertimbangkan untuk

diproses lebih lanjut, sebagai berikut:

1) Anggota pemohon semula ... KK dapat diterima sebanyak ..., KK (Laki-laki .....
orang: Perempuan ..... orang), berkurang sebanyak ..... KK karena: ..., ..., ... ; dan
bertambah sebanvak ..., KK karena ..., ooy oo

2) Areal yang dimohon semula £ ... Ha (luas sebenamya hasil perhitungan ulang +...
ha) dapat diterima seluas ..... ha, berkurang seluas ... ha karena ..... g3 iidap i pnas .
dan bertambah seluas ... ha karena ... vo.o0 oo

3) Areal yang memenuhi persyaratan pada poin 2 berada pada areal gambut seluas +
..... ha; berada pada areal PIPPIB seluas £ ..... ha; dan terindikasi terdapat/tidak
terdapat®) tutupan lahan sawit Masyarakat/perusahaan.

Apabila kesimpulan tidak dapat dilarnjutkan ketahapan berikutnya**

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, Permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR
Kelompok/Gapoktan/ Koperasi*) ..... tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih
lanjut, karena:

...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya,

No. Nama Instansi Tanda Tangan

ol

Dst.

*) pilih salah satu/sesuaikan
**) Apabhila diperiukan

B. CONTOH FORMAT HASIL VERIFIKAS] TEKNIS SUBYEK PERMOHONAN

DAFTAR HASIL VERIFIKASI TEKNIS
ANGGOTA PEMOHON PERSETUJUAN PENGELOLAAN HTR
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No. Data Persenil Hadir | Penggar | Pekerjan | Hasil Verifkasi | let.
Nona L) | NIK No. Alasnt Y/m ap n (Diterimay
P KK w/m Ditakak)
1 2 a 4 B o 7 5 “ 10 i1
l '
-ll
S,
Fi
Tambahan
) R
'ha
3
B
mohon awal
Jumlah pemohon awal $-aeais KK
Jumlah yang ditolak Tansiy KK
Jumlah yang diterima Suusie KK
Jumlah tambahan Y KK
Jumlah yang diterima + tambahan - ..... KK
Daftar nama perubahan anggota kelompok tani/gapoktan /koperasi*)..... telah
disepakati bersama berdasarkan hasil musyawarah anggota
Mengetahui/ Menyetujui ;
Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Koperasi ..... Kepala Desa ...
(oo cmemes srsmss s ) (s e prmrm TR )
Tim Verifikasi Teknis
No. Nama Instansi Tanda Tangan
1.
2
3.
4.
5.
Dst.
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C., CONTOH LAYOUT PETA HASIL

-198 -

VERIFIKASI

TEKNIS OBJEK PERSETUJUAN

PETA A SR ST BAV S
PR AN YR ST PTG, CUAMA TR
-

.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ted.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA:

NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN
ANTARA

KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANT ..o
DENGAN

PENGELOLA HUTAN BUMN BIDANG KEHUTANAN/ PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA
PEMANFAATAN HUTAN ...,

l\ab/ Kota.........
Nama
Alamat
Jabatan
Dalam hal ini berundak untuk dan atas nama Pengelola Hutan BUMN Bidang Kehutanan/
Pemegang Pcrmnan Berusaha Pemanfaatan Hutan ............ vang beralamat di :

2. Nama

Jabatan :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani......... (diisi dengan nama
kelompol: tani) yang beralamat di :

Selanjutnya dxsebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan PARA
PIHAK, sepakat untuk mengadakan perjanjian Kemitraan Kehutanan dengan ketentuan
sebagai berikut :

Pasal 1
Latar Belakang
(1) Kondisi umum pengelola hutan BUMN bidang kehutanan atau pemegang
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan meliputi bidang usaha dan luas areal
kerja.
(2) Kondisi umum Masyarakat setempat, meliputi jumlah Kepala Keluarga dan
tingkat kKetergantungan terhadap hutan.
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Pasal 2
Lokasi Kegiatan
(1) Nama kampung, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
(2) Informasi batas areal kerja pengelola hutan BUMN bidang kehutanan atau
pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan batas lokasi kemitraan.
1) R Gl R e R B e R kN

Pasal 3
Rencana Kegiatan
(1) _Rencana Jangka Pendek

No Kegiatan

Waktu
Jan Feb Des

{2)_Rencana Jangka Panjang
No Kegiatan Tahun

| | pengembangan kelembagaan
2 | pengembangan ckonomi
o B ey

Pasal 4
Objek Kegiatan

{1) Membangun hutan tanaman kayu atau hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan
penyiapan lahan. persemaian, pembibitan, penanaman, pengadaan sarana
produksi, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, distribusi dan pemasaran;
atau

{2) Membangun jasa lingkungan hutan seperti ekowisata, jasa tata air dan
keanekaragaman hayati.

Pasal 5
Hak Dan Kewajiban Para Pihak

(disepakati oleh para pihak termasuk kewajiban pembayaran penenmaan negara
bukan pajak dari kegiatan kemitraan antara pengelola hutan BUMN bidang
kehutanan atau pemegang Penzinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam kawasan
hutan, dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan),

Pasal 6
Pembiayaan dan Bagi Hasil

Pasal 7
Jangka Waktu
(1) Jangka waktu ditentukan selama ....... Tahun (selama jangka waktu pemegang
persetujuan atau berdasarkan kesepakatan bersama)
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dimonitor setiap tahun
dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sebagai dasar pembinaan
Kemitraan kehutanan oleh Direktur Jenderal,

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 9
Sanksi Pelanggaran
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(menerangkan jenis sanksi, pihak yang memberikan sanksi, prosedur pelaksanaan
sanksi; dan bentuk sanksi dapat berupa denda, ganti rugt atau dithentikan atau
dipulusnya perjanpan Kerja sama yang disepakati bersama),

Pasal 10
Penutup

.......................................................................................................

(tempat, tgl/bin/tahun)
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

.....................................................................................

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN

KOP SURAT

............................................................

1.

No
Lamp
Hal

2,
3.
3.

Kepada Yth,
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

; Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan

Saya yang bcrtanda tangan di bawah ini;
Nama

No. Telp
Jabatan

Mengajukan permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan mitra
Nama kelompok: ......cooevvninnns

Nama Ketua .
No. telp

yang belokast d1
Desa

........................

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen-dokumen:

Naskah Kesepakatan Kerja sama

Peta areal

kerja sama {cetakan dan shape file)

Daftar anggota mitra
Fotokopi KTP dan KK anggota mitra

Demikian kami sampatkan, terima kasth,

Bupati/Wali kota ...
Kepala Dinas ....................

Kepala KPH ......ccooviimmmcciiniinnnnan
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C, CONTOH DAFTAR ANGGOTA MITRA
DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA MITRA

KETHYGAPOKTAN: 1o veaisaisonssvsoosssanavassssbsnnssassnsas
No. Nomor KNIk | Nam Jenks DesafKel | Kecamata | kabupate | Provin | Pekerjaa | Luss {Ha)
KK “ lielamin urahan n n sl 1
./7)
1.
2.
&
.
dst.
Jumlaly -
Catatan: diisi sesuai KTP elektronik
Kepala Desa/lurah
Tid dan cap basah

.................................................

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XII

2021, No.320

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

VERIFIKASI ADMINISTRASI

PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

FORMULIR VERIFIKAS]I ADMINISTRASI

PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN
O O e s L L R SR AT s

A. Surat Permohonan
Nomor SRR

Tanggal $ s msnaserssnsnan

B. Data Pemohon dan Mitra
Pengelola Hutan/ RN AV G PN PN
Pemegang Izin
Nama Kelompok 3 RN R

Mitra

Nama Ketua
No. KTP/NIK
No. HP
Alamat
Jumlah KK

C. Data Lokasi

Desa/Kel.
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Luas

D. Hasil Verifikasi Administrasi

No.

Urian

(Y/T)

Keterangan

1

Permohonan  Persetujuan Kemitraan Kehutanan
diajukan melalui surat oleh badan usaha milik negara
bidang kehutanan yang mengelola kawasan hutan atau
pemegang perizinan berusaha kawasan hutan

Naskah Kesepakatan Kerja sama

Peta areal vang dimohon untuk Persetujuan Kemitraan
Kehutanan yang ditandatangani Kedua belah pihak
dalam bentuk cetak dan format shape;

Daftar pengurus dan anggota kelompok tani hutan, dan
gabungan kelompok tani hutan yang memuat nama.
jenis kelamin (L/P), NIK sesuai KTP, nomor KK
pekerjaan dan alamat yang ditandatangani oleh Kepala
Desa dalam bentuk cetak dan softfile format excel;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
atau dalam bentuk pdf




2021, No.320 206~

E, Catatan:

H. Kesmmpulan:
Dokumen permohonan memenuhi syarat.
Dokumen permohonan tidak memenuhi syarat.

.............................................................................

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS
PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

A. CONTOH NASKAH BERITA ACARA
KOP SURAT

BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS
PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

KTH/GAPOKTAN .....
DI KABUPATEN ....
NOIMOE'S. Sviiaiiivassaanisasassnnara
Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun ..., Kami yang bertanda tangan di bawah
. Jabatan
No. Nama Instansi dalam Tim
1.
- &
3.
4.
5.
Dst.
Berdasarkan:
1. BUrAt TUGAS it iiianiesatandiaiin NOMOKE: o Civaiaivinaras tanggal ..........
20 DUt TUBAR (. oo ricivain asivanans faviznataisvsass NOMOL: ovisivasasaris tanggal ..........
3. Burat TURAR i iaiiniisiansasataindisnees Nomor: ..cocuiaiviiains tanggal ..........
Telah melakukan verifikasi teknis selama ... (Lo ) hari terhitung mulai tanggal ....... s.d
........ terhadap permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan oleh:
Nama A RO o L O PR
JAEDALERY: S IREIROTE . o nsottorsneosnmemmasnnesmaastpamasmenasna
, [ ) R PR A e AT S o X S0 O A
ARTUAE Dosrosnorsronererosnsstromisnsrsmanses asrsvetetssenysesnsasd
NOHP ' e i e (i Gas i s s s s irly v ws R Er o
Dengan hasil sebagai berikut :

A. Hasil Verifikasi Teknis Anggota Mitra
Berdasarkan hasil Focus Group Discussion {FGD) dan cek personal anggota mitra

Persetujuan Kemitraan Kehutanan yang dilakukan di ... vang dihadiri oleh ....., ......

..... . dan ....., didapatkan fakta. data, dan informasi sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan nomor ..... tanggal ..... adalah
benar disampaikan oleh ......

2. Mitra yaitu KTH/Gapoktan *) ... didirikan pada tahun ... atas prakarsa
Masyarakat berdasarkan dokumen ..., Nomor: ..... Tanggal ..... sebagaimana

terlampir.
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3. Hasil cek personal anggota KTH/Gapoktan ... calon pemagang Persetujuan
Kemitraan Kehutanan sebanyak ... KK, sebagaimana terlampir, dengan uraian

sebagai berikut;

a) Anggota Mitra Persetujuan Kemitraan Kehutanan yang terdaftar dalam dokumen
permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan dan hadir dan mengikuti proses
verifikasi teknis sebanyak ... KK.

b} Terdapat tambahan vang diajukan sebagai anggota mitra Persetujuan Kemitraan
Kehutanan sebanyak ... KK.

c¢) Dari sebanyak ..... KK anggota mitra, yang menyatakan sudah melakukan
penggarapan di dalam areal yang dimohon Persetujuan Kemitraan Kehutanan
sebanvak ... KK.

d} Sebanyak ... KK anggota mitra Persetujuan Kemitraan Kehutanan berasal dan
luar desa wilayah areal yvang dimohon Persetujuan Kemitraan Kehutanan.
Terhadap KK tersebut telah dibuat surat keterangan garapan dari Ketua
KTH/Gapoktan *) ..... dan diketahui oleh Kepala desa ... /Kepala KPH ..

¢| Sebagian besar me.ta mencaharian anggota mitra Persetujuan Kcnutraan
Kehutanan adalah ... dan ... vang membutuhkan peningkatan perekonomian
dan kesejahteraan.

4. Rencana kegiatan pemanfaatan kmvasan hutan yang akan dilaksanakan oleh

Kelompok/Gapoktan /Koperast*) ...

Pemanfaatan Kawasan berupa: ..., ...... ...

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kavu berupa: ..., ..., .o,

Pemanfaatan jasa lingkungan berupa: ..., ....., ......

Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kavu berupa .................. (khusus
pada HP/HPK)

Kontak Person lapangan:
No. Nama Jabatan No HP/email
1 Ketua KTH /Gapoktan.?) .....
2. Penyuluh

3, KPH .....

Dst Pendamping

apgp

ol

B. Hasil Verifikasi Teknis Areal Yang Dimohon
Berdasarkan desk analisis dan pemeriksaan lapangan, diperoleh fakta, data dan
informasi sebagai berikut:

1. Letak areal vang dxmohon
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten
- DAS

2. Batas areal yang d.\mohon
- Sebelah Utara
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Timur

Sebelah Barat

3. Kondisi biofisik areal yang dimohon

- Formasi hutan : mangrove/gambut/monson/dataran rendah/pegunungan®}

- Tutupan lahan : semak belukar, ladang, kebun campuran, ..., ....., ..., dst
- Ketinggian Oy meter di atas permukaan laut

- Kelerengan S ek Y

- Topografi datar/begelombang/berbukit/curmn/ sangat curam*)

= Jenis Vegetasi 1 ... wiiiy iy shieny saiiy dst

4. Potensi kawasan areal yang dimohon
a. Pemanfaatan Kawasan berupa: ....... ..., .ooie
b. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa: ...... ..... PR
c. Pemanfaatan jasa lingkungan berupa: ..., ..., ...
d. Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, berupa: ....., .....,

5. Areal yang dimohon semula £ ... ha, luas sebenarnya berdasarkan perhxtungan
ulang secara digital menggunakan datum spheroid ....., dengan proyeksi ..... dan
sistem koordinat ...... adalah % ..... ha,

6. Hasil pengecekan lapangan menggunakan GPS adalah sebagai berikut:

Titik Koordinat

Lintang ....... | Bujur Timur

No. Keterangan
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1
2
3

4
| dst

7. Berdasarkan pengecekan lapangan sebagaimana hasil survey pada poin 4, luas
Areal yang dimohon semula £ ..., ha (hasil perhitungan ulang) menjadi seluas + ...,
ha bertambah /berkurang seluas + ... ha karena penyesuaian batas garapan
Masyarakat/ penyesuaian batas alam/.....*).

8. Berdasarkan telaah Peta Kawasan hutan di Provinsi ... (terbaru) skala 1 : ...
(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: ... y
tanggal .....) Areal vang dimohon tersebut pada poin 7, berada pada kawasan hutan
Lindung seluas ... Ha, Hutan Produksi seluas = ... ha, Hutan Konservasi
seluast ... ha, tubuh air seluas * ... ha dan APL seluas £ ... ha.

9. Berdasarkan telaahan peta perizinan penggunaan dan Pemanfaatan Hutan, areal
vang dimohon tersebut pada poin 7, tidak tumpang tindih /tumpang tindih*)
dengan perizinan penggunaan dan Pemanfaatan Hutan, seluas £ ... ha.

10. Berdasarkan telaahan PIAPS (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor: ...
Tanggal ....). Areal yang dimohon tersebut pada poin 7, berada/tidak berada®)
dalam areal PIAPS seluas + ... ha

11. Berdasarkan telaahan peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional (Lampiran

Keputusan Menteri LHK No.: ..... Tanggal .....) Areal yang dimohon tersebut pada

poin 7 tidak tumpang tindih /tumpang tindih*| dengan areal gambut seluas + ...

ha

12. Berdasarkan telaahan peta RPHJP KPH ..... . Areal yang dimohon tersebut pada
poin 7, masuk/tidak masuk*) ke blok ..... seluas * ... ha; blok ..... seluas* ... ha
13. Berdasarkan telaahan peta tutupan lahan (.....) Areal yang dimohon tersebut pada
poin 7. terindikasi terdapat tutupan lahan hutan primer seluas seluas £..... ha dan
tanaman kelapa sawit milik ..... seluas*..... ha
14. Aksesibilitas Areal yang dimohon Persetujuan Kemitraan Kehutanan,
a. Dan ... (Ibukota Provinsi] ke ..... {bukota Kabupaten} jarak tempuh *..... km,
waktu tempuh %..... jam, kondisi jalan ..... dapat menggunakan kendaraan .....
b. Dari ..... (bukota Kabupaten) ke Desa ....., jarak tempuh ... km, waktu tempuh
t..... jam, kondisi jalan ....., dapat menggunakan kendaraan ...
¢. Dari Desa ...... Ke Areal yang dimohon Persetujuan Kemitraan Kehutanan jarak
tempuh ..., km, waktu tempuh *...., jam, kondisi jalan ... dapat

Hasil Pembahasan Naskah Kesepakatan Kerja
sama
Berdasarkan pencermatan dan pembahasan terhadap Naskah Kesepakatan Kerja sama,
disampaikan informasi sebagai berikut:

U sidiaiins

) ssnaa
Identifikasi Potensi Konflik **)
 { [,
2) e
Fakta, Data dan Informasi Tambahan **)
) csnsieiinieiieg
| O
Kesimpulan
Berdasarkan hasil verifikasi teknis tersebut di atas, Permohonan Persetujuan Kemitraan
Kehutanan dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, sebagai berikut:
1) Anggota mitra semula ..... KK dapat diterima sebanyak ..., KK (Laki-laki ..... orang;
Perempuan ... orang), berkurang sebanyak ... KK karena: ... ... v v s dan

bertambah sebanvak ..... KK karena ..., ... Sieres

2) Arcal vang dimohon semula % ,.... Ha (luas sebenarmnya hasil perhitungan ulang *...
ha) dapat diterima seluas ..... ha, berkurang seluas ... ha karena ..... 51 AR ARG :
dan bertambah seluas ... ha karena ..., ..., ...
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3) Areal yang memenuhi persyaratan pada poin 2 berada pada areal gambut seluas +
... ha; berada pada areal PIPPIB seluas £ ... ha; dan terindikasi terdapat/tidak
terdapat®) tutupan lahan sawit Masyarakat /perusahaan.

Apabila kesimpulan tidak dapat dilanjuthkan ketahapan berikutnya**)
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, Permohonan Persetujuan Kemitraan
Kehutanan tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, karena:

D) sl
3 euie
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
No. Narna Instansi Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.

*} pilih salah satu/sesuaikan
**) Apabila diperlukan
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B, CONTOH FORMAT HASIL VERIFIKASI TEKNIS SUBJEK PERSETUJUAN

DAFTAR HASIL VERIFIKAS] TEKNIS
ANGGOTA KELOMPOK MITRA PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

No. Data Personal Hadir | Penggarap | Pekerjaan Hasil Ket.
Nama | L/ | NIK | No. | Alamat | (¥/T) Y/7 Verifikasi
P KK (Diterima/
Ditolak)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2.
3.
dst
Tambahan
1.
2,
3.
dst
Jumlah anggota mitra awal A KK
Jumah yang ditolak S sayr KK
Jumlah yang diterima Cod KK
Jumlah tambahan S apesy KK
Jumlah yang diterima + tambahan P KK

Daftar nama perubahan anggota kelompok tani/gapoktan/Koperasi*}..... telah disepakari
bersama berdasarkan hasil musyawarah anggota

Mengetahui/Menyetujui :
Ketua KTH/Gapoktan ..... Kepala Desa .....

No, Nama Instansi Tanda Tangan
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C, CONTOH LAYOUT PETA HASIL VERIFIKASI TEKNIS OBJEK PERSETUJUAN

I

U WA AN

el

f n-‘i’t' M

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN HUTAN ADAT

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun
............................ saya yang bertanda tangan di bawah ini;
Plammfl N A RN N R R S AR G R EIRERE
No KTP
L T T N
JA AR R e R R S R R R SRR

Menyatakan :
bahwa Wilayah Adat/ Hutan Adat yang kami kuasai yang terletak di:
Kampung/ Dusun B sunse e iua ke a N es BN e s s aiab N sk d AV R A SN e R
Desa LT Yy TR O Y U PR P P TORs
Kecamatan S OIS AN A L NGRS LR O S S A R
Kabupaten
Luas . ha

adalah benar-benar leavah Adat/!lutan Adat kami, dan bersedia ditetapkan
sebagai Hutan Adat dcngan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon:
Meterai Rp 6.000,-
b o e AT AN )
Mengetahui (perwakilan MHA dan perwakilan desa):

| PR SIS L R [nama)
............................... {tanda tangan)

i R daciiaedies e (nama)
............................... (tanda tangan)

K SR (nama)
i (tanda tangan)

By vistsiuianasaisssnsnssilaanys (nama)
............................... (tanda tangan)

*) coret yang tidak pertu

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

PERMOHONAN
PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT

Nomor 5 Tanggal,
Lampiran
Perihal : Permohonan Penetapan Status Hutan Adat

Yth.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di

Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan permohonan penetapan status Hutan Adat dengan penjelasan
sebagai berikut :
A. Data Subjek Persetujuan
1. Nama MHA
2. Nama ketua Adat
3. Alamat domisili MHA
4. Status pengakuan MHA/ :Perda/SK Bupati *) NO. ...ovvvvreirmmiimmriiammsmsrrens tanggal
.................... TERVANE ~1oorrisranrnrrrasisssssnsssissssranransesssssssssasasennessnssensenss (COPY terlampir)

6, Profil MHA meliputi: Sejarah, Sosial, Ekonomi dan Budaya MHA termasuk Kearifan
Lokal (uratkan secara singkat atau dapat dilampirkan)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B, Data Objek Calon Hutan Adat
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1. Letak dan luas;

a. Kampung/Dusun : ...

b, Desa 3 S VR 44D s THOA R SSPRY oSSR S SR SeSERDP SRS
¢, Kecamatan B o VR i (3 £ o8 e oD R D RTINS wR R S SR
d. Kabupaten IS LbuauNn S a0 SBNAA PO Na LSS MaE P PORRYBAE  tad) S SR G T TAAT
e. DAS Fi vmncang e sussnnesnnsesyysanyqasnossns s gsapy songunponsass
£ Luas = ik ha

2. Batas-batas:

A SeDElal UREE 3 i) iiveaqsechaisansassivosivanssossatvansssbisndsvess issassoassd
b. SabelalySeIAtsn 3 ivuiicscomsmse ivitsccabasssnasuapanssnasstasmanacnasuassbssnass
. Seholabh TIMI | 5500 ee s iadionaasa suass dessn RAIRIICaHS oanaaassRikNATs
d. Sebelah Barat R R S R S SRS B e,

3. Status Kawasan : Kawasan hutan Negara/Areal Penggunaan Lain*)
4. Kondisi fisik:

a. Tutupan lahan BN A KRS8 A A TR AT G pil
b. Ketinggian s R R R SRR dpl

c. Kelerengan S MABEATENY ¢oslsavsasibsnipeibhiien Y

d. Topografi dominan : datar /bergelombang/berbukit /curam *)
e. Jarak dengan mata air/sungai/pantai *) : ... m

f. Jenis pohon dominan:

5. Peta lokasi objek Hutan Adat: (apabila tidak muat pada kolom ini, peta dapat
dilampirkan)

6. Produk hukum pengakuan MHA
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- Bentuk preduk hukum daerah: Perda/SK Buparti/SK Gubernur *)

= NOOE tuunepannsspiaiossass s sase e sadan dco innaarus
K ) R PN I SRS S PP VR AN Y PSR R
(Copy terlampir)
.................. p—— R
Pemohon,

*) voret yang Ydak perlu

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

FORMULIR VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN HUTAN ADAT

A Data Pemohon
Noma PEMoBONl 2l diiaiicaaiieiciaidissiatnishiasssssnsasesatsasassasasasdds
- NoKTP nvesdass Veadssivdys
- Alamat IR AN
- Jabatan A sevmiguss ey
Nama MHA 16 ot duve swsrlisesan oave e s suido La vas thedevevas surhs s tves bA TGRSR obs

B. Letak dan Luas Hutan Adat
Desa/ Kampung
Kecamatan 3

-  DAS
- Luas

a. Penilaian Kelengkapan Dokumen Subjek Hutan Adat {Pemohon)

1. Data subjek Hutan Adat -
oada Gndakudusllcngkap o tidak lengkap
2. Copy KTP Pemohon
o ada o tidako masih berlak'u o kadaluarsa
3. Status pengakuan :
odiakui o tidak
4. Perda/SK Bupati Pengakuan MHA (asli atau copy yang dilegalisir):
o ada o tidak ada

b. Penilaian Kelengkapan Dokumen Objek Hutan Adat

1. Data objek Hutan Adat:
o ada n tidak o diisi lengkap otidak lengkap
2. Peta lampiran Perda/SK Bupati (asli atau copy vang dilegalisir):
0 ada n tidak ada
3. Peta Hutan Adat ditandatangani oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk sesuai
kewenangannya:
o ya o tidak

¢. Catatan-Catatan Tambahan Penilaian :
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d, Kesimpulan hasil Penilaian Dokumen Permohonan Hutan Adat :
o Dokumen permohonan Hutan Adat dapat dilanjutkan untuk proses verifikasi,
o Dokumen permohonan Hutan Adat dikembalikan untuk dilengkapi,

Kepala Sub Direktanah objek reforma agrarial = i i 20....
Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan
Kearifan Lokal Petugas Penilai

Mengetahui;

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

BERITA ACARA VERIFIKASI HUTAN ADAT

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun

No. Nama/NIP Instansi Jabatan dalam Tim

Berdasarkan ... NOmOr: ..cciviiiciiinnians tanggal ... , telah

Jabatan PP RN I P A o AWM AR A e S S 4R

Nama MHA B g o b A B A S ot (344 4 1 <AV ey S BN i g dut

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa subjek dan objek Hutan Adat memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku,
sebagaimana hasil verifikasi terlampir.

2. Bahwa Hutan Adat yang dimohonkan vang terletak di:

Kampung/dusun A SN S NSO W Ao BB SRS S SAAT SRS SRR A
Desa s e 5o s 5o e B B B e S B NV T
Kecamatan R S S e S e e A S e LA I
Kabupaten B psmuvusns s vn ves Ny NSNS PA TS 41 ONIPALY YHIPRELOFY OV RSN RE RTINS
Luas A ha

dengan batas-batas:

sebelah utara e s R S P Sy SR SR
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sebelah selatan e O O NP At G VA SO e A 7%
sebelah timur §iomaasnanatasnanapnssusadassnesn dannnasasndsar usass)Nasnsscusiasne
sebelah barat P e PO T T D e Do T e T L Lo P DT
sebagaimana peta terlampir adalah benar dikuasai pemohon
3. Bahwa Hutan Adat yang dimohonkan terletak di luar kawasan hutan seluas ..............
ha dan di dalam kawasan hutan seluas ... ha.

4. Kondisi tutupan lahan: Berhutan / Tidak berhutan *)

5. Hutan Adat tersebut direkomendasikan untuk diubah status menjadi Hutan Adat dan
dicantumkan dalam peta kawasan hutan sesuai dengan peraturan-perundang-
undangan vang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan scbenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Menyetujui; Ketua Tim Verifikasi

Pemohon

*) pitih salah satu atau disajikan dalam persentase

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XVIII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN HUTAN HAK

Nomor : Tanggal,
Lampiran
Perihal : Permohonan Penetapan Hutan Hak

Yth,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

di

Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan permohonan penetapan Hutan Hak dengan penjelasan

sebagail berikut :
A. Darta Subjek Hutan Hak

1. Nama Pemegang Hak S 0mn0 o b sNAL AN UnAS L nud Sampbta spA L ARRA RIS dnn s SRS S
2. Alamat domisili Pemegang Hak S AN IAR S ALY AR LR RSP R e e a4
3. Riwayat kepemilikan tanah 3SR RSE P oo HER R B R ot Lo g e i

(Copy terlampir)
4, Tanah vang berbatasan dengan keberadaan pemegang hak:

.............................................................

.................................................................................................................

B. Data Objek Hutan Hak
1. Letak dan luas

g KamYMIng TN oo acsaenpon somssnadasrssansnaspun sinasnscouphaosnson sansimsss
B DBR.. S Ncuiaiiiiiessaree s e e e SRR SRR RSP
c. Kecamatan R T e i e e SRR e B e RS S SR
di Kabapatenm 5200 i i N RN RSN
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e. DAS PN O B SRR A R AR TS0

f. Luas Fvms scnsqasmanssn ha
2. Batas-batas

a  Sebelah Utara B o VR i (3 £ o8 e oD R D RTINS wR R S SR

b. Sebelah SEIAtER 3 yoiiieiisicsssiinnissioessvadtssssasssasissisasssasssassassonsss

Q: Sebelah TIMUE " 3., icanassesssmesnnnssnrscansarpansansssassopssassssssansnnass

d. Sebelah Barat S b an A A TS BN b 0 KRR SRR A ES sawu R ORNSSAT
3. Bukt Penguasaan Tanah © ... s
4. Kondisi fisik

a.

b.

c.

d. Topografi dominan : datar / bergelombang / berbukit /curam *}

e. Jarak dengan mata air/sungai/pantai *) @ e m

f Jenis pohon dominan

2.

5. Peta lokasi objek Hutan Hak: (apabile tidak muat pada kolom ini, pefa dapat
dilampirkan)

6. Riwayat kepemilikan tanah
(Copy terlampir)
.................. P . 5 I
Pemohon.

*) coret yang fidak periu

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XIX

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG HUTAN HAK

Menyatakan :
bahwa tanah yang kami kuasai yang terletak di:
o 0 T R P P e R S SR E R A AR E YRSt
Desa 7 4 AR LA e AR A NAR 4 B ARAAS 4 NR S S RS AMAR Y AEA RSAS S AR SEAEAREA
Kecamatan RO PO P PR S B R R R AR P B
Kabupaten S
Luas SRl ha

adalah benar-benar tanah milik kami, dan bersedia ditetapkan sebagal Hutan Hak dengan

fungsi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan scbenar-benarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Pemohon:
Meterai Rp 6.000,-
P —— )

Mengetahui (camat, kepala desa dan tokoh Masyarakat) :
- IR S IS T A NS fhame) T SRS LIG R (tanda tangan)
B 1 caisonansrassanasicep prasmena s mEmA)' 0  cciceecmsnesaresaens (tanda tangan)
| IR S S A AR AL v (15720001 I 3 CCTRR RS Ao A s (tanda tangan)
B 5o et oniara gnnbasanspeptrg st ia (BEDEN asercsiesrsmisnsestaerersstone (tanda tangan)
B o A REma)’ 0 R ris g (tanda tangan)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XX

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

FORMULIR VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN HUTAN HAK

A. Data Pemohon
- Nama Pemegang Hak
- No KTpP
- Alamat
- Jabatan

B. Letak dan Luas Hutan Hak
= Dhema IO NN 50 b ot i o 80 e B S AL (AR 45 A DA IE S 8404 43 40BN
- Kecamatan :
- Kabupaten
- Propinsi
- DAS B
-  Luas YT (L eetorees ha

C. Penilaian Kelengkapan Dokumen Subjek Hutan Hak (Pemohon)
1. Data subjek Hutan Hak:

o ada o tidak o diisi lengkap o tidak lengkap
2. Copy KTP Pemohon:

o ada o tidak o masth berlaku o kadaluarsa
3. Copy akte perusahaan:
o ada o tidako valid o tidak valid

D. Penilaian Kelengkapan Dokumen Objek Hutan Hak

1. Data objek Hutan Hak:
o ada o tidak o diisi lengkap o tidak lengkap
2. Copy bukti kepemilikan:
o ada o tidak ada
3. Peta permohonan Hutan Hak (hard copy}:
oada o tidak
E. Catatan-Catatan Tambahan Penilaian :

F. Kesimpulan hasil Penilaian Dokumen Permohonan Hutan Hak :
o Dokumen permohonan Hutan Hak dapat dilanjutkan untuk proses verifikasi.
0 Dokumen permohonan Hutan Hak dikembalikan untuk dilengkapi.
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....................................... 20,
Kepala Sub Direktanah objek reforma agrariat
Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Petugas Penilai
Kearifan Lokal
...................................... ) L avising)
) R R AR WD, S i chansnannassnsaass
Mengetahui;

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XXI

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

BERITA ACARA VERIFIKASI HUTAN HAK

Pada hari ini ... tanggal .....coeeeeininerenns Bl -« evcvinmuinsas Tahun
............................ ,» Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No. Nama/NIP Instansi Jabatan dalam Tim

Berdasarkan .........cccescerreesneersrasnassosasees Lt (o kel —— tanggal ............., telah
melakukan verifikasi Hutan Hak selama ...... hari terhitung mulai tanggal .............. s.d
................................... , atas nama pemohon:
NRfEl 00 R R R SRR R
NOKTE® e aenr b e R Ay
BIEMAE =~ Hlceuamsnnsessosunseuesanesiie s vs e ss mion syt asys
Y E L L TUn Y I TE PR G4 AT S OIS

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa subjek dan objek Hutan Hak memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku,
sebagaimana hasil verifikasi terlampir.

2. Bahwa hutan hak vang dimohonkan yang terletak di:

Kampung/dusun U R U ——
Desa e B AR SN S P SRR P A SR P AR ST AR
Kecamatan o e S TR SR e S SRRSO AR R S T
Kabupaten A R o O SN R R R St s S RO
Luas L —— ha

dengan batas-batas:

sebelah utara BN T s s B s s S TR o o
sebelah selatan S T SR R S O R U S R P O e S oo
sebelah timur S
sebelah barat B S AR A TS A NN T B PR AR AR FO SR

sebagaimana peta terlampir adalah benar milik atau dikuasai pemohon.
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3. Bahwa Hutan Hak vang dimohonkan terletak di luar kawasan hutan.

4, Kondisi tutupan lahan: Berhutan / Tidak berhutan *)

5. Areal yang dimohon direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi Hutan hak dan
dicantumkan dalam peta kawasan hutan sesuai dengan peraturan-perundang-
undangan vang berlaku,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan secbenar-benarnya untuk dipergunakan
schagaimana mestinya.

Menyetujui: Ketua Tim Verifikasi

Pemohon

*) pitih salah satu atau disajikan dalam persentase

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XXII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

DOKUMEN RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

A, Sampul dokumen

KOP

LPHD /Kelompok / Gapoktan / Koperasi®}

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL *)

PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA /HUTAN
KEMASYARAKATAN/ HUTAN TANAMAN RAKYAT*)/PERSETUJUAN
KEMITRAAN KEHUTANAN /PENETAPAN HUTAN ADAT
PERIODE .... SAMPAI ....

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD/HKm/HTR*)/Persetujuan
KK/Penetapan HA

Nomor 2 RN Ee P PR PO
Tanggal S camsaasn WA YR €Y SE B
Nama LPHD/Kelompok/Gapoktan /Koperasi *): ...c..cooviviimiminnsieemeamanne.

Lokasi

Desa Se e pacntt m oar M a e AN e p B AYN S
KenBMBEAN -3 viiiiiatesesvoatoedaovassrsiisadads
Kabupaten & ...isssiviidisssasmasmasiaa
Provinsi S PR AN S KELAPY RS N A PRAR S5
DAS e S o) A A Ty R b
Luas Seve

*) Coret yang tidak perlu
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8. Lembar Penilaian dan Pengesahan

KOP

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL *)
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA /HUTAN
KEMASYARAKATAN/ HUTAN TANAMAN RAKYAT*)/PERSETUJUAN
KEMITRAAN KEHUTANAN/PENETAPAN HUTAN ADAT
PERIODE .... SAMPAI ....

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD/HKm /HTR*}/Persetujuan
KK/Penetapan HA

Nomor S SRR AP LA S AN AL K HAa S n
Tanggal N UmMo YRR ErA N ANt Y aian
Nama LPHD /Kelompok/Gapoktan /Koperasi *)! ...cccovurrerinsinarimssssssaaine
Lokasi
Desa AR N AR
Kecamatan 3. ieais s ssiansriensgssinsives
Kabupaten ...,
Provinsi SRR s iR ruR AR A Ad Fae bs geaide
DAS " Bacamisipessiimiagsiiisnneisy
LBAS  Ficasssiliisessesmsitrisbiinaiessss
...... OSSN [ AR

Disusun oleh:
LPHD /Kelompok/Gapoktan /Koperasi *)

...........................

*) Coret yang tidak periu
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C. Kerangka Isi:
I.  GAMBARAN UMUM

Bahan diambil dari data dan informasi hasil verifikasi teknis dan disediakan oleh Pokja

PPS, Kepala UPT, Pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan

atau Direktur yang terdiri dari:

a. Letak lokasi (berdasarkan batas administrasi dan fungsi kawasan)

b. Keadaan fisik wilayah (kondisi tutupan lahan, topografi, kelerengan. ketinggian, dan
jenis pohon dominanj;

¢. Keadaan sosial ekonomi (demografi kependudukan, sarana dan prasarana
pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur wilayah, dan lain-lain};
dan

d. Potensi kawasan,

I1. RENCANA KEGIATAN.
A. Konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.
Tabel 1. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No Kegiatan Tahun Ke 1-10 Keterangan
1 | Konservasi Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jenis Difasilitasi UPT
pohon sumber pangan fauna setempat, terkait/Pokja
apotek hidup. PPS
2 | Perlindungan Patroli kebakaran, perambahan dan Difasilitasi UPT
dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan terkait/Pokja
pengamanan bukan kayu, flora fauna, memperkava PPS
tanaman untuk jenis-jenis yang
meningkatkan sumber mata air, mencegah
longsor dan banjir

B. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayvu;
Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

No Kegiatan Tahun Ke 1-10 Keterangan
1 | Pembibitan (H-1) Jenis, Jumlah dan Lokasi Difasilitasi UPT
terkait/ Pokja PPS
2 | Penanaman (H) Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah Difasilitasi UPT
bibit tersedia dan siap tanam terkait / Pokja PPS
3 | Pemeliharaan Jumlah dan Lokasi disesuaikan Difasilitasi UPT
(H+1) s/d (H+10) dengan jenis pohon vang ditanam terkait/Pokja PPS
4 | Pemanenan Volume, Jumlah dan Lokasi Difasilitasi Pokja
disesuaikan dengan jenis pohon yang | PPS
ditanam,
5 | Pengolahan Jenis dan jumlah kayu, HHBK atau Difasilitasi Pokja
Jasling bisa mandiri atau bermitra PPS
dengan investor
6 | Pemasaran Membangun jejaring melalui PeSoNa | Difasilitasi Pokja
atau bermitra dengan investor. PPS

C. Pemanfaatan kawasan hutan.
Tabel 3. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan,

No Kegiatan Tahun Ke 1-10 Keterangan

1 | Tanaman Obat Jenis, Jumlah dan Lokasi Difasilitasi UPT
terkait/ Pokja PPS

2 | Tanaman Hias Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah Difasilitasi UPT
bibit tersedia dan siap tanam terkait/ Pokja PPS

3 | Jamur Jumlah dan Lokasi disesnaikan Difasilitasi UPT
dengan yang ditanam terkait/ Pokja PPS

4 | Lebah madu Volume, Jumlah dan Lokasi Difasilitasi UPT
disesuaikan dengan vang terkait/ Pokja PPS

dibudidayakan.
5 | Perlindungan Satwa | Jumlah, Jenis dan Lokasi Difasilitas: UPT
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Liar disesuatkan dengan satwa liar yang | terkait/Pokja PPS
dilindungi.

6 | Budidaya Hijauan Jumlah, Jenis dan Lokasi Difasilitasi UPT

Pakan Ternak disesuaikan dengan pakan ternak terkait/ Pokja PPS
yang dibudidayakan.

7 | Agroforestry Jumlah, Jenis dan Lokasi Difasilitasi UPT
disesuaikan dengan jenis yang terkait/ Pokja PPS
ditanam.

8 | Silvopasture Jumlah, Jenis dan Lokasi Difasilitasi UPT
disesuaikan dengan jenis yang terkait/ Pokja PPS
dibudidayakan.

9 | Silvofishery Jumlah, Jenis dan Lokasi Difasilitasi UPT
disesuaikan dengan jenis yang terkait/ Pokja PPS
dibudidayakan.

10 | Agrosilvopasture Jumlah, Jenis dan Lokasi Difasilitasi UPT
disesuaikan dengan jenis yang terkait/ Pokja PPS
dibudidayakan.

D. Pemanfaatan jasa lingkungan
Tabel 4. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No Kegiatan Tahun Ke 1-10 Keterangan

1 | Ekowisata Jenis wisata, jenis objek, lokas: dan | Difasilitasi Pokja

fasilitas, PPS

2 | Jasa Tata Air Volume dan Lokasi sumber mata Difasilitasi Pokja
air, PPS

3 | Penyimpanan dan Volume dan Lokasi hutan yang Difasilitasi Pokja

Penyerapan Karbon dikonservasi (Penyimpanan Karbon) = PPS
atau hutan yang dibangun
(Penyerapan Karbon)
E. Rencana Penguatan Kelembagaan
Tabel 5. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No Kegiatan Tahun Ke 1-10 Keterangan

I | Pembentukan KUPS

2 | Sekolah lapang

3 | Studi berbanding

4 | Penyusunan AD/ART

5 | Pelatihan Teknis

6 | Penyusunan

7 | Dst

F. Rencana Pengembangan Usaha
Tabel 6. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

NO | JENIS KOMODITAS | VOLUME BENTUK PRODUK PEMASARAN HARGA
(bahan baku, produk turunan)
1
2
3
3
5
Tabel 7. Kegiatan Pengembangan Usaha
No Kegiatan Tahun Ke 1-10 Keterangan
I | Sertifikasi produk
2 | Pengemasan Produk
3 | Labeling Produk
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Branding Produk

Indikasi Geografis Produk

Promosi Produk

Temu Usaha

Pameran Produk

Pembentukan Koperasi/ BUMDES

Akses Permodalan

o - S R R T

Dst

G. Rencana Kearifan Lokal

Tabel 8. Jenis kegiatan Kearifan Lokal,

No Kegiatan Tahun Ke 1-10 Keterangan
1
2

Ill. PETA RENCANA KERJA
Peta rencana Kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan legenda batas luar areal kerja, batas perizinan
kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas fungsi kawasan, dan batas
blok atau zonasi.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XXIII
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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUNAN
A Sampul dokumen

KOP

LPHD /Kelompok /Gapoktan /Koperasi®)

RENCANA KERJA TAHUNAN ¥

PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA /HUTAN
KEMASYARAKATAN/ HUTAN TANAMAN RAKYAT*)/PERSETUJUAN
KEMITRAAN KEHUTANAN/PENETAPAN HUTAN ADAT
PERIODE .... SAMPAI ....

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD/HKm /HTR*)/Persetujuan
KK /Penetapan HA

Nomor = 0000 fecsssevsessmesussassesumsannsanssrans
Tanggal s B eI RN N A
Nama LPHD /Kelompok /Gapoktan/Koperasi *): c.o.ooiiviiiimmiiinniniecainane.

Lokasi

Desa o A D R R R T eI oot
Kabupaten ..o
Provinsi D e R R G P S T

* Coret yang tidak periu
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Lembar Penilaian dan Pengesahan

KOpP

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUNAN *)

PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA /HUTAN
KEMASYARAKATAN/ HUTAN TANAMAN RAKYAT*)/PERSETUJUAN
KEMITRAAN KEHUTANAN/PENETAPAN HUTAN ADAT
PERIODE .... SAMPAI ....

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD/HKm /HTR?)/Persetujuan

KK/Penetapan HA

NOBIOY: . B iimesnen s esvsneha s s nds bansveashat
Tanggal P e D S
Nama LPHD /Kelompok/Gapoktan/Koperasi *J: ....coovuremrumusrmiorminsrommini
Lokasi

Desa Bt 5 ey ¥ OANRS T EE A K IR AK BRI KR

KETCATMALATL  20vscvivssessuvsranssstssssusssonvaouse

KADDDATER: % iiniviiskmirneimoasss nassonnsass

Provinsi S /asasnupoxdsyapassseynu s anennissgney

DAS/ i S sl

LUAR: ety

Disusun oleh:
LPHD /Kelompok/Gapoktan /Koperasi *)

¥) Coret yang tidak perlu
Disahkan oleh: Dinilai oleh:

..........................................................................
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C. Rencana Konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.
Tabel 1: Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

D.

2021, No.320

No Kegiatan Kegiatan Tahun ... Keterangan
Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jenis Difasilitasi UPT
1 | Konservasi pohon sumber pangan fauna setempat, terkait / Pokja
apotek hidup. PPS
Patroli kebakaran. perambahan dan
Perlindungan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan | Difasilitasi UPT
2 | dan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman terkait / Pokja
pengamanan untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber | PPS
mata air, mencegah longsor dan banjir

Rencana Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan

kayu:
Tabel 2: Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

No Kegiatan Kegiatan Tahun ... Keterangan

1 | Pembibitan (H-1) Jenis, Jumlah dan Lokasi Difasilitasi UPT

terkait/ Pokja PPS

2 | Penanaman (H) Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit | Difasilitasi UPT
tersedia dan siap tanam terkait / Pokja PPS

3 | Pemeliharaan {H+1) | Jumlah dan Lokasi disesuaikan Difasilitasi UPT

s/d (H+10) dengan jenis pohon yang ditanam terkait/ Pokja PPS

4 | Pemanenan Volume, Jumiah dan Lokasi Difasilitasi UPT
disesuaikan dengan jenis pohon yang | terkait/Pokja PPS
ditanam.

5 | Pengolahan Jenis dan jumlah kayu, HHBK atau Difasilitasi UPT
Jasling bisa mandiri atau bermitra terkait/Pekja PPS
dengan investor

6 | Pemasaran Membangun jejaring melalui PeSoNa Difasilitasi UPT
atau bermitra dengan investor. terkait / Pokja PPS

Rencana Pemanfaatan kawasan hutan,
Tabel 3: Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No Kegiatan Kegiatan Tahun ... Keterangan

1 | Tanaman Obat Jenis, Jumlah dan Lokasi Difasilitasi UPT

terkait/ Pokja PPS

2 | Tanaman Hias Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah Difasilitasi UPT
bibit tersedia dan siap tanam terkait/ Pokja PPS

3 | Jamur Jumlah dan Lokasi disesuaikan Difasilitasi UPT
dengan yang ditanam terkait/ Pokja PPS

4 | Lebah Volume, Jumlah dan Lokasi Difasilitasi UPT
disesuaikan dengan vang terkait / Pokja PPS

dibudidayakan.




2021, No.320

F.
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5 | Perlindungan Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan | Difasilitasi UPT
Satwa Liar dengan satwa liar yang dilindungi. terkait / Pokja PPS
6 | Budidaya Hijanan Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan | Difasilitasi UPT
Pakan Ternak dengan pakan ternak yang terkait/ Pokja PPS
dibudidayakan.
7 | Agroforestry Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan | Difasilitasi UPT
dengan jenis vang ditanam. terkait/ Pokja PPS
8 | Silvopasture Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan | Difasilitasi UPT
dengan jenis vang dibudidayakan. terkait / Pokja PPS
9 | Silvofishery Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan | Difasilitasi UPT
dengan jenis vang dibudidayakan, terkait/ Pokja PPS
Pemanfaatan jasa lingkungan
Tabel 4: Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.
No Kegiatan Kegiatan Tahun ... Keterangan
1 | Ekowisata Jenis wisata, jenis objek, Difasilitasi UPT
lokasi dan fasilitas. terkait/ Pokja PPS
2 | Jasa Tata Air Volume dan Lokasi sumber Difasilitasi UPT
mata air. terkait/ Pokja PPS
3 | Penyimpanan dan Volume dan Lokasi hutan Difasilitasi UPT
Penverapan Karbon | yvang dikonservasi terkait/Pokja PPS
(Penyimpanan Karbon) atau
hutan yang dibangun
(Penyerapan Karbon)
G. Rencana Kearifan Lokal
Tabel 5. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.
No Kegiatan Tahun Ke 1-10 Keterangan

1

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN XXIV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

PENETAPAN KUPS

A. Format penetapan beberapa KUPS dalam satu Surat Keputusan

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA KPH ...../KEPALA CDK/KEPALA UPT ...
NOMOR.....
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)
(NAMA KELOMPOK KUPS)
DESA......... KECAMATAN......... KABUPATEN......... PROVINSL......

Menimbang © a bahwa dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

disekitar kawasan hutan perlu pengembangan usaha Perhutanan
Sosial;

b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha Perhutanan Sosial perlu
ditetapkan kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur ..../Kadis
..... /Kepala Kph ...../Kepala UPT .../Kepala Desa/Lurah tentang

Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial ... (Nama
Kelompok KUPS) pada ... (Nama Kelompok [PHPS) di Desa... Kec....

Mengingat  : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomeor

P.83 /Menlhk/Setjen/Kum,1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial;

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6 /2017 tentang Perhutanan Sosial di
Wilayah Kerja Perum Perhutani;

c. Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.1/ 5/2018 tentang Pedoman
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN . Keputusan Kepala Kph ... /Kepala CDK.../Kepala UPT .... .....

PERTAMA

tentang Penetapan  Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
(KUPS)......... {Nama Kelompok KUPS) pada ... (Nama Kelompok
IPHPS) di Desa... Kec.... Kab.... Provinsi ....

Menunjuk dan menetapkan kelompok/nama-nama kelompok
yang Namanya tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS),
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KEDUA - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KPH/KEPALA
CDK/KEPALA UPT

Tembusan : Kepala UPT
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Lampiran
Keputusan RKepals KPH ... /Kepala CDK.../Kepala CDK
Nomor
Tanggal ;
Namu Ketun Lokl Nowmos Letn /Hal e Kelembagaen Jeis | Kemodites | Keterangan
Kelomipo | Kelomps  Provi | Kab | Ke | Dema/X Perhutane | (KTH/GAFOKT | Dsaba
* LS ned | /%o e " = Sesdal | AN
ta = HA das
KK /Sertifut
2 a + s |8 [} ° 10 11 12 1
Ditetapkan di -
Mnumw :

KEPALA KPH/KEPALA CDK/KEPALA UPT

MENTER! LINGRUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

td,

SITI NURBAYA



2021, No.320

-240 -

LAMPIRAN XXV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

NASKAH KERJA SAMA USAHA
DAN PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA

A. NASKAH KERJA SAMA USAHA
1. Latar Belakang,

b.

C

Kondisi umum KPS/KUPS. meliputi : bidang usaha. luas arcal kerja atau
kapasitas, potensi, lokasi wilayah kegiatan/usaha, jumlah anggota KPS/KUPS,
tingkat ekonomi anggota KPS/KUPS,

Kondisi umum mitra usaha, meliputi ;| bidang usaha, alamat mitra, jumlah aset
mitra, pengalaman usaha.

Tujuan dari pembuatan naskah kerja sama usaha Perhutanan Sosial

2. ldentitas para pthak vang bermitra

b.

Identitas KPS/KUPS diantaranya meliputi : nama ketua KPS/KUPS, alamat, nama
izin/ hak kelola Perhutanan Sosial,

Identitas mitra usaha diantaranya meliputi : nama pimpinan mitra usaha, alamat,
nama jabatan, nama mitra usaha.

3. Lokasi kegiatan kerja sama

a.

b.

Menguraikan dengan jelas tentang area (blok atau petak) kegiatan kerja sama,
termasuk menyebutkan nama kampung, desa, kecamatan, kabupaten dan
provinsi.

Lokasi kegiatan ditunjukkan dengan peta. baik dalam bentuk peta digital (shape
file} atau peta manual.

4. Rencana kegiatan kerja sama usaha Perhutanan Sosial

a.

b.

Rencana kKegiatan kerja sama usaha Perhutanan Sosial disusun secara bersama-
sama oleh para pihak yang bermitra.

Rencana Kegiatan kerja sama usaha Perhutanan Sosial terdiri atas Rencana
Umum 10 Tahunan dan Rencana Tahunan.

Rencana Umum vang disusun meliputi : Kondisi Umum (KPS/KUPS, mitra usaha
dan Area kerja sama), dan Rencana Kegiatan kerja sama Usaha Perhutanan
Sosial (Potensi, Jenis Kegiatan, Pengembangan Kelembagaan KPS/KUPS,
Pengembangan Ekonomi KPS/KUPS, Tata waktu, pihak- pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan kerja sama)

. Rencana Tahunan, yang merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum,

meliputi ; jenis kegiatan dan target yang akan dilaksanakan dalam satu tahun,
lokasi kegiatan, tata waktu, pembiayaan, pelaksanakegiatan,

5 Objek kegiatan

a.

Objek kegiatan yang dikerjasamakan bisa meliputi berbagai kegiatan dan
komoditas vang terkait dengan usaha Pemanfaatan Hutan yang ditentukan dan
disepakati bersama oleh parapihak.

Jenis-jenis  kegiatan yang dikerjasamakan bisa berupa penyiapan lahan,
pembibitan, penanaman, pengadaan  sarana produksi.  pemeliharaan,
pemanenan, pengolahan, distribusi dan pemasaran.

Jenis-jenis komoditas yang dikerjasamakan bisa berupa hasil kayu maupun non
kayu yang bisa berupa tanaman pokok. tanaman kehidupan, dan atau tanaman
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sela, serta jasa lingkungan.
Biaya kegiatan

3. Besamya pembiayaan kegiatan vang dikerjasamakan.

b. Pembebanan biaya yang ditentukan secara bersama-sama antara para pihak
yangbekerja sama.

Hak dan kewajiban para pihak

a. Hak dan Kewajiban dari masing-masing pihak yang bekerja sama dan disepakati
bersama oleh masing-masing pihak.

b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak disusun dengan memperhatikan
prinsip-prinsip kerja sama usaba Perhutanan Sosial sebagaimana diuraikan
dalam BAB Il] Pasal 5 pada Peraturan ini.

Jangka waktu kerja sama

a3, Jangka waktu pelaksanaan Kkerja sama wusaha Perhutanan Sosial, yang
disesuaikan dengan jangka waktu izin/ hak kelola Perhutanan Sosial. dengan
mempertimbangkan kepentingan bersama terhadap kelangsungan kegiatan kerja
sama usaha Perhutanan Sosial.

b. Jangka waktu kerja sama usaha Perhutanan Sosial ini dapat ditinjau kembali
berdasarkan kerja sama para pihak yang bekerja sama.

Pembagian hasil sesuai kesepakatan

a. Persentase pembagian hasil ditentukan secara proporsional dan disepakati
bersama oleh para pihak yang bekerja sama.

b. Dalam hal kerja sama penyertaan modal bagi hasil dengan rincian sebagai
berikut ;

1) Pola bagi hasil : mitra usaha memperoleh maksimal 50% dari keuntungan
bersih.

2) Pola hibah : seluruh keuntungan menjadi milik KPS/KUPS.

3) Pola komisioner keuntungan : maksimal mitra usaha mendapatkan 5% dari
modal mitra ditambah modal awal mitra,

10, Penyelesaian perselisihan

1L

12,

a, Langkah-langkah vang akan ditempuh apabila dalam pelaksanaan Kerja sama
usaha Perhutanan Sosial terjadi perselisihan diantara pihak yang bekerja sama.
b. Langkah-langkah penyelesaian perselisihan dapat ditempuh dengan cara scbagai
berikut -
1) Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara para pihak yang bekerja
sama, akan diselesaikan melalui musvawarah antara pihak yang bersengketa,
2) Dalam hal penyelesaian sengketa atau perselisihan antara para pihak yang
bekerja sama tidak dapat diselesaikan melalui musyvawarah, akan dilakukan
mediasi oleh Lembaga Adat atau Lembaga Desa atau Pemerintah daerahdan
Pemerintah Pusal atau mediasi oleh pihak lainnya yang disepakati oleh para
pihak,
Sanksi pelanggaran
. Jenis sanksi;
. Pihak yang memberikan sanksi;
. Prosedur pelaksanaan sanksi
. Sanksi vang diberikan kepada pihak yang melanggar perjanjian dapat dalam
bentuk;
1) Denda;
2) Ganti rugi; atau
3] Dihentikan atau diputusnya perjanjian kerja sama.
Penutup
Panduan Tata Cara Penyusunan Naskah Kerja sama Usaha Perhutanan Sosial ini
merupakan acuan secara garis besar, sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan
dapat disesuaikan dengan kondisi setempat,

ancgop
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B PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA
PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA

KPS TRUPE oyt i s s v ea e s as sayvpiyd
DENGAN
|\ 1y 04, N e S e AR ROy WO PR AT SN PP
TENTANG
YR ytanggal o bulan ...........

.................................. kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. BAPAK ...c..conneeee , Ketua KPS/KUPS L,

KPS/KUPS , beralamat di desa ..o Kecamatan .......ccoeiieien,
Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor, SK........ / MENLHK-PSKL/......c.cooeee tanggal ..o,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU § -----—--———--

2, Mr. Max Direktur PT. .., beralamat di ... Kecamatan
.............. Kabupaten ................, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan
Akta Pendirian Perusahaan nomor ..... tanggal ..., yang dibuat oleh dan di hadapan
............. Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesashan badan hukum dari
Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor ............. TAHUN ..... tanggal .......... , dari dan oleh
karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. ... berkedudukan di
................ Alamat ........... untuk selanjutnya disecbut PIHAK KEDUA: -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-

sama di sebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut @ ---———-—mmmmmoeeeeen

1. Bahwa PIHAK KESATU, adalah Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
sebagaimana Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.
........... /MENLHK-PSKL/................. tanggal 19 Juli 2017 ;

2. Bahwa PIHAK KEDUA. adalah merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan
Terbatas (PT) sebagaimana Akte Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh dan di hadapan
............. Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari
Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor ............. TAHUN ..... tanggal .......... , mmm—————

hutan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial, maka
PARA PIHAK bermaksud bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, -------—-emmmeeeeee

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kerja

sama Usaha Pemanfaatan Kawasan hutan untuk ..................... di lokasi Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan Sosial ........................c dengan ketentuan dan svarat-syarat
sebagai berikut :
PASAL 1
MAKSUD dan TUJUAN

(1) Maksud Kkerja sama ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber dayva alam,
perekonomian daerah, perekonomian Masyarakat desa hutan dengan .....................
dalam bentuk kerja sama pengelolaan vang saling menguntungkan dengan tetap
memperhatikan aspek konservasi dan kelestarian hutan ;

{2) Tujuan dari kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka
melakukan Kerja Sama ........ocvemmererarienn di lokasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan
Sogkal RN RN sehingga memberikan dampak ekonomis kepada PARA PIHAK
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PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN OBJEK KERJA SAMA USAHA

(1) Ruang Lingkup Kerja sama Usaha adalah Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial di wilayah

Persetujuan  Pengelolaan Perhutanan  Sosial.... ..o, melalui  Kerja
BB < v oo bavuaiasdepasnasosond . meliputi kegiatan :
- R AR RR RE TN aaaae
b. S i S
.
d.
€0  isariisaisasinices -
£ Gospeansn : - TSSO R —
B atioricussidvina i
(2) Objek Kerja sama Usaha adalah lokasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk
kerja Sama ... dengan rincian sebagaimana terlampir -
PASAL 3

POKOK-POKOK KERJA SAMA USAHA

(1) Kerja sama Pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan pada
lokasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial ;
(2) PARA PIHAK akan menyusun Rencana Kerja sama Pemanfaatan kawasan hutan
yang ditandatangani bersama ;

(3) PIHAK KEDUA menyediakan bibit ..................... yang sudah siap tanam,-----------------
(4} Bibit dikirim oleh PIHAK KEDUA ke lokasi terdekat dengan lokasi tanam ; —-------—---—--
(5) PIHAK KESATU mengganti biaya bibit dengan harga Rp. ..., - /batang kepada PIHAK

KEDUA dengan teknik pembayaran :

a. Pembayaran pertama sebesar ...... % pada saat panen ke 1 (satu) ; ---———-mscemmmeeemee

b. Pembayaran kedua sebesar ...... % pada saat panen ke 2 (dua) ;
(6) Jarak tanam ......... adalah ... meter x ... meter atau sejumlah ............ ple / Ha; -
(7] Keberhasilan Penanaman adalah 100% jika terjadi kematian diatas 10% akan

dilaksanakan penyulaman dan menjadi tanggungan dari PIHAK KESATU; --—-----———-——-
(8) Penanaman dan pemeliharaan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan Bimbingan

Teknis PIHAK KEDUA;

(9) PIHAK KEDUA tidak menanggung ongkos pengiriman bibit ............... ke gudang
penimbunan /lokasi Pengolahan ............... Y

{10) Harga ............. disepakati sebesar Rp. ............ = e nsssimicie. rupiah) minimal /Kg, diterima
di tempat Pengolahan ... dan dilakukan penyesuaian harga sesuai hasil
evaluasi bersama; -

(11) Toleransi ranting yang dapat diterima pada saat panen ............. adalah ranting dengan
ukuran maksimal .......... milimeter;

(12) Lokasi Pengolahan .................. disepakati berjarak maksimal ..... km dari lokasi
LRNAMAN coivvriirarnsnrns §
(13) Kontribusi dari hasil kerja sama ..........cooeeens dilaksanakan oleh PARA PIHAK seielah
dikurangi biaya PNBP dengan Proporsi sharing sbb ; «—=---eeeeeene
a. PIHAK KESATU adalah sebesar ,... % ; =r=remreereremmmm e msn s s s nemmm e e wmmmm e e
b. PIHAK KEDUA adalah sebesar .... % —
(14) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diserahkan PIHAK KEDUA kepada Negara ;

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerja sama Usaha vang bersifat teknis
operasional dan pembiayaan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Peganjian Kerja sama ; -~

(2) Pelaksanaan Kerja sama Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1) PIHAK KEDUA
akan menugaskan petugas vang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA ; - <onvmmmmmmmmnnnen
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(1)

(2

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kernja sama Usaha im mcnjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA berupa Pinjaman kepada PIHAK KESATU ;
Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayar olch PIHAK KESATU dengan

cara diangsur selama .......... kali (pada saat panen pertama dan panen kedua) ; ——-----------
Nilai Biava pelaksanaan disepakati sehesar Rp. ..., o G rupiah| per
hektar.--———--—-----

Ketentuan lebih lanjut mengcnax pcmbxa)aan akan diatur dan dxscpakan bersama oleh
PARA PIHAK ;---- - - - e

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama berlaku untuk jangka waktu ........... tahun terhitung sejak tanggal
penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK dan dievaluasi pada tahun ke 3
(panen pertama) untuk selanjutnya evaluasi dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya
disepakati bersama oleh PARA PIHAK
Kerja sama Usaha ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan dapat
diperpanjang berdasarkan kesepakatan pada saat evaluasi oleh PARA PIHAK. ---—-------- -—

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

Naskah Kerja sama Usaha bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai
dengan hari, tanggal, bulan, tahun yang telah disebut pada awal Naskah Kerja sama Usaha ini
dalam ................ rangkap bermeterai cukup dan kekuatan hukum yang sama serta diberikan
kepada masing — masing Pihak, ----

PIHAK SATU PIHAK KEDUA
KETUA KPS/KUPS*) DIREKTUR PT. ..ccciiinnnmininnnin
PERHUTANAN SOSIAL
MENYETUJUI
KEPALA UPT

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XXVI
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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

RENCANA AKSI KERJA SAMA PARA PIHAK

A. Format Rencana Aksi Kerja sama Para Pihak

= ,m, m _‘m

1

lLa 1.
2.

1.b

dst

2 Kelola Kelembagaan

2.a 1.
2.

2.0 1.

dat

3 Kelola Usaha

XY

..........................

a.b
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dat

B. Format Rencana Aks: Kerja sama Para Pihak




RENCANA AKSI KERJA SAMA PARA PIHAK TAHUNAN
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HKelala Taaha

...............

ve
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LAMPIRAN X3VII

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

trd,

SITT NURBAYA




PERATURAN

MENTERI
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KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Skema Persetujuan

Nomor dan Tgl SK
Provinsi /Kab.
Kec./Desa

Luas

Jumlah KK

LAPORAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

LAPORAN PENGAWASAN

TAHUN ....cconveimnrnennne

: HD/HKm/HTR/ Kemitraan kehutanan
Nama Pemegang Persetujuan

2021, No.320

LINGKUNGAN  HIDUP  DAN

Terpenuhi Bukti
(79 (kalau
diperlukan)

Penjelasan

.........................

-----

...........

*) Diisi sesuai AMAR Surat Keputusan yang diberikan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

..................................

ttd.

SITI NURBAYA
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